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ABSTRAK

EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PELABUHAN
POS LINTAS BATAS LAUT LIEM HIE DJUNG (LINTAS
BATAS PELAYARAN INTERNASIONAL NUNUKAN-
TAWAU SABAH MALAYSIA) DI KABUPATEN NUNUKAN

LISMAN
lismansap3@gmail.com
Program Pasca Sarjana

Universitas Terbuka

Pelabuhan Pos Lintas Batas Laut Liem Hie Djung merupakan pelabuhan
yang dibangun berdasarkan hasil kesepakatan kedua Negara Indonesia dan
Malaysia melalui forum Sosek Malindo. Pelabuhan PLBL Liem Hie Djung belum
berfungsi maksimal sebagai fungsi internasional Nunukan-Tawau Sabah, hal ini
disebabkan oleh adanya perbedaan pandagan antara Mendagri (BNPP) dengan
Menhub (Dirjenhubla), dan Kemenhub dalam penetapan status pelabuhan PLBL
Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan. Salah satu bentuk dukungan Pemerintah
pusat yaitu adanya kunjungan kerja Presiden RI (Ir.Joko Widodo) tanggal 16
Desember 2014 dan kunjungan para Menteri Hukum dan Ham ke pelabuhan
PLBL Liem Hie Djung Kabupaten Nunukan dalam rangka percepatan
pengoperasian pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai pelabuhan lintas batas
internasional, namun fakta dilapangan belum berjalan sesuai yang diharapkan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan bagaimana evaluasi kebijakan
pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung dalam upaya mewujudkan sebagai
pelabuhan lintas batas laut Internasional dan faktor apa yang mendukung dan
menghambat kebijakan. Fokus penelitian ini di kantor UPT.PLBL Liem Hie
Djung Dishubkominfo Kabupaten Nunukan. Jenis penelitian ini adalah penelitian
kualitatif Deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, mendalam
dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini antara lain : (1).Kepala Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nunukan di Nunukan,
(2).Asisten 1 bidang Pemerintahan Setkab Kabupaten Nunukan (3)Kepala
Syahbandar Otoritas Pelabuhan (KSOP) Nunukan, (4).Kasubag Tata Usaha UPT
PLBL Liem Hie Djung dan (5). Toko masyarakat Nunukan. Saran peneliti adalah
diharapkan adanya singkronisasi antara Mendagr dengan Menhub dan diharapkan
pihak Kemenhub dapat mempercepat merekomendasikan pengoperasian
pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai pelabuhan fungsi lintas batas laut
internasional (Nunukan—-Tawau Sabah Malaysia) di Kabupaten Nunukan.

Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan ,Pengelolaan Pelabuhan PLBL Liem Hie
Djung
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ABSTRACT
PORT MANAGEMENT POLICY EVALUATION
LIEM SE BODER CROOSINGS HIE DJUNG ( CROSS-BORDER
INTERNASIONAL SHIPPING NUNUKAN-TAWAU SABAH MALAYSIA )
IN NUNUKAN

LISMAN
lismansap3@gmail.com
Graduate Program
Open University

Harbor sea border crossings liem hie djung is a port that is built based on an an
agreement between the two countries Indonesia and Malaysia through socio-
economic forum Malindo. PLBL liem hie djung not function optimally as a
function of internasional Nunukan-Tawau sabah, this is a caused by the difference
in views between the minister’s (BNPP) with the MOC (Dirjenhubla), and the
ministry of transportation of the status of the port PLBL Liem Djung in Nunukan.
One form of central government support that is the working visit of the President
(Ir. Joko Widodo) dated 16 December 2014 and the visit of the minister of law
and Ham to harbor PLBL liem hie djung Nunukan district in order to speed up
port operations PLBL liem hie djung as a port of transboundary international, but
the fact the field has not run as expected. The purpose of this study is to describe
how the port management policy evaluation PLBL liem hie djungin efforts to
achieve a croos-border internasional sea port and the factors that support and
hinder policy. This research focus in the office UPT. PLBL liem Hie Djung
Dishubkominfo Nunukan.This type of research is descriptive qualitative
research.data collection techniques using interviews, deep and documentation.
Informants in this study include : (1). The head of the transportation department of
communication and informatics Nunukan regency Nunukan, (2). The first
assistant field administration Setkab Nunukan (3). The head of the port authority
hadbormaster (KSOP) Nunukan, (4). Head of UPT.PLBL Liem administration
and hie djung.(5). The community store Nunukan. Research advice is expected
that the minister had with kemenhub singronisasi between the ministry of
transportation and is expected to accelerate recommend PLBL Port operation
Liem Hie djung as port of international marotome boundary cutting functions (
Nunukan-Tawau Sabah Malaysia ) in Nunukan.

Keywords : Policy evaluation, management of ports PLBL Liem Hie Djung
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3. Gambar : peneliti melaksanakan wawancara kepada kepala KSOP
Nunukan di ruangan kantor KSOP Nunukan.

4. Gambar : peneliti melaksanakan wawancara kepada tata usaha UPT
PLBL Liem Hie Djung di ruang PLBL Liem Hie Djung Nunukan.

5. Gambar : peneliti melaksanakan wawancara kepada toko masyarakat
Nunukan di pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan.

6. Gambar : melalui media surat kabar radar Nunukan kondisi dermaga
PLBL Liem Hie Djung rusak.

7. Dokumentasi : kunjungan Presiden RI bersama kepala PLBL Liem Hie
Djung ke pelabuhan PLBL.

8. Dokumentasi : kunjungan kerja Menteri Koordinator bidang
Pembangunan Manusia dan kebudayaan RI dan Menhumkam kepelabuhan
PLBL Liem Hie Djung Nunukan.

9. Dokumentasi : kunjungan kerja kepala Kanwil DJBC bagian Kalimantan
Timur ke pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan.

10.  Dokumentasi : spesifikasi kapal KM.Perancis tujuan trayek Nunukan-

Tawau Sabah Malaysia.
xvii
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11.  Gambar melalui media koran gerbang emas Nunukan yaitu kordinasi
Kepala Dishubkominfo Nunukan bersama Bea dan Cukai Nunukan dalam

rencana penetapan kawasan pabean di pelabuhan PLBL.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian
1. Gambaran Umum Kabupaten Nunukan
Kabupaten Nunukan merupakan Kabupaten yang berbatasan langsung
negara tetangga yaitu Tawau Sabahn Malaysia. Kabupaten Nunukan
memiliki luas wilayah 14.493 km2 dan memiliki jumlah penduduk 140.842
jiwa (sumber hasil sensus penduduk tahun 2010). Kabupaten Nunukan
memiliki beberapa pelabuhan dan dermaga rakyat (sumber data Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nunukan tahun 2016)
sebagai berikut :
a. Pelabuhan Nunukan yang dikelolah oleh PT.Pelindo cabang Nunukan.
b. Pelabuhan penyeberangan pery Sei Jepun dikelolah oleh Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatikan Kabupaten Nunukan.
c. Pelabuhan Pos Lintas Batas laut Liem Hie Djung yang dikelolah oleh
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatikan Kabupaten Nunukan.
d. Pelabuhan pery penyeberangan dikecamatan Sebatik yang dikelolah oleh
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatikan Kabupaten Nunukan.
e. Pelabuhan pery penyeberangan dikecamatan Seimenggaris yang
dikelolah oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatikan
Kabupaten Nunukan.
f. Pelabuhan sungai dan danau di Kecamatan Sebuku yang dikelolah oleh

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatikan Kabupaten Nunukan.

41
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g. Dermaga Sembakung di Kecamatan Sembakung
h. Dermaga lumbis di Kecamatan Lumbis.
1. Dermaga Inhutani di Kecamatan Nunukan.

J. Dermaga Mentikas di Kecamatan Sebatik.

2. Gambaran Lokasi Penelitian
Adapun deskripsi objek penelitian yaitu di kantor Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika khususnya pada unit pelaksana teknis (UPT)
pelabuhan pos lintas batas laut Liem Hie Djung Kabupaten Nunukan.
Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, peneliti mengumpulkan

beberapa data di kantor UPT PLBL Liem Hie Djung Dinas Perhubungan

Kabupaten Nunukan ,sebagaimana gambar dibawah ini :

Gambar 4.1 : Dokumentasi pelabuhan PLBL Leim Hie Djung di Kabupaten
Nunukan

3. Dasar Pembentukan Kantor UPT PLBL Liem Hie Djung Di Kabupaten

Nunukan
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Melalui sumber UPT PLBL Liem Hie Djung Kabupaten Nunukan,
tahun 2016 bahwa dasar terbentuknya unit pelaksana teknis PLBL Liem Hie
Djung Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan yaitu berdasarkan Peraturan
Bupati Nunukan Nomor 54 tahun 2013 tentang pembentukan, susunan
organisasl dan tata kerja unit pelaksana teknis (UPT) pos lintas batas laut
Liem Hie Djung Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan
4. Visi dan misi Kantor UPT PLBL Liem Hie Djung Dinas Perhubungan
Kabupaten Nunukan
a). Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan

VISI : “Mewujudkan Kabupaten Nunukan sebagai centra transit dan jasa

<<

b). Misi :

(1). SDM yangberkualitas.

(2). Pelayanan publik yang prima.

(3). Sistem serta sarana dan prasarana perhubungan bidang darat laut dan
udara serta infokom .

(4). Regulasi,kemandirnan,serta moda transportasi.

(5). Kemitraan stakeholder, Pemerintah dan swasta.

(6). Sosialisasi demi mensinkronisasikan antara program strategis Dinas
Perhubungan dengan kultur masyarakat

5. Struktur organisasi di UPT PLBL Liem Hie Djung Kabupaten
Nunukan

Struktur organisasi di UPT PLBL Liem Hie Djung ditetapkan oleh
Bupati Nunukan melalui Peraturan Bupati Nunukan Nomor 54 tahun 2013
tentang susunan organisasi dan tata keja UPT PLBL Liem Hie Djung pada

Dishubkominfo Kabupaten Nunukan.
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KEPALA UPT
PLBL Liem Hie Djung
Nunukan
POKJA POKJA USAHA POKJA KASUBAG.
PERENCANAAN KEPELABUHANAN OPERASIONAL TATA
DAN DAN USAHA
PEMBANGUNAN PENGAWASAN
DANRU SHIF DANRU SHIF DANRU SHIF

1

Il

1If

Sumber : UPT PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan

Bagan 4.2 : Struktur Organisasi Kantor UPT PLBL Liem Hie Djung
Nunukan

6. Tugas dan Fungsi UPT PLBL Liem Hie Djung Kabupaten Nunukan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 tahun 2013 tentang

Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis (UPT)

pos lintas batas laut Liem Hie Djung Nunukan pada Dinas Perhubungan

Kabupaten Nunukan, salah satu tugas dan fungsi Kepala UPT PLBL Liem

Hie Djung Nunukan antara lain :

a). Tugas pokok adalah memelihara kelancaran dan ketertiban pelayanan

kapal dan dan barang serta kegiatan pihak lain sesuai dengan sistem dan

prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan yang telah ditetapkan.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42593.pdf

45

b). Fungsi adalah pelaksanaan kebijakan teknis pengaturan, pembinaan,

pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan dan pemberian
jasa kepelabuhanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Sejarah Terbangunnya Pelabuhan Pos Lintas Batas Laut Liem Hie

Djung Nunukan

Melalui hasil penelitian dilapangan, peneliti mengumpulkan data

terkait dengan sejarah terbangunnya pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di

Kabupaten =~ Nunukan. Pelabuhan tersebut dibangun berdasarkan

rekomendasi hasil kesepakatan kedua negara Indonesia dan Malaysia

melalui forum kerjasama sosek malindo. Pembangunan pelabuhan PLBL

Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan dibangun pada tahun 2003 dan

dioperasikan pada tahun 2009 untuk kegiatan lintas pelayaran lokal,

regional (Nunukan-Tarakan), dan kegiatan pelayaran internasional

Nunukan-Tawau Sabah Malaysia.

Kronologis pembangunan pelabuhan pos lintas batas laut Liem Hie

Djung di Kabupaten Nunukan sebagai berikut :

a). Pertama, pada tanggal 11 September 1996, diadakan pertemuan pertama
di Negeri Sabah Malaysia menghasilkan kesepakatan bahwa pos lintas
batas laut terletak di sungai Pancang untuk Indonesia dan di Wallce Bay
untuk Tawau Sabah Malaysia.

b). Kedua, pada tanggal 18 September 1997, dilakukan pertemuan yang

kedua, di Balikpapan Kaltim.
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c¢). Ketiga pada tanggal 3-4 September 1998, dilakukan pertemuan yang
ketiga, di Kota Kinabalu Malaysia.

d). Keempat pada tanggal 6 Agustus 1999, pertemuan yang keempat, di
Balikpapan.

e). Kelima, pada tanggal 25-26 juli 2000, pertemuan kelima, di Kota
Kinabalu Malaysia, yang menghasilkan bahwa untuk lokasi tetap
mengacu pada hasil pertemuan pertama.

f). Pada tanggal 30 Juli 2001, dilakukan pertemuan keenam, di Balikpapan
dan terjadi perubahan lokasi pembangunan pos lintas batas, untuk
Indonesia berada di Sunga: Bambangan dan untuk Malaysia tetap di
Wallace bay.

g). Pada tanggal 23-24 Juli 2002, pertemuan ketujuh, di Kota Sandakan
Malaysia.

h). Pada tanggal 6 Agustus 2003, pertemuan di Kota Surabaya (Jatim) yang
tetap mengacu pada pertemuan sebelumnya.

1). Pada anggal 5-6 Agustus 2004, dilakukan pertemuan kesembilan, di
Surabaya dan terjadi perubahan untuk pembangunan pos lintas batas di
Malaysia Wallace Bay pindah ke Sungai Iman, pasir putih.

j). Pada pertemuan kesepuluh, pada tanggal 21 Juli 2005, di Balikpapan,

disepakati bahwa tim delegasi Malaysia dan Indonesia mengadakan
kunjungan ke Nunukan untuk meninjau pembangunan lokasi pelabuhan

di Liem Hie Djung Nunukan.
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8. Sarana dan prasarana di pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Kabupaten
Nunukan
Melalui penelitian dilapangan (sumber : UPT PLBL Liem Hie Djung
Kabupaten Nunukan, tahun 2016), peneliti mengumpulkan beberapa data
prasaranana dan sarana pelabuhan sebagai berikut :
a). Prasarana pelabuhan PLBL Liem Hie Djung terdiri atas :
(1). Dermaga Terapung (Ponton) : 3 unit, dan ukuran 12 x 10 M
(2).Trestle penghubungan dermaga kontruksi beton : 1 unit dan ukuran
53,25 x 10 m.
(3).Trestle jembatan fleksbel : 3 unit dan ukuran 17,5 x 4 m
(4).Bangunan gedung operasional (ruang perkantoran, terminal
penumpang dan ruang utilities) seluas : 2.300 m2.
(5). Lapangan parkir/jalan masuk : luas 2.450 m2.
(6). Gedung mesin genset : 96 m2.
(7) Bangunan pos jaga

b). Sarana terdiri atas :

(1). Tempat duduk : 20 set (1 set 5 kursi)
(2). Mesin genset 500 Kva - 1 unit

(3). Tabung PMK : 9 buah

(4). Mesin X-Ray : 2 unit

(e). AC berdin : 10 unit

(f). Televisi : 3 unit
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9. Proses anggaran pembangunan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di
Kabupaten Nunukan
Melalui hasil penelitian dilapangan (sumber : UPT PLBL Liem Hie
Djung Kabupaten Nunukan), peneliti mengumpulkan beberapa sumber
informasi data anggaran pembangunan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung
di kantor UPT PLBL Liem Hie Djung Nunukan bahwa pelabuhan PLBL
Liem Hie Djung dibangun dengan menggunakan beberapa tahap
anggaran melaluit APBD [, APBD II dan APBD pusat sebagai berikut :
1) Tahap I sebagai berikut :
(a). Tahap I,melalui APBD II tahun 2003,dengan nilai 2,8 Milyar.
(b). Tahap II,melalui APBD II tahun 2003, dengan nilai 3,8 Milyar.
(c). Tahap III melalui APBD II tahun2004, dengan nilai 3,8 milyar
(d). Tahap IV melalui APBD II tahun 2005 dengan nilai 2,8 milyar.
(e). Tahap I tahun 2005 APBD I dengan nilai 5,7 milyar.
(f). Tahap II tahun 2005 APBD I dengan nilai 2,424 milyar.
(g). Tahap 111 tahun 2006 APBD I (ABT) dengan nilai 1,161 milyar.
(h). Tahap IV tahun 2007 APBD I dengan nilai 3,3 milayar.
(1). Tahap V tahun 2008 APBD I dengan nilai 15,9 milyar.

Total anggaran APBD I : 28,6 Milyar.

2) Tahap ke II yaitu anggaran perbaikan dermaga PLBL Liem Hie Djung

Nunukan sebagai berikut :

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42593.pdf

49

(a).Anggaran Pemerintah Pusat melalui anggaran BNPP = Rp
6.197.497.000,- Milyar.

(b).Anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara = Rp

9.000.000.000,- Milyar.

10. Instansi/Lembaga Pemerintah Di Pelabuhan PLBL Liem Hie Djung

Kabupaten Nunukan
Melalui hasil penelitian dilapangan, peneliti menganalisis di kantor

UPT PLBL Liem Hie Djung bahwa dalam kegiatan operasional di
pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan, terdapat beberapa instansi
atau lembaga Pemerintah yang mendukung kelancaran operasional
(sumber data : UPT PLBL Liem Hie Djung Nunukan) antara lain :
a). UPT.PLBL Liem Hie Djung
b). KSOP Nunukan
c). Bea Cukai Nunukan
d). Imigrasi Nunukan
e). Karantina pelabuhan
f). Kepolisian

g). SAR Nunukan

11. Data keberangkatan dan ketibaan penumpang pelayaran lokal dan
regional
Beberapa data kegiatan operaisonal kepelabuhanan dan pelayaran

di pelabuahn PLBL Liem Hie Djung yaitu kegiatan operasional kapal
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pelayaran lokal antar kecamatan dan kegiatan pelayaran regional antar
Kabupaten/Kota.

Kegiatan operasional pelayaran di pelabuhan PLBL Liem Hie
Djung didukung oleh adanya data kegiatan (sumber data : UPT PLBL
Liem Hie Djung Nunukan) sebagai berikut :

a). Data Keberangkatan Penumpang (Pelayaran Lokal)

Tabel 4.3
Data Keberangkatan Penumpang (Pelayaran Lokal)

DATA KEGIATAN OPERASIONAL
KEBERANGKATAN KAPAL / SPEED BOAT DI DERMAGA PLBL LIEM HIE DJUNG

( TRAYEK DALAM KABUPATEN/KOQTA )
BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2015

TOTAL KAPAL TOTAL MUATAN
No | TRAYEK/ |kapar [PERAH sppgp BARANKENDA HEWA | ppnympang | KE
LINTAS  |MOTO |, o | BOAT T
RKM) gy | SB) | (TON) |(UNTT) |y o) DEWASA | ANAK
1 | SEBUKU 50 I | 1346 | 4584 | 19 | - | 13267 | 765
SEIMANGG
2 | S 6 i 7 | 756 | - : 67 0
3 | SEBAKIS 3 | 69 | s63 | 2827 | 11 ~ | 3524 | 2m
4 | SEI ULAR 2 | 26 L o5 | - i 26 0
5 | TABUR i i i i : i 0
6 | SRINANTI : : i i - : 9
7 | SERUYUNG | | 5 | 300 | 92 | - T aass
g | BINALAWA 1 55y 1 . : 2 | 17 S| w63 | 744
KANDUAN
9 | AN e | - S as | w2 - L na | 40
JUMLAH -
KESELURUHAN | 772 | 101 | 2218 | 9519 | 129 | 0 | 26753 | 281

Sumber : UPT PLBL Liem Hie Djung Kabupaten Nunukan

b). Data Ketibaan Penumpang (Pelayaran Lokal)

Tabel 4.4
Data Ketibaan Penumpang (Pelayaran Lokal)

DATA KEGIATAN OPERASIONAL
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TOTAL KAPAL TOTAL MUATAN
PERA BARAKENDA|HEW [PENUM|  KET
TRAYEK/ |KAPAL| HU SPEED| NG | RAAN | AN | PANG
NO
LINTAS MOTO | MOT [BOAT
R(KM)| OR | (SB) DEWAS
(PM) (TON)| (UNIT) | g0 | A |ANAK
R)
1 | SEBUKU - - | 899 | - . - 110385 | 980
2 SEIMANGGARI 1 - | 0e |- . -1 1233 | 128
3 | SEBAKIS . - 7 . - - 58 0
4 | SEI ULAR - - - . - - 0 0
5 | TABUR - - - - - - 0 0
6 | SRINANTI - - - . ] - 0 0
7 | SERUYUNG - - 1 2e3 | - . - 2107 5
8 | BINALAWAN 628 - - ] 6 - 6624 | 1138
9 | KANDUANGAN | 115 . . . 87 R 1002 | 332
JUMLAH
KESELURUHAN 744 0 |1255] 0 93 21409 | 2583

Sumber : UPT PLBL Liem Hie Djung Kabupaten Nunukan

¢). Data Keberangkatan Penumpang (Pelayaran Regional)

Tabel 4.5

Data Keberangkatan Penumpang (Pelayaran Regional)
DATA KEGIATAN OPERASIONAL

KEBERANGKATAN DI DERMAGA PLBL LIEM HIE DJUNG
TRAYEK ANTAR KABUPATEN / KOTA DALAM PROVINST (NUNUKAN-

TARAKAN)
BULAN JANUARI $/D DESEMBER 2015
BERANGKAT
No | MAMA S(I;%ED BOAT 1 TrRavEK PENUMPANG/ ORANG KET.
DEWASA ANAK
1| SB.DEWA SEBAKIS 356 14835 989
2 | SB.TRIPUTRI 349 8645 933
3 | sB.DC. 10 337 10568 1427
4 | SB.MINSEN 325 8025 864
5 | SB.SADEWA 294 9011 800
6 | SB.SINAR BARU 304 10181 993
7 | SB.MALINDO 331 7568 416
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8 T SB. MENARA NIKLAS 300 5909 717

JUMLAH KESELURUHAN 2596 74742 7139

Sumber : UPT PLBL Liem Hie Djung Kabupaten Nunukan

d). Data Ketibaan Penumpang (Pelayaran Regional)

Tabel 4.6
Data Ketibaan Penumpang (Pelayaran Regional)

DATA KEGIATAN OPERASIONAL

KETIBAAN DI DERMAGA PLBL LIEM HIE DJUNG
TRAYEK ANTAR KABUPATEN / KOTA DALAM PROVINSI (NUNUKAN-

TARAKAN)
BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2015
KETIBAAN
NO NﬁgﬁnggD TRAYEK | PENUMPANG/ ORANG | KET.
DEWASA | ANAK
SB. DEWA
I Pesclosiie 354 9044 628
2 |SB.TRIPUTRI | 347 8949 637
3 SB.DC. 10 339 9581 1143
4 | SB. MINSEN 327 9060 392
5 | SB. SADEWA 250 7674 563
SB. SINAR
6 | oo 320 9742 1055
7 1SB. MALINDO | 332 8719 735
SB. MENARA
8 | o M 306 6931 8005
TUMLAH
CESELURAN 2615 69700 13148

Sumber : UPT PLBL Liem Hie Djung Kabupaten Nunukan

B. Hasil
Pada subjudul ini, peneliti akan menguraikan data-data hasil penelitian
yang berhasil dikumpulkan dari jawaban informan berdasarkan hasil
wawancara dilapangan. Wawancara dilakukan kepada beberapa informan yang

dianggap berkompeten memberikan sumber informasi terkait evaluasi
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kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung (lintas batas
pelayaran internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia) di Kabupaten
Nunukan. Informan tersebut terdiri dari Ketua Asisten I Setkab Nunukan,
Kadishubkominfo Kabupaten Nunukan, Kepala KSOP Nunukan, Kasubag Tata
Usaha UPT PLBL Liem Hie Djung dan tokoh masyarakat Nunukan. Data
primer dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara informan. Data primer
yang telah dikumpul kemudian disajikan dalam bentuk paparan dan penjelasan.
1. Isi kebijakan

a).Proses kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah
Kabupaten Nunukan dengan Pemerintah Sabah Tawau Malaysia dalam
pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan
Proses kebijakan kedua negara yaitu Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Nunukan dengan
Pemerintah Sabah Tawau Malaysia dalam upaya mewujudkan pelabuhan
PLBL Liem Hie Djung sebagai pelabuhan yang berfungsi internasional
Nunukan-Tawau Sabah Malaysia merupakan hasil rekomendasi
kerjasama forum sosek malindo pada tahun 2003 dan kedua Pemerintah
di perbatasan sepakat untuk membangun pos lintas batas laut
internasional guna mengawasi kegiatan pelayaran kapal dan lintas
pedagangan orang (TKI).
Proses pembangunan pelabuhan pos lintas batas laut internasional

pada masing-masing wilayah di perbatasan yaitu Kabupaten Nunukan
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dan Kota Tawau Sabah, telah sepakat membangun dan memfungsikan
pelabuhan pos lintas batas sebagai pelabuhan yang berperan dan
berfungsi internasional sebagai berikut :

(1) Peran pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan

Berdasarkan konsep Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 61 tahun 2009 tetang kepelabuhanan, pada pasal 4
menjelaskan bahwa “Pelabuhan memiliki peran sebagai : (1). Simpul
jaringan transportasi sesuai dengan hirarkinya, (2). Pintu gerbang
kegiatan perekonomian, (3). Tempat kegiatan alih moda transportasi,
(4).Penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan, (5). Tempat
distribusi, produksi dan konsolidasi muatan atau barang, dan (6).
Mewujudkan wawasan nusantara dan kedaulatan negara”.

Keterkaitan proses kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur dan Pemerintah Kabupaten Nunukan terhadap pengelolaan
pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan telah
disepakati oleh kedua Pemerintah dengan peran dan berfungsi
sebagai peruntukan pelabuhan lintas internasional Nunukan-Tawau
Sabah. Hal ini disampaikan oleh informan ketua Asisten I Setkab
Nunukan, terkait peran pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di
Kabupaten Nunukan, mengatakan bahwa :

“Sebenarnya hasil kesepakatan sosek malindo dalam rangka

pemberian pelayanan yang terbaik kepada masyarakat
khususunya masyarakat kita, yang baik dari Nunukan — Tawau
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maupun dari Tawau ke Nunukan 1tu kesepakatan ada didalam
sosek malindo”.

Hal ini ditegaskan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten
Nunukan bahwa peran dan fungsi pelabuhan PLBL Liem Hie Djung,
mengatakan bahwa :

“Peran : baik, mencermati adanya pelabuhan PLBL Liem Hie
Djung di Kabupaten Nunukan, jelas dibangunnya pelabuhan
tersebut sudah diperkirakan para perencana sebagai perannya
ya paling tidak dia berperan akan untuk dapat menghimpun
dari beberapa tempat atau pulau diluar pulau Nunukan yang
akan datang ke pulau Nunukan tersebut, tentunya bersandar di
pelabuban tersebut, dari beberapa pulau yang ada diseputaran
pulau Nunukan”.

Pandangan ini diperkuat oleh Kasubag TU UPT PLBL
Nunukan mengatakan bahwa :

a. “Pelabuhan PLBL Liem Hie Djung merupakan hasil
rekomendasi pertemuan kerjasama sosek malindo, yang
mana masing-masing pihak, baik Pemerintah Indonesia
maupun pihak kerajaan Malaysia diwajibkan menyediakan
sarana prasarana berupa terminal pelabuhan yang
dikhususkan bagi angkutan lintas batas yang melayani
penumpang dan barang antar kedua negara”.

b. Peran pelabuhan PLBL Liem Hie Djung tentunya yang
pertama adalah disamping sebagai pintu gerbang
perekonomian juga mewujudkan wawasan nusantara dan
kedaulatan negara”.

Hal yang sama juga ditegaskan oleh toko masyarakat
Nunukan, mengatakan bahwa :

“Perannya antara lain :

1. Sebagai simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan
hirarkinya.

2. Tempat kegiatan alih moda trasportasi.

3. Sebagai pintu gerbangperekonomian.

4. Penunjang kegiatan industri dan/ atau perdagangan.
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5. Tempat distribusi, produksi dan konsolidasi muatan atau
barang.

(2). Fungsi pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan

Berdasarkan konsep Permendagn No.18 tahun 2008 tentang
standarisasi, prasarana dan pelayanan lintas batas antar negara,
menjelaskan bahwa fungsi pelabuhan pos lintas batas internasional
adalah fungsi keimigrasian, kepabeanan, karantina, keamanan dan
fungsi lain yang peruntukan. Sesuai dengan hasil kertas kerja sosek
malindo bahwa pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan
difungsikan sebagai fungsi pelabuhan lintas batas internasional
Nunukan-Tawau Sabah Malaysia.

Hal ini didukung oleh pernyataan informan Asisten 1 Setkab
Nunukan mengatakan bahwa :

“Sebenarnya hasil kesepakatan sosek malindo dalam rangka

pemberian pelayanan yang terbaik kepada masyarakat

khususunya masyarakat kita, yang baik dart Nunukan — Tawau
maupun dart Tawau ke Nunukan itu kesepakatan ada didalam
sosek malindo”.

Hal ini juga ditegaskan oleh Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Nunukan bahwa peran dan fungsi pelabuhan PLBL Liem
Hie Djung, mengatakan bahwa :

“Fungsi : kalau fungsinya sebagaimana kita ketehui semua
bahwa pelabuhan itu berfungsi untuk bersandarnya kapal, naik
turunya orang dan barang ya tentunya pelabuhan itu harus laik,
laik dan keselamatan dan keamanan serta kenyamanan para

pengguna dan pelaku-pelaku kapal atau para penumpang yang
menyinggahi pelabuhan tersebut saya rasa jelas fungsinya itu”.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42593.pdf

57

Pandangan ini diperkuat oleh kepala tata usaha UPT. PLBL
Liem Hie Djung, Nunukan mengatakan bahwa :

“Fungsi pelabuhan PLBL Liem Hie Djung, jelas dalam

operasionalnya nanti sebagai tempat kegiatan pemerintahan

yangmana didalamnya terdapat pelayanan CQIS kemudian
sebagai tempat kegiatan pengusahaan dengan keterlibatan
pihak swasta seperti keagenan, pedagang dan lainya”.

Hal yang sama juga ditegskan oleh toko masyarakat
mengatakan bahwa fungsi pelabuhan adalah “Sebagai tempat
kegiatan pemerintahan dan sebagai kegiatan perekonomian”. Namun
padangan yang berbeda disampaikan oleh Kepala KSOP Nunukan
mengatakan bahwa “Yang fungsinya adalah untuk kapal-kapal yang
tonasenya kecil”.

Secara keseluruhan hasil wawancara dilapangan menunjukan
bahwa fungsi dibangunnya pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di
Kabupaten Nunukan merupakan pelabuhan yang diperuntukan
sebagai fungsi pelabuhan lintas batas internasional Nunukan-Tawau
Sabah Malaysia, hal ini diperkuat oleh beberapa data primer dan data
sekunder melalui beberapa surat hasil kerja sama kedua negara
Indonesia dan Malaysia melalui forum sosek malindo dan surat dari

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten

Nunukan.

Berdasarkan konsep Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

18 Tahun 2007 tentang standarisasi, prasarana dan pelayanan lintas
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batas antar negara, sebagaimana termuat pada pasal 2 ayat (1) bahwa
“di setiap keluar/masuk wilayah negara dibangun pos lintas batas
tradisional dan lintas batas international”. Keterkaitan konsep
Peraturan Menteni Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2007 tentang
standarisasi, prasarana dan pelayanan lintas batas antar negara
dengan gambaran tentang kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL
Liem Hie Djung sebagai peruntukan pelabuhan lintas batas
internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia di Kabupaten
Nunukan belum berjalan secara maksimal. Hal ini dipertegas oleh
informan ketua Asisten 1 Setkab Nunukan mengatakan bahwa :

“Untuk pengelolaannya yang namanya itu masih baru pastilah
ada kekurangan dan kelemahannya tapi dengan berjalananya
sudah berapa tahun ini selama sudah keluar ijin operasionalnya
itukan setiap tahun ada peningkatan perbaikan-perbaikan
didalamnya kita tidak berharap langsung sempurna namanya
sesuatu itu dimulai pastilah mesti ada kelemahan—
kelemahannya nah inilah kita harapkan apalagi teman-teman
disana pegawai itu memang selalu kita berikan pemahanan
bimbingan supaya didalam pengelolaan dipelabuhan itu karena
itu bagaimanapun juga itu pelabuhan internasional dan
regional makanya kita setiap saat itu ada pembinaan kepada
petugas yang ada dilapangan”™.

Hal imi dipertegas oleh informan yaitu Kepala Dinas
Perhubungan Komunikasi dan informatika Kabupaten Nunukan,
terkait dengan kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie
Djung sebagai peruntukan pelabuhan lintas batas internasional

Nunukan-Tawau Sabah Malaysia, mengatakan bahwa
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“Kebijakan pengelolaan pelabuhan Liem Hie Djung dani
perspektif pemerintahan jelas Pemerintah Daerah tidak
meninggalkan kearipan lokal untuk bisa dinilai suatu daerah itu
sudah maju tentunya kebijakan Pemerintah daerah membangun
pelabuhan tersebut, ya paling tidak sudah moderen atau semi
permanen bahkan disebut permanen. Dengan dibangunnya dari
bahan-bahan yang laik untuk disebut pelabuhan yang sudah
moderen. Nah jadi kebijakan Pemerintah tidak meninggalkan
pelabuhan-pelabuhan dengan kearipan lokalnya, yah ada juga
pelabuhan-pelabuhan  kecil di sekitar itu yang sifatnya
mungkin masih pelabuhan-pelabuhan tambatan perahu rakyat,
jadi jelas kebijakan Pemerintah disini membangun pelabuhan
yang sudah permanen”.

Hal 1ni sejalan dengan apa yang disampaikan oleh informan
tokoh masyarakat Nunukan, terkait dengan kebijakan pengelolaan
pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan,
mengatakan bahwa :

“Disinilah  dikatakan kebijakan, maksudnya kebijakan

walaupun persyaratan yang ditentukan oleh PP No.61 tahun

2009 tadi, tidak dilengkapi dengan pakta-pakta namun

Pemerintah melaksanakan pembangunan ini dengan memenuhi

syarat pelabuhan penyeberangan inilah yang disebut kebijakan.

Pelabuhan PLBL Liem Hie Djung secara hukum dan pakta
adalah pelabuhan penyeberangan internasional”.

Hal ini tidak sejalan dengan apa yang disampaikan oleh
informan kepala KSOP Nunukan, terkait dengan kebijakan
pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan,
mengatakan bahwa :

“Jadi kebijakan bahwa pengelolaan pelabuhan sesuai dengan

Undang-undang adalah badan usaha pelabuhan (BUP). Jadi

saat ini yang dilaksanakan Pemda Nunukan adalah

Dishubkominfo, seyogyanya Pemda membuat Bdan Usaha
Pelabuhan”.
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Hal ini tidak sejalan dengan apa yang disampaikan oleh
informan kepala tata usaha UPT PLBL Liem Hie Djung Kabupaten
Nunukan, terkait dengan kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL
Liem Hie Djung Nunukan, mengatakan bahwa :

“Pendapat saya terhadap kebijakan pengelolaan pelabuhan

PLBL Liem Hie Djung sejauh ini belum maksimal karena saat

ini masih ada prosedur administrasi dan kelengakapan fasilitas

yang harus dipenuhi sehingga pelabuhan PLBL Liem Hie

Djung belum dapat difungsikan untuk melayani trayek

angkutan laut lintas batas”.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa
kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di
Kabupaten Nunukan merupakan kebijakan oleh kedua negara
Indonesia dan Malaysia melalui forum sosek malindo dalam
memfasilitasi pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai peruntukan
pelabuhan lintas batas laut Nunukan-Tawau Sabah Malaysia. Hal ini
diperkuat oleh beberapa dokumen melalui beberapa surat hasil kerja
sama kedua negara Indonesia dan Malaysia melalui forum sosek
malindo, Undang-Undang pelayaran, dan beberapa surat Pemerintah

Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah

Kabupaten Nunukan.

b).Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan

Pemerintah Kabupaten Nunukan dengan Pemerintah Sabah Tawau
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Malaysia dalam pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di
Kabupaten Nunukan
Dalam pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Nunukan telah
mendapat dukungan oleh Menteri Dalam Negeni khususnya terhadap
pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di dalam upaya
mewujudkan fungsi internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia telah
sesuai dengan tatanan kepelabuhanan nasional, simpul jaringan
transportasi laut, namun belum berjalan secara optimal. Hal ini didukung
oleh beberapa konsep manajemen kepelabuhanan dan pandangan
informan pada saat hasil wawancara dilapangan mengatakan sebagai
berikut :
(1). Tatanan Kepelabuhanan
Berdasarkan konsep manajemen pelabuhan menurut Undang-
Undang Republik Indonesia, Nomor 17 Tahun 2008 tentang
pelayaran, pada pasal 1 buir 14, menjelaskan bahwa kepelabuhanan
adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi
pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban
arus lalu lintas kapal, penumpang dan/ atau barang, keselamatan dan
keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/ atau antar moda
serta mendorong perckonomian nasional dan daerah dengan tetap

memperhatikan tata ruang wilayah. Keterkaitan konsep tersebut
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dengan gambaran tentang tatanan kepelabuhanan pada pelabuhan
PLBL Liem Hie Djung sebagai peruntukan pelabuhan lintas batas
internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia di Kabupaten
Nunukan telah sesuai dengan prosedur kepelabuhanan. Hal ini
didukung oleh konsep Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 61 tahun 2009 tentang kepelabuhanan, pada pasal 10 rencana
lokasi pelabuhan yang akan dibangun harus sesuai dengan :

(a). Rencana tata raung wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah
Provinsi dan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota.
(b). Potensi danperkembangan sosial ekonomi wilayah.
(c). Potensi sumber daya alam.
(d).Perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun
internasional.

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie
Djung di Kabupaten Nunukan dalam upaya mewujudkan fungsi
internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia telah sesuai dengan
konsep tatanan kepelabuhanan.. Hal ini juga sejalan dengan apa yang
disampaikan oleh informan Kadishubkominfo Kabupaten Nunukan,
terkait dengan ketatanan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie
Djung Nunukan, mengatakan bahwa :

“ Kalau berbicara tentang tatanan kepelabuhanan di Liem Hie

Djung secara ketentuan harus melihat tata ruang yang dibuat
oleh pemerintah, ini tentunya yang berkompeten ada di
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Bappeda, namun saya sendiri dan mencermati pembangunan
yang ada saya anggap sudah dipertimbangkan”.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh informan
kepala Tata Usaha UPT PLBL Liem Hie Djung Kabupaten
Nunukan, terkait dengan ketatanan pengelolaan pelabuhan PLBL
Liem Hie Djung Nunukan, mengatakan bahwa :

1. Menurut saya setiap pelabuhan yang akan dibangun tentu
ada kajian, kesesualan dengan tatanan kepelabuhan tentu
juga menjadi pertimbangan dari kajian tersebut. Semua ada
proses dan tahapan”.

2. Sebagaimana kita ketahui sekarang ini ada surat keputusan
Dirjen Hubla tentang pemberian izin pengembangan
pelabuhan Nunukan kepada penyelenggara pelabuhan
Nunukan, artinya rencana pengembangan pelabuhan PLBL
Liem Hie Djung telah sesuai dengan rencana induk
pelabuhan Nunukan.

Hal ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh
informan tokoh masyarakat Nunukan, terkait dengan ketatanan
pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan,
mengatakan bahwa :

“Sudah sesuai ! Bahwa tatanan kepelabuhanan adalah

merupakan dasar dalam perencanaan kepelabuhanan,

pendayagunaan, pengembangan dan pengoperasian pelabuhan
diseluruh Indonesia, sehingga terjalin suatu jaringan
infrastruktur  secara  terpadu dan terciptanya jasa

kepelabuhanan sesuai tingkat kebutuhan dan penyelenggaraan
pelabuhan yang handal”.

Hal ini tidak sejalan dengan apa yang disampaikan oleh
informan Kepala KSOP Nunukan, mengatakan bahwa “Bahwa

rencana induk pelabuhan tunon taka sedang dalam proses dan karena
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pelabuhan Liem Hie Djung adalah bagian dari pelabuhan tunon taka
maka tatanan kepelabuhanan akan menyesuaikan”™.

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan menunjukan
bahwa tatanan kepelabuhanan pada pelabuhan PLBL Liem Hie
Djung di Kabupaten Nunukan telah sesuai dengan prosedur tatanan
kepelabuhanan. Hal ini diperkuat oleh beberapa regulasi melalui
Undang-Undang pelayaran dan Permendagri Nomor 18 tahun 2007
tentang standarisasi, prasarana dan pelayanan lintas batas antar
negara. Namun masih terdapat perbedaan pandangan yang
disampaikan oleh informan KSOP bahwa pelabuhan PLBL Liem Hie
Djung belum sesuai dengan tatanan kepelabuhanan, hal ini
dikarenakan pelabuahn PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten
Nunukan masih merupakan bagian dan pelabuhan tunon taka
Nunukan yang dikelolah oleh PT.Pelindo I'V cabang Nunukan.

(2).Pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai simpul jaringan
transportasi laut

Gambaran tentang pelabuhan PLBL Liem Hie Djung
merupakan pelabuhan yang diperuntukan sebagai simpul jaringan
transportasi laut. Pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten
Nunukan telah sesuai dengan perannya sebagai simpul jaringan
transportasi laut. Hal ini seperti apa yang disampaikan oleh informan

Asisten 1 Setkab Nunukan, terkait dengan pelabuhan PLBL Liem
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Hie Djung merupakan simpul jaringan transportasi laut, mengatakan
bahwa :

“Ya, kalau menurut saya memang sesuai simpul itu karena
kenapa memang kita pada saat diwacanakan dibuat itu teman-
teman di Perhubungan pada saat itu sudah memikirkan semua
itu sehingga penetapan lokasinya pada saat kesepakatan
dengan sosek malindo disitu ditetapkan karena simpul
lautnya”.

Hal 1ni seperti apa yang disampaikan oleh informan
Kadishubkominfo Kabupaten Nunukan, terkait dengan pelabuhan
PLBL Liem Hie Djung merupakan simpul jaringan transportasi laut,
mengatakan bahwa :

“Jadi tentunya sesuai, karena kalau dilihat yang bertambat di
pelabuhan tersebut dari pulau daratan Kalimantan masuk dan
di pulau Nunukan ini sendiri sudah ada moda transportasi
udara dengan adanya atau dibangunnya atau sudah
berfungsinya lapangan terbang. Nah jadi tercipta sudah
tersedia sehingga sangat-sangat sesuai dari darat juga dengan
angkutan daratnya juga sudah ada dari laut berpindah ke darat
berpindah ke udara. Jadi cukup sesuai kalau melihat dan 1m
juga sebagai pelabuhan pengumpul dan daratan Sebatik, pulau
Sebatik, pulau Kalimantan dan masuk di pulau Nunukan”.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh informan
kepala tata usaha UPT PLBL Liem Hie Djung Nunukan, terkait
dengan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunuk merupakan simpul
jaringan transportasi laut mengatakan bahwa :

“Menurut saya, dengan diterbitnya SK Dirjen Hubla tentang

pemberian izin pengembangan pelabuhan Nunukan kepada

penyelenggara pelabuhan Nunukan maka PLBL Liem Hie

Djung secara hirarkinya juga berperan sebagai simpul dalam
jaringan transportasi laut”
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Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh informan
tokoh masyarakat Nunukan, terkait dengan pelabuhan PLBL Liem
Hie Djung Nunuk merupakan simpul jaringan transportasi laut
mengatakan bahwa “Pelabuhan PLBL Liem HieDJung merupakan
simpul jaringan trasnportasi laut”.

Namun disisi lain tidak sejalan dengan apa yang disampaikan
oleh informan kepala KSOP Nunukan, terkait dengan pelabuhan
PLBL Liem Hie Djung Nunuk merupakan simpul jaringan
transportasi laut, mengatakan bahwa :

“Simpul jaringan pelabuhan bahwa sesuai SK Dirjen

Perhubungan tentang rencana induk pelabuhan Nunukan,

pelabuhan tunon taka adalah pelabuhan pengumpul, jadi

karena pelabuhan Liem Hie Djung sesuai dengan keputusan

Dirjen Perhubungan Laut adalah bagian dari pelabuhan tunon
taka maka sudah sesuai”.

(3). Pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai kegiatan alih moda
transpotasi laut, tempat konsolidasi muatan barang dan sebagai pintu
gerbang perekonomian di Kabupaten Nunukan

Gambaran tentang pelabuhan PLBL Liem Hie Djung
merupakan pelabuhan yang juga diperuntukan sebagai kegiatan alih
moda transportasi laut, muatan barang dan sebagai pintu gerbang
perekonomian. Hal ini seperti apa yang disampaikan oleh informan

Asisten 1 Setkab Nunukan, terkait dengan pelabuhan PLBL Liem
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Hie Djung sebagai tempat alih moda transportasi laut, muatan barang
dan sebagai pintu gerbang perekonomian, mengatakan bahwa :

“Ya harapan kita kedepan begitu tapi ya namanya keterbatasan
anggaran kita untuk melengkapi segala sesuatunya maka
bertahaplah. makanya yang pertama kita lakukan itu dulu
dioperasionalkan hanya regional dulu kemudian melangkah ke
internasional®.

Hal ini yang disampaikan oleh informan Kadishubkominfo,
terkait dengan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai tempat alih
moda transportasi laut, muatan barang dan sebagai pintu gerbang
perekonomian, mengatakan bahwa :

“Jadi tentunya sesuai, karena kalau dilihat yang bertambat di
pelabuhan tersebut dari pulau daratan Kalimantan masuk dan
di pulau Nunukan ini sendiri sudah ada moda transportasi
udara dengan adanya atau dibangunnya atau sudah
berfungsinya lapangan terbang. Nah jadi tercipta sudah
tersedia sehingga sangat-sangat sesuai dari darat juga dengan
angkutan daratnya juga sudah ada dari laut berpindah ke darat
berpindah ke udara. Jadi cukup sesuai kalau melihat dan 1m
juga sebagai pelabuhan pengumpul dari daratan Sebatik, pulau
Sebatik, pulau Kalimantan dan masuk di pulau Nunukan”.

Hal ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh informan

Informan kepala KSOP Nunukan berpandangan terhadap peran
pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai tempat alih moda
transportasi laut, mengatakan bahwa :

“Karena dermaga Liem Hie Djung hanya berupa dermaga

ponton maka alih moda transportasinya sebatas penumpang

atau orang, karena dermaga ponton terbatas hanya untuk

kegiatan kapal yang kegiatannya tidak memakai alat bongkar
muat”.
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Berdasarkan hasil wawancara kepada informan menunjukan
bahwa pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan
belum sesuai dengan perannya sebagai tempat alih moda transportasi
laut, muatan barang dan sebagai pintu gerbang perekonomian
pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Kabupaten Nunukan. Pandangan
informan beranggapan bahwa pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di
Kabupaten Nunukan belum dapat menjadi simpul alth moda
transpotasi laut internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia. Hal
ini sangat bertentangan dengan regulasi Peraturan Pemerintah
Nomor 61 tahun 2009 tentang kepelabuhanan, bahwa salah satu
peran pelabuhan adalah sebagai tempat alih moda transportasi

angkutan laut baik dalam negeri maupun luar negeri.

c). Efektif dan efisiensi Kebijakan Pemerintah terhadap pengelolaan

pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan
(1). Konsep Efektif

Definisi efektifitas menurut kamus ilmiah populer kontemporer

(materi, politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan agama), (

dalam Alex, 2005 : 138 ), adalah “ketepatgunaan, hasil hasil guna,

menunjang  tujuan”.  Keterkaitan konsep efektif tersebut

menggambarkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan

pelabuhan PLBL Liem Hie Djung dalam upaya mewujudkan sebagai
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pelabuhan lintas batas internasional Nunukan-Tawau, tentu harus
sesuai tujuan program yang akan dicapai oleh pelaksana kebijakan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
61 tahun 2009 tentang kepelabuhanan, pada pasal 94 ayat 3,
menjelaskan bahwa Pengajuan izin pengoperasian pelabuhan oleh
penyelenggara pelabuhan harus memenuhi persyaratan :
(1).Pembangunan pelabuhan atau terminal telah selesai dilaksanakan
sesuai dengan izin pembangunan pelabuhan.

(2). Keselamatan dan keamanan pelayaran

(3). Tersedianya fsilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang
dan barang

(4). Memiliki sistem pengelolaan lingkungan

(5). Tersedianya pelaksana kegiatan kepelabuhanan

(6). Memiliki sistem dan prosedur pelayaran

(7). Tersedianya sumber daya manusia di bidang teknis
pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan
kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat.

Gambaran tentang efektif kebijakan pengelolaan pelabuhan
PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan belum beroperasi
secara efektif. Hal ini dipertegas oleh informan ketua Asisten 1
Setkab Nunukan mengatakan bahwa :

“Karena namanya antar negara, itu tidak sama kalau kita
regional artinya didalam negara kita antar negara itu harus ada
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kesepakatan-kesepakatan bersama nah itu di sosek malindo ini
baru kita jadwalkan penyerahan tukar menukar SOP antara
pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Djung dengan pelabuhan
yang ada di Tawau, ini dijadwalkan bulan ini di Tarakan. Kita
sudah sama-sama menduskikan SOP yang dar1 Indonesia kita
sudah bahas di Malaysia dan SOP dari di Malaysia kita juga
bahas, sudah ada kesepakatan tinggal pertukaran”.

Hal ini dipertegas oleh informan Kadishubkominfo Kabupaten
Nunukan, mengatakan bahwa :

“Jadi jelas sejak dibangunnya tahun 2003 sampai sekarang
memang Pemerintah daerah dengan segala keterbatasannya
dan tentunya dan regulasi dari pada administrasi untuk segera
berfungsinya dermaga tersebut itu perlu waktu dan kombinasi
baik di interen Pemerintah daerah maupun karena im
rencanakan atau diproyeksikan untuk tujuan Nunukan ke
Tawau Malaysia, Tawau Malaysia ke Nunukan sehingga
tentunya di Pemerintahan dalam negeri dan Tawau Malaysia
harus kita kordinasikan itu yang pertama, yang kedua, kita juga
mempersiapkan tentunya barang-barang dart luar negeri harus
mencermati bagaimana sistem pemeriksaannya untuk barang
kemudian orangnya keimigrasian bagaimana, mah inilah perlu
kemudian keamanannya, karantinanya juga bagaimana
sehingga semua ini harus kita persiapkan karena statusnya
internasional jadi tentunya memakan waktu. Kemudian
perbaikan sarananya sendiri seperti pelabuhan-pelabuhan
layaknya pelabuhan internasional. Ini perlu juga dibenahi, nah
mungkin dalam waktu dekat dan pembenahan yang sudah
dilaksanakan oleh Pemerintah daerah dibeberapa waktu
kedepan akan kita fungsikan bahkan seudah dibicarakan di
CQISnya costem, imigrasi, karantina, syahbandar. Nah jadi
semua sudah siap untuk mendukung segera beroperasinya
PLBL Liem Hie Djung untuk transportasi laut di perbatasan
dengan status internasional”.

Hal ini dipertegas oleh informan Kepala KSOP Nunukan,
mengatakan bahwa “Secara internasional untuk pengoperasian
pelabuhan Liem Hie Djung harus mengacu ke aturan internasional

seperti fasilitas dermaga complice dengan ISPS Code”.
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Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh informan

Kepala tata usaha UPT PLBL Liem Hie Djung Kabupaten Nunukan,
mengatakan bahwa :

“Pengoperasian pelabuhan PLBL Liem Hie Djung belum
berfungsi secara efektif hal tersebut dikarenakan masih adanya
prosedur administrasi dan kelengkapan fasilitas yang harus
dipenuhi oleh pihak penyelenggara pelabuhan. Sebagaimana
diketahui pembangunan fasilitas dermaga ponton 1 dan 2 baru
selesai dikerjakan dan masih ada ponton 3 yang tenggelam dan
belum dilakukan perbaikan™.

Hal ini juga senada dengan apa yang disampaikan oleh
informan toko masyarakat, mengatakan bahwa :

“Apa 1tu efektif ! Efektif adalah apabila semua elemen
kegiatan dan peraturan sudah berjalan dengan baik atau sudah
sesuai dengan prosedurnya. Apakah dalam kebijakan
pengelolaan pelabuhan ini sudah efektif 7 Menurut saya belum
efektif, mengapa ? karena untuk peruntukan lintas batas
Nunukan-Tawau, belum dapat di realisasikan karena terdapat
beberapa persyaratan kepelabuhan yang harus dipenuhi, baik
persyaratan  administrasi maupun  persyaratan teknis
kepelabuhanan. Secara teknis, bahwa untuk kapal dibawah GT
30, sudah memenuhi syarat untuk bertambat di PLBL, karena
sesuai dengan pemberian izn darn Menteni Perhubungan yaitu
hanya batas maksimum GT 30, sedangkan untuk kapal
berukuran maksimum GT 175, menurut saya tidak sesuai,
mengapa ? Karena kondisi Panjang dermaga tidak seimbangan
dengan panjang kapal lintas batas Nunukan —Tawau yang ada
sekarang ini yaitu sekitar 70 Meter, sedangkan dermaga hanya
14 meter. Oleh karenanya secara teknis kelaikan kapal belum
dapat bertambat secara laik, hal ini juga dikarenakan belum
mememiliki dholpin sebagai pengikat tali kapal. Maksud
efisien, adalah menghilangkan segala biaya tambahan
dipelabuhan (haigt cost) ekonomi, sehingga orang tidak merasa
ada beban tambahan biaya pelabuhan. Dan saat ini pelabuhan
PLBL ini sudah dapat dikatakan efisien dibanding dengan
pelabuhan lain karena tidak ada pungutan kepada pengguna
jasa pelabuhan atau penumpang seperti calo-calo tiket.
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Peneliti dapat mengkompilasi dari beberapa hasil wawancara
kepada informan yaitu kepala KSOP dan tokoh masyarakat
berpandangan bahwa pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Kabupaten
Nunukan belum berfungsi secara efektif. Hal ini dikarenakan kondisi
teknis dermaga untuk sandar kapal tidak sesuai dengan kapasitas
atau bobot kapal internasional dan kondisi dermaga belum memiliki
dholpin.
(2). Efisiensi
Definisi efisiensi menurut kamus ilmiah populer kontemporer
(materi, politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan agama), (dalam
Alex, 2005), adalah penghematan, pengiritan, kerapian, ketepatan :
pelaksanaan sesuai dengan tenaga. Hal tersebut diartikan bahwa
efisiensi merupakan sesuatu hal dalam mengatasi penghematan,
ketetapan pelaksanaan sesuai terjadi jika penggunaan sumber daya
diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan dicapai.
Keterkaitan definisi efesiensi kebijakan pengelolaan pelabuhan
PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan adalah sesuatu yang
harus dapat dihubungkan adanya penghematan pengintan, kerapian,
ketepatan : pelaksanaan sesuatu dalam kebijakan pengelolaan
pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan. melalui
efisiensi in1 maka dalam kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL

Liem Hie Djung di Kabupaten dapat tercapai. Kebijakan pengurusan
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regulasi Pemerintahan dalam hubunganya dengan kebijakan
pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung baik tingkat
Kabupaten, tingkat Provinsi maupun tingkat Pusat, atau tingkat
Kabupaten dapat diukur dari hasil efektifitas kegiatan tersebut.

Menurut pendapat informan, (tangggal, 6 April 2016), terkait
dengan pertanyaan apakah pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie
Djung sudah efisiensi ?, informan mengatakan bahwa

“Efisien, adalah mengurangi segala biaya dipelabuhan
sehingga orang tidak merasa ada beban tambahan biaya
pelabuhan. Dan kalau pelabuhan PLBL ini sudah dapat dikatan
efisien dibanding dengan pelabuhan lain yang masih banyak
pungutan kepada pengguna jasa pelabuhan atau penumpang.
Namun berbicara masalah efisien, bahwa pelabuhan PLBL
Liem Hie Djung ini belum memiliki perencanaan yang matang
sehingga baru berjalan beberapa tahun, fasilitas dermaga sudah
mengalami tenggelam, jadi hal ini belum dikatakan efisien !
Jadi yang dikatakan efisien itu adalah bahwa mulai dari biaya
pemeliharaan pelabuhan PLBL yaitu berjalan sesuai dengan
rencana jangka waktu pengelolaannya.

Keterkaitan pandangan yang disampaikan oleh informan
tersebut, bahwa informan menegaskan kebijakan pengelolaan PLBL
Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan, belum dapat dikatakan

efisien,
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2. Faktor yang mendukung dan menghambat kebijakan pengelolaan
pelabuhan PLBL Liem Hie Djung (lintas batas pelayaran internasional
Nunukan-Tawau Sabah Malaysia) di Kabupaten Nunukan
a). Faktor yang mendukung kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem
Hie Djung (lintas batas pelayaran internasional Nunukan-Tawau Sabah
Malaysia) di Kabupaten Nunukan
Gambaran tentang faktor pendukung kebijakan pengelolaan
pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan sebagai
pelabuhan lintas batas internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia
adalah hasil kesepakatan kedua negara Indonesia dan Malaysia. Hal ini
seperti apa yang diungkapkan oleh informan ketua Asisten 1 Setkab
Nunukan, mengatakan bahwa “Pelabuhan PLBL Liem Hie Djung
dibangun berdasarkan hasil kesepakatan sosek malindo dalam pemberian
pelayanan masyarakat Nunukan melalui trasportasi laut Nunukan-Tawau
Sabah”. Hal ini seperti apa yang diungkapkan oleh informan Kadishub
Nunukan, mengatakan bahwa “Pelabuhan PLBL Liem Hie Djung
dibangun dengan berperan sebagai tempat sandarnya kapal dari beberapa
luar pulau Nunukan”
Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh informan kepala
tata usaha UPT PLBL Liem Hie Djung Nunukan, mengatakan bahwa
“Dibangunnya pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan difungsikan

sebagai tempat kegiatan pelayanan CQIS”.
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Hal in1 juga senada dengan apa yang diungkapkan oleh informan
tokoh masyarakat Nunukan, mengatakan bahwa “Pelabuhan PLBL Liem
Hie Djung berfungsi melayani para penyeberang menuju keluar negeri
Malaysia Tawau,untuk itu di PLBL Liem Hie Djung ini telah disediakan
instansi dengan kegiatan penyeberangan lintas batas”.

Namun berbeda dengan apa yang disampaikan oleh intorman
kepala KSOP Nunukan, mengatakan bahwa “Pelabuhan PLBL Liem Hie
Djung Nunukan belum mengacu keaturan internasional seperti fasilitas
dermaga yang berstandar SPS Code dan adanya instansi Bea cukai,
Imigrasi dan sebagainya”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukan bahwa
beberapa informan mengatakan yaitu salah faktor yang pendukung
kebijakan pengoperasian pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai
peruntukan pelabuhan lintas batas internasional Nunukan-Tawau Sabah
Malaysia adalah kebijakan dari hasil kesepakatan kedua negara Indonesia
dan Malaysia melalui forum sosek malindo.

b). Faktor yang menghambat kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem
Hie Djung (lintas batas pelayaran internasional Nunukan—Tawau Sabah
Malaysia) di Kabupaten Nunukan

Gambaran tentang kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem
Hie Djung di Kabupaten Nunukan adalah secara umum belum berjalan

secara maksimal, hal ini dikarenakan adanya faktor penghambat yaitu
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perpendaan pandangan antara Menteri Dalam Negeri (BNPP) dengan
Menteri Perhubungan (Dirjenhubla) terkait dengan fungsi pelabuhan
internasional hal ini didukung oleh beberapa data dokumen adminsitrasi
dan juga faktor kendala pada administrasi kepelabuhanan dan teknis
operasional pelabuhan. Hal ini seperti apa yang diungkapkan oleh
informan ketua Asisten 1 Setkab Nunukan, mengatakan bahwa :

“Nah itu dari ijinnya dulu dan pusat, itukan tergantung daripada
ijin itu kemudian kalau seandainya sudah keluar, itu secara teknis
saya tidak tahu apakah ijin itu sudah keluar atau tidak, tap1 kalau
sudah keluar itukan harus ada pembicaraan lebih lanjut dulu
dengan pihak Malaysia lewat sosek malindo kapan mau dimulai
karena memang melalui sosek malindo™.

Hal ini dipertegas oleh informan Kadishubkominfo Kabupaten

Nunukan, mengatakan bahwa :

“Yah belum efektifnya karena pertama, ijin-ijin untuk bisa
bertambatnya kapal-kapal di pelabuhan tersebut dikeluarkan oleh
instansi teknis kemudian juga kelengkapan-kelengkapan yang ada
di pelabuhan tersebut baik masalah buruhnya masalah teknis seperti
yang saya sampaikan tadi bagaimana pemeriksaan barang darn luar
negen atau setiap pihak imigrasi maupun pihak beacukai kemudian
pihak karantinanya. Iya ini semua harus betul-betul siap karena
barang darni luar neger tentunya kita tahu semua apakah itu barang

baik atau tidak baik, legal atau ilegal, nah itu harus jadi perhatian
secara pemeriksalah”.

Hal im senada dengan apa yang sampaikan oleh informan kepala
KSOP Nunukan, mengatakan bahwa “Faktor penghambat kebijakannya
adalah karena belum adanya terkait yang mengageni kegiatan kapal

internasional dan fasilitas pelabuhan yang belum complice ISPS Code™.
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Hal 1ni senada dengan apa yang disampaikan oleh informan kepala
tata usaha UPT PLBL Liem Hie Djung Nunukan, mengatakan bahwa :

Salah satu yang menghambat kebijakan pengelolaan pelabuhan
yaitu “faktor yang mempengaruhi tidak efektifnya pengoperasian
pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai lintas batas laut
internasional adalah fasilitas dermaga baru selesai dibangun dan
masith terdapat 1 dermaga lagi yang perlu diperbaiki, dan

administrasi perizinan yang belum lengkap dan masih dalam
proses”.

Hal in1 senada dengan apa yang disampaikan oleh informan toko
masyarakat, mengatakan bahwa :

“Salah faktor penghambat kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL
Liem Hie Djung secara internasional adalah bahwa pihak
Kementerian Perhubungan Laut membatasi bobot kapal yang
bersandar yaitu 30 GT sedangkan kapal yangberoperasi di lintas
batas pelayaran Nunukan-Tawau maksimum 175 GT dengan
panjang minimal 70 Meter. Dan secara teknmis dermaga di PLBL
belum laik sandar karena belum memiliki dolphin sebagai pengikat
tali kapal”.

Peneliti mengkompilasi dari hasil wawancara kepada informan
tersebut mengatakan salah faktor penghambat kebijakan pengoperasian
pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai peruntukan pelabuhan lintas
batas intemasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia adalah faktor
administrasi perizinan dan faktor kelaikan dermaga yang belum
memenuhi  standar  internasional.  Kementerian  Perhubungan
(Dirjenhubla) belum memberikan rekomendasi izin kepelabuhanan PLBL

Liem Hie Djung sebagai fungsi pelabuban litnas batas internasional

Nunukan-Tawau Sabah Malaysia.
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C. Pembahasan

1. Proses Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
dan Pemerintah Kabupaten Nunukan Dalam Upaya Mewujudkan
Fungsi Pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Sebagai Fungsi Internasional

Nunukan-Tawau Sabah di Kabupaten Nunukan
Kebijakan yang ditelah dijalankan oleh Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Nunukan telah sesuai dengan
kebijakan oleh kedua negara melalui kesepakatan kertas kerja forum sosek
malindo. Hal ini juga telah sesuai dengan tatananan kepelabuhanan dan
konsep regulasi sebagaimana yang didasari oleh Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 18 Tahun 2007 tentang standarisasi, prasarana dan pelayanan
lintas batas antar negara, sebagaimana termuat pada pasal 2 ayat (1) bahwa
“Disetiap keluar/masuk wilayah negara dibangun pos lintas batas tradisional
dan lintas batas international”. Keterkaitan proses kebijakan tersebut dengan
konsep Harold D.Laswell dan Abraham Kaplan (dalam Suwitri, Hartuti
Purnaweni, Kismatini, 2014) mengartikan kebijakan sebagai suatu program
pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah. Konsep
tersebut menunjukan bahwa kebijakan yang telah dilaksanakan oleh
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemenntah
Kabupaten Nunukan merupakan program dalam pencapain tujuan yaitu

mengatasi berbagai isu perbatasan antar kedua negara.
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Keterkaitan konsep tersebut bertentangan fakta dilapangan yang
menggambarkan tentang kebijakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur dan Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam upaya peruntukan
pelabuhan lintas batas internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia di
Kabupaten Nunukan telah didukung oleh Menteri Dalam Negeri, namun
fakta dilapangan belum berjalan dengan maksimal. Disisi lain terdapat
kebijakan yang telah dikeluarkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 18 Tahun 2007 tentang standarisasi, prasarana dan pelayanan lintas
batas antar negara, juga bertolak belakang dengan fakta melalui data primer
yaitu surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
melalui Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor B
IX.506/PP.008, tertanggal 10 September 2012, perihal pemberian izin
pengembangan pelabuhan Nunukan kepada penyelenggara pelabuhan
Nunukan. Melalui kebijakan tersebut, peneliti menggunakan beberapa teori
sebagai berikut :
a). Konsep kebijakan
Berdasarkan konsep kebijakan dikemukakan oleh Menurut Carl
Friedrich, (dalam Winarno, 2013) konsep kebijakan adalah “Sebagai
suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau
pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-

hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusul untuk
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menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau
merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu”.

Keterkaitan konsep kebijakan tersebut menunjukan bahwa
kebijakan Pemerintah Keduan negara Indonesia Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur dan Pemerintah Sabah Tawau Malaysia dalam
melaksanakan kerja sama dibidang lintas pelayaran laut di perbatasan
Kabupaten Nunukan dan Tawau Sabah Malaysia yaitu sepakat dalam
membangun pelabuhan Pos lintas batas laut yaitu PLBL Liem Hie Djung
di Kabupaten Nunukan. Peran pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai
pelabuhan yang diperuntukan sebagai pelahan lintas batas internsional
Nunukan-Tawau merupakan tindakan yang mengarah pada keamanan
bagi wilayah perbatasan dari kedua wilayah khususnya dalam mengatasi
berbagai permasalahn di laut. Untuk mewujudkan hasil pelaksanaan
wawancara dan studi dokumentasi pada objek penelitian, maka penulis
menggunakan teori konsep dan konsep regulasi tentang kepelabuhanan.

Melalui kebijakan Menteri Keuangan pelabuhan PLBL Liem Hie
Djung di Kabupaten Nunukan telah ditetapkan sebagai pelabuhan kriteria
kawasan kepabeanan lintas batas internasional Nunukan-Tawau Sabah
Malaysia. Hal im diperkuat oleh data primer yaitu melalui Surat
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya

Pabean C Nunukan, Nomor S-397/WBC.14/KPP.MP.05/2012, tertanggal
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27 Jul1 2012, perihal penetapan kawasan pabean dan tempat penimbunan
sementara (TPS) dermaga pelabuhan Liem Hie Djung.

Peneliti dapat mengkompilasi bahwa keterkaitan konsep kebijakan
tersebut dengan kebijakan yang telah dilakukan oleh Menteri Keuangan
tersebut merupakan suatu tindakan kebijakan yang terarah melalui
penetapan kawasan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai kawasan
kepabeanan internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia. namun hal
ini juga dapat dikatakan terdapatnya perbedaan kebijakan oleh beberapa
pengambilan kebijakan dalam menetapkan status pelabuhan PLBL Liem
Hie Djung di Kabupaten Nunukan, sehingga implementasi kebijakan
pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai fungsi
internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia, belum berfungsi dengan
maksimal.

b). Konsep evaluasi kebijakan

Berdasarkan konsep evaluasi kebijakan oleh Howlet dan Ramesh
(1995) (dalam Nugroho, 2014) mengelompokkan evaluasi menjadi tiga
yaitu salah satu konsep diantaranya adalah evaluasi administratif yang
berkenaan dengan evaluasi sisi administratif anggaran, efisiensi, biaya
dan proses kebijakan di dalam pemerintah, berkenaan dengan yaitu : 1).
Effort evaluation, yang menilai dari sisi input program yang
dikembangkan oleh kebijakan, 2). Performance evaluation, yang menilai

keluaran (out put) dan program yang dikembangkan oleh kebijakan, 3).

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42593.pdf

82
Adequancy of performance evaluation atau effectiveness evaluation, yang
menilai apakah program dijalankan sebagaimana sudah ditetapkan,
4).Effetiveness evaluation, yang menilai biaya program dan memberikan
penilaian keefektivan biaya tersebut, 5). Process evaluation, yang
menilai metode yang dipergunakan oleh organisasi untuk melaksanakan
program.

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa informan yang
dipandang laik memberikan sumber informasi tentang kebijakan
pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan,
menunjukan bahwa adanya perbedaan pandangan. Sebagaimana yang
disampatkan oleh Asisten 1 Setkab Nunukan yang berpandangan bahwa
kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung merupakan
hasil dari kebijakan kedua negara Indonesia dan Malaysia melalui forum
sosek malindo yang merekomendasikan pelabuhan PLBL Liem Hie
Djung di Kabupaten Nunukan merupakan pelabuhan lintas batas
internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia. Hal ini dapat dibuktikan
melalui data pnimer yaitu surat ketetapan sosek malindo kertas kerja 3
PLBL tentang cadangan mewujudkan jadwal pertukaran SOP COQIS
bersama JKK/KK Sosek Malindo Peringkat Negeni Sabah/tingkat
Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 3 Nopember — 6 Nopember 2015.
Disisi lain bahwa pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten

Nunukan telah ditetapkan sebagai pelabuhan kritenia kawasan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42593.pdf

83
kepabeanan lintas batas internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia.
Hal ini diperkuat oleh data primer yaitu melalui Surat Kementerian
Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C
Nunukan, Nomor S-397/WBC.14/KPP.MP.05/2012, tertanggal 27 Juli
2012, perihal penetapan kawasan pabean dan tempat penimbunan
sementara (TPS) dermaga pelabuhan Liem Hie Djung.

Keterkaitan konsep evaluasi kebijakan yang disampaikan oleh
Howlet dan Ramesh dengan kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL
Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan sangat erat hubungannya dengan
adminsitrasi perizinan kepelabuhanan. Hal ini tunjukan dengan adanya
kendala kebijakan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung yang belum
memiliki adminsitrasi perizinan kepelabuhanan. Hal tersebut juga telah
didukung oleh hasil wawancara informan ketua Asisten 1 Setkab
Nunukan, informan kadishubkominfo, Kepala KSOP Nunukan, Kasubag
TU UPT PLBL Liem Hie Djung Nunukan dan tokoh masyarakat yang
menyimpulkan bahwa pelabuhan PLBL Liem Hie Djung belum memiliki
administrasi 1zin kepelabuhanan.

Hal tersebut menunjukan adanya perbedaan pandangan
sebagaimana yang telah disampaikan oleh informan kepala KSOP
Nunukan yang berpandangan bahwa melalui Kementerian Perhubungan

Laut Dirjen Perhubungan Laut telah menetapkan status pelabuhan PLBL
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Liem Hie Djung sebagai pelabuhan pengumpul yang merupakan bagian
dari pelabuhan tunon taka. Hal ini dibuktikan melalui surat Kementerian
Perhubungan Laut Nomor B IX.506/PP.008, tertanggal 10 September
2012, perihal pemberian izin pengembangan pelabuhan Nunukan kepada
penyelenggara pelabuhan Nunukan. Dapat diketahui bahwa kebijakan
pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan
dalam upaya mewujudkan sebagai pelabuhan lintas batas internasional
Nunukan-Tawau Sabah Malaysia belum berjalan secara maksimal, hal ini
dikarenakan adanya hambatan atau kendala dari aspek administrasi
kepelabuhanan dan regulasi dalam pengaturan fungsi kepelabuhanan.
Dengan demikian peneliti mengkompilasi bahwa kebijakan
pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai peruntukan
pelabuhan lintas batas internasional Nunukan—-Tawau Sabah Malaysia
belum berjalan efektif hal ini dikarenakan kendala faktor administratif
kepelabuhanan dan faktor teknis kepelabuhanan. Namun fakta
dilapangan bertentangan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh
Menteri Keuangan yaitu adanya penetapan kawasan pelabuhan PLBL
Liem Hie Djung sebagai kawasan pabean internasional sebagaimana
melalui  surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-
120/WBC.14/2014 tentang penetapan sebagai kawasan pabean

internasional,
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c). Keterkaitan Konsep efektif dan efisiensi dengan kebijakan pengelolaan

pelabuhan PLBL Liem Hei Djung di Kabupaten Nunukan

Berdasarkan konsep efektif sebagaimana yang disampaikan oleh
Georgopoulus dan Tannembaum, meninjau efektivitas dan sudut
pencapaian tujuan, berpendapat bahwa “rumusan keberhasilan organisasi
harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga
mekanismenya mempertahankan diri dan mengejar sasarannya. Dengan
kata lain penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sarana
maupun tujuan organisasi”’. Penetapan kebijakan pengelolaan pelabuhan
PLBL Liem Hie Djung sebagai fungsi internasional telah sesuai dengan
hasil kebijakan sosek malindo, namun belum berjalan efektif, namun
kenyataan dilapangan menunjukan bahwa prosedur kepelabuhanan PLBL
Liem Hie Djung telah mengacu kepada mekanisme kepelabuhanan.hal ini
Jjuga didukung oleh beberapa data primer melalui beberapa surat Menteri
Dalam Negeri, Surat Gubermnur Kalimantan Timur, Surat Gubernur
kalimantan Utara dan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Keterkaitan konsep Georgopoulus dan Tannembaum terhadap
kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung dalam upaya
mewujudkan sebagai pelabuhan lintas batas internasional Nunukan-
Tawau yaitu menunjukan belum efektif. Pernyataan tersebut juga sejalan
dengan informan kepala tata usaha UPT PLBL Liem Hie Djung Nunukan

mengungkapkan bahwa “pengoperasian pelabuhan PLBL Liem Hie
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Djung belum berfungsi secara efektif hal tersebut dikarenakan masih
adanya prosedur administrasi dan kelengkapan fasilitas yang harus
dipenuhi oleh pihak penyelenggara pelabuhan. Disisi lain juga senada
dengan apa yang disampaikan oleh informan tokoh masyarakat Nunukan
bahwa kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai
peruntukan fugnsi pelabuhan lintas batas internasional belum sepenuhnya
efektif karena terdapat beberapa persyaratan kepelabuhanan yang harus
dipenuhi yaitu persyaratan administrasi maupun persyaratan teknis
kepelabuhanan. Namun disisi lain informan juga mengatakan bahwa
pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sudah dikatakan efisien karena tidak
ada pungutan kepada pengguna jasa pelabuhan dalam hal tambat kapal.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengelolaan
pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai peruntukan fungsi
internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia belum dapat dikatan
efektif karena belum memenuhi persyaratan adminsitrasi kepelabuhan
dan teknis kepelabuhanan.

Keterkaian konsep efisisensi yang disampaikan oleh Soedjono
Kramadibrata dalam buku perencanaan pelabuhan (1985), bahwa
efisiensi suatu pelabuhan dapat dilihat dari dua sudut sebagai berikut :

1. Pelabuhan sebagai satu sub-sub operasi (Port as an operating
sub-sub system), yaitu gambaran lengkap tentang berpungsi
tidaknya suatu sistem angkutan nasional ataupun internasional,
hal ini diperinci antara lain :

a. Manajemen atau bina pengusahaan organisasi (organization
ang managemen structur)
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b. Pengawasan teknis terhadap berfungsinya sesuatu bagian
fasilitas.
c. Penilaian terhadap gerakan sarana dan prasarana akibat
adanya muatan (operational structure).
d. Pengaturan pada penawaran jasa yang dijual
e. Kebijaksanaan investasi (investmen policies).

2. Pelabuhan sebagai salah satu rangka sub sistem dari sejumlah
pelabuhan (port as an element in a set of ports), dapat diperinci
sebagai berikut :

a. Jaringan (route) kapal pada pelabuhan.
b. Arus muatan
c. Kebijaksanaan operasi investasi.

Hal lain juga disampaikan oleh Peter F.Drucker (dalam Batinggi,
2001), mengartikan efisiensi adalah “melakukan atau mengerjakan
sesuatu secara benar “ doing things right”. Apabila kita berbicara tentang
efisiensi tentu kita membicarakan suatu pekerjaan yang dilakukan dengan
cara benar. Bilamana kita membayangkan hal tersebut, bila suatu
pekerjaan tidak sesuai dengan prosedurnya atau tidak sesuai dengan
ketentuannya maka hal tersebut akan mengakibarkan kehancuran atau
kerugian-kerugian yang cukup besar. Hal tersebut diartikan bahwa
efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya tidak diberdayakan
secara optimum sehingga suatu tujuan akan tidak tercapai.

Permasalahan terhadap kebijakan yang telah dilakukan oleh
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Nunukan terhadap upaya
mewujudkan fungsi pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai fungsi
internasional, belum dapat dikatakan efisien, hal mi didukung oleh

beberapa data akibat atau dampak dan tertundanya pengoperasian PLBL

Liem Hie Djung yaitu keusakan fasilitas dermaga ponton yang
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diakibatkan oleh tidak difungsikannya 1 (satu) unit dermaga peruntukan
sandaran kapal lintas internasional Nunukan-Tawau karena dermaga
tersebut mengalami bocor dan tenggelam kedasar laut. Dar
permasalahan tersebut peneliti menyimpulkan yaitu berdampak pada
pembiayaaan perbaikan dermaga yang rusak dan tenggelam tersebut,

yang membutuhkan anggaran yang cukup besar.

2. Faktor Yang Mendukung dan Menghambat Kebijakan Pengelolaan
Pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Dalam Upaya Mewujudkan
Fungsi Internasional Nunukan-Tawau Sabah di Kabupaten Nunukan
a). Faktor yang mendukung kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian melalui hasil wawancara dilapangan
kepada informan Ketua Asisten [ Bidang Pemerintahan Setkab Nunukan,
berpandangan bahwa kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie
Djung di dalam upaya mewujudkan sebagai fungsi pelabuhan lintas batas
internasional merupakan hasil dari kesepakatan kedua Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Sabah Tawau Malaysia.
Pandangan yang sama disampaikan oleh Kadishubkonfo Kabupaten
Nunukan bahwa kebijakan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di dalam
mewujudkan fungsi internasional Nunukan-Tawau Sabah adalah hasil
dari kesepakatan kedua Pemerintah. Menurut pandangan kepala tata
usaha UPT PLBL Liem Hie Djung Nunukan yang mengungkapkan

bahwa kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung dalam

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42593.pdf

89
upaya mewujudkan sebagai pelabuhan lintas batas laut internasional
Nunukan-Tawau Sabah Malaysia telah didukung oleh Pemerintah Pusat
melalui BNPP dalam hal pemberian bantuan anggaran perbaikan 2 (dua)
unit dermaga PLBL pada tahun 2015 dengan nilai kontrak Rp
8.354.189.000, Milyar dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
sebesar Rp 8.345.321.000,- Milyar, total anggaran perbaikan
pembangunan dermaga sebesar Rp 16.699.510.000,- Milyar Rupiah.
Melalui hasil triangulasi sumber data dan hasil triangulasi teknik
pengumpulan data dilapangan menunjukan bahwa Pemerintah pusat
melalui BNPP dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah
medukung kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung
sebagai peruntukan pelabuhan lintas batas laut internasional Nunukan-
Tawau Sabah Malaysia, hal ini didukung oleh data primer melalui surat
Surat Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia, Nomor
185.5/428/BNPP, tertanggal Jakarta, 28 Febuari 2014, pernbhal
pemantapan pengelolaan lintas batas negara RI-Malaysia di wilayah
Kabupaten Nunukan dan Surat Gubernur Kalimantan Timur, Nomor
552.3/4228/EK, tertanggal Samarinda, 10 Mei 2010, perthal persetujuan
pengoperasian PLBL Nunukan. Keterkaitan konsep evaluasi kebijakan
oleh Howlet dan Ramesh (1995) (dalam Nugroho, 2014)
mengelompokkan evaluasi menjadi tiga yaitu salah satu konsep

diantaranya adalah evaluasi administratif yang berkenaan dengan
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evaluasi sisi administratif anggaran, efisiensi, biaya dari proses kebijakan
di dalam pemerintah, bahwa terdapat beberapa fakta data dokumen yang
mendukung kebijakan Pemerintah didalam mewujudkan fungsi
internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia,

Hasil penelitian dilapangan, peneliti telah mengumpulkan beberapa
data dokumen yang mendukung kebijakan Pemerintah tersebut dalam
memfungsikan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai fungsi
internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia antara lain :

(1). Dokumen sosek malindo kertas kerja 3 PLBL tentang cadangan
mewujudkan jadwal pertukaran SOP CQIS bersama JKK/KK Sosek
Malindo Peringkat Negeri Sabah/ tingkat Provinsi Kalimantan
Timur, tertanggal 3 Nopember — 6 Nopember 2015.

(2).Surat Gubemur Kalimantan Timur, Nomor 552.3/4228/EK, tertanggal
Samarinda, 10 Mei 2010, perihal persetujuan pengoperasian PLBL
Nunukan.

(3). Surat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Sekretariat Daerah
Samarinda, Nomor 032/7786/BP-11/VIII/2011, tentang Pinjam Pakai
Pos Lintas Batas Laut Liem Hie Djung Nunukan, tertanggal 15
Agustus 2011.

(4). Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 206 tahun 2009, tentang
pembentukan tim fasilitator operasional dermaga Liem Hie Djung

Kabupaten Nunukan, Tahun anggaran 2009.
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(5). Surat Bupati Nunukan Nomor 050/ 007/ Pemb-1/ II / 2010,
tertanggal Nunukan, 01 Febuari 2010, perihal pendelegasian
operasional PLBL Liem Hie Djung Nunukan.

(6). Surat Bupati Nunukan, Nomor 552/015/DISHUB-NNK/I/2011,
tentang pengelolaan dan pengoperasian PLBL Liem Hie Djung
Nunukan, tertanggal 10 Januari 2011.

(7). Surat Bupati Nunukan Nomof 552/ 355/Dishubkominfo - NNK/ V/
2012 tentang dukungan dalam percepatan pengoperasian PLBL Liem
Hie Djung, tertanggal 30, Mei 2012.

(8). Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 51 tahun 1999 tentang
batas — batas DLKr dan DLKp pelabuhan Nunukan ( Tunon Taka )
yang dikelola oleh PT Pelindo IV cabang Nunukan.

(9). Surat Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan
Laut, Nomor PP 72/10/15.05, tertanggal 31 Agustus 2005, perihal
pembangunan dermaga di Lamijung Pulau Nunukan.

(10). Surat Intruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : UK 11/
24 /10 /08, tertanggal 24 Oktober 2008, tentang penertiban terhadap
pelabuhan yang beroperasi tanpa memiliki izin atau pelabuhan yang
telah memiliki izin tetapi penggunaannya tidak sesuai dengan
perizinannya.

(11). Surat Departemen Perhubungan Kantor Administrator Pelabuhan

Nunukan, Nomor PU.607/ 01/ 05/ AD.NNK - 2010, tertanggal
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Nunukan, 02 Juni 2010, perihal ligalitas perijinan pengoperasian
dermaga Liem Hie Djung.

(12). Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan
Laut Kantor Administrator Pelabuhan Nunukan, Nomor UK.112/20/
13/ AD.NNK-2010, perihal pelabuhan yang belum memiliki ijin
pengoperasian.

(13).Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Nomor PU.60/6/3/DP.11
tertanggal 10 Maret 2011, tentang pengoperasian terminal Liem Hie
Djung.

(14). Surat Departemen Perhubungan Kantor Adminitrator Pelabuhan
Nunukan, Nomor PP.00/8/15/DP-12, tertanggal Nunukan, 30 Apnl
2012, perihal pengoperasian PLBL Liem Hie Djung.

(15). Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan
Laut Kantor Administrator Pelabuhan Nunukan, tertanggal 27 Juni
2012, Nomor PP.008/01/03/AD.NNK.2012, perihal Pengembangan
pelabuhan Tunon Taka Nunukan.

(16). Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan
Laut melalui Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor
B IX.506/PP.008, tertanggal 10 September 2012, perihal pemberian
izin pengembangan pelabuhan Nunukan kepada penyelenggara

pelabuhan Nunukan.
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(17).Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Nomor UM.001/ 02/ 6/
KSOP-NNK-2014, tertanggal 14 April 2014, tentang teknis kelaikan
ponton di PLBL Liem Hie Djung

(18). Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
Tipe Madya Pabean C Nunukan, Nomor S-
397/WBC.14/KPP.MP.05/2012, tertanggal 27 Juli 2012, perihal
penetapan kawasan pabean dan tempat penimbunan sementara (TPS)
dermaga pelabuhan Liem Hie Djung.

(19). Surat Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia,
Nomor 185.5/428/BNPP, tertanggal Jakarta, 28 Febuan 2014,
perihal pemantapan pengelolaan lintas batas negara RI-Malaysia di
wilayah Kabupaten Nunukan.

Selain data dokemunen, peneliti juga mengumpulkan beberapa data
dokumentasi yang menunjukan adanya dukungan Pemerintah terhadap
kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung didalam upaya
mewujudkan fungsi internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia
antara lain
(1). Melalui kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia (ir.H Joko

Widodo) yaitu melakukan kunjungan kerja ke pelabuhan PLBL
Liem Hie Djung Nunukan pada tanggal 16 Desember 2014, dalam

rangka percepatan pengoperasian pelabuhan PLBL Liem Hie Djung
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sebagai pelabuhan fungsi CQIS atau pelabuhan lintas batas
internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia.

(2) Kunjungan kerja oleh Kementerian Menteri Kordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, (Ibu
Puan Maharani), Menteri Hukum dan HAM (Bapak Yasonna
Hamonangan Laoly) dan Gubernur Kalimantan Utara ke pelabuhan
PLBL Liem Hie Djung Kabupaten Nunukan yaitu mendukung
percepatan pengoeprasian fungsi pelabuhan PLBL Liem Hie Djung
sebagai fungsi lintas batas laut interasional Nunukan-Tawau Sabah
Malaysia.

(3). Penetapan kawasan pabean di pelabuhan PLBL Liem Hie Djung oleh
kepala Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur (Agus Munardi)
melakukan kunjungan kerja ke pelabuhan PLBL Liem Hie Djung
Kabupaten Nunukan guna penetapan kawasan kepabeanan di
pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Kabupaten Nunukan sebagai
pelabuhan lintas batas internasional.

(4).Data sepesifikasi gambar kapal lintas batas Nunukan-Tawau
berukuran GT.72 (Grosse Tonage).

Secara umum bahwa kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL
Liem Hie Djung telah sesuai dengan prosedur kebijakan oleh
Pemerintah khususnya melalui forum sosek malindo, Kebijakan

tersebut juga telah memenuhi persyaratan tatanan kepelabubanan
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nasional, sebagaimana dipertegas melalui Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 18 Tahun 2007 tentang standarisasi, sarana, prasarana
dan pelayanan lintas batas antar negara, pada pasal 4 ayat (1) “ Pos
lintas batas internasional merupakan bangunan yang dapat
menyelengarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

(a). Keimigrasian

(b). Kepabeanan.

(c). Karantina.

(d). Keamanan.

(e). Fungsi-fungsi lain yang diperlukan.

Namun proses kebijakan yang dijalan oleh Pemerintah
Kabupaten Nunukan melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Nunukan belum berjalan secara optimal, hal
ini dikarenakan pihak Kementerian Perhubungan (Dirjenhubla)
belum sepenuhnya mendukung kebijakan Pemerintah dalam
memfungsikan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai fungsi
internasional di Kabupaten Nunukan.

b). Faktor Penghambat Kebijakan
Berdasarkan hasil penelitian melalui hasil wawancara kepada
beberapa informan dilapangan, menunjukan bahwa kebijakan
pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung dalam upaya mewujudkan

sebagai pelabuhan lintas batas laut internasional Nunukan-Tawau Sabah
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Malaysia mengalami kendala hal im1 dipengaruhi oleh beberapa faktor
adminsitrasi kepelabuhan dan faktor teknis kelaiakan pelabuhan. Hal ini
didukung oleh beberapa data primer sebagai beikut : a. Pembangunan
pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan masuk di
kawasan lingkungan kerja dan kepentingan pelabuhan Tunon Taka yang
dikelolah oleh PT Pelindo IV cabang Nunukan, hal ini dibuktikan
melalaui surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 1999
tentang batas-batas daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan
kepentingan pelabuhan Nunukan. Penegasan tersebut menunjukan bahwa
keberadaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung merupakan bagian dari
pengelolaan pelabuhan tunon taka yang dikelolah oleh PT.Pelindo
IV.cabang Nunukan, b. Pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten
Nunukan belum memiliki 1zin dari Kementerian Perhubungan Direktorat
Jenderal Perhubungan Laut, c. Pihak Kementerian Perhubungan melalui
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memberikan rekomendasi bobot
(GT) sandar pelayaran kapal kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan
yaitu bobot sampai dengan GT 30 sebagaimana ditermuat pada surat
Kementerian Perhubungan Laut Nomor B IX.506/PP.008, tertanggal 10
September 2012, perihal pemberian izin pengembangan pelabuhan
Nunukan kepada penyelenggara pelabuhan Nunukan.
Melalui beberapa hasil wawancara informan kepala KSOP

Nunukan dilapangan menunjukan bahwa faktor penghambat kebijakan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42593.pdf

97
pengelolaan pelabuhan PLBL dalam mewujudkan sebagai pelabuhan
lintas batas internasional Nunukan-Tawau yaitu adanya perbedaan
pandangan atau pendapat antara Menteri dalam Negeri melalui BNPP
dengan Menteri Perhubungan melalui Dirjenhubla terhadap fungsi
pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan dan faktor
administrasi perizinan kepelabuhan serta faktor teknis kelaikan dermaga
yang belum memenuhi standar internasional SPS Code. Namun berbeda
pandangan dengan apa yang telah disampaikan oleh informan ketua
Asisten 1 Setkab Nunukan mengungkapkan bahwa sesuai dengan hasil
kesepakatan kedua negara Indonesia dan Malaysia melalui forum sosek
malindo yaitu pelabuhan PLBL Liem Hie Djung merupakan pelabuhan
yang diperuntukan sebagai pelabuhan lintas batas internasional Nunukan-
Tawau yang melayani kegiatan pelayaran masyarakat Kabupaten
Nunukan.

Hasil wawancara kepada beberapa informan tersebut menunjukan
bahwa faktor penghambat kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem
Hie Djung dalam mewujudkan sebagai pelabuhan lintas batas
internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia adalah faktor
adminsitrasi perizinan dan faktor teknis kelaikan dermaga PLBL Liem
Hie Djung, sehingga pihak Kementerian Perhubungan Laut belum
merekomendasi pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai fungsi

pelabuhan lintas batas internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia.
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Penelitt mengkompilasi dani permasalahan tersebut bahwa
kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liim Hie Djung di Kabupaten
Nunukan belum dapat difungsikan sebagai pelabuhan internasional
Nunukan-Tawau Sabah Malaysia, hal ini dikarenakan adanya perbedaan
pandangan antara Mentern Dalam Negerni (BNPP) dengan Menteri
Perhubungan (Dirjenhubla), sehingga pihak Kementerian Perhubungan
(Dirjenhubla) belum mengeluarkan adminsitrasi perizinan kepelabuhanan
dan belum merekomendasikan standar kelaikan sandar kapal untuk bobot

maksimal GT 175.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, sebagai berikut :

1. Bahwa proses kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung
(lintas batas pelayaran internasional Nunukan—Tawau Sabah Malaysia) di
Kabupaten Nunukan merupakan hasil dari kesepakatan kedua negara
Indonesia dan Malaysia melalui kerjasama forum sosek malindo dan
Pelabuhan PLBL Liem Hie Djung telah sesuai dengan tatanan
kepelabuhanan.

2. Pelaksanaan kebjjakan Pemenntah kedua negara di dalam wupaya
mewujudkan fungsi pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai fungsi
internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia di Kabupaten Nunukan
belum berjalan maksimal, hal ini dikarenakan adanya perbedaan pandangan
antara Menteri Dalam Negeri (BNPP) dengan Menen Perhubungan
(Dinjenhubla) khsusunya terhadap fungsi pelabuhan PLBL Liem Hie Djung
di Kabupaten Nunukan.

3. Pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di kabupaten Nunukan telah ditetapkan
sebagai pelabuhan kawasan kepabeanan oleh pihak Kementerian Keuangan
melalui Kanwil Bea Cukai Kalimantan Timur.

4. Pemerintah telah mendukung percepatan pengoperasian pelabuhan PLBL

Liem Hie Djung sebagai fungsi internasional khususnya melalui kunjungan

99
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Presiden Republik Indonesia (Ir Joko Widodo) pada tanggal 16 Desember

2014 dan para Menteri ke pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten

Nunukan.

5. Kebijakan pemerintah didalam upaya mewujudkan fungsi pelabuhan PLBL
Liem Hie Djung sebagai fungsi internasional Nunukan-Tawau Sabah
mengalami hambatan, adapun faktor yang menghambat kebijakan tersebut
antara lain :
a).Melalui hasil penelitian dilapangan dan hasil wawancara kepada informan

serta data, bahwa adanya perbedaan pandangan antara Menteri Dalam
Negeri1 (BNPP) dan Menter Perhubungan (Dirjenhubla) dalam penetapan
fungsi pelabuhan PLBL Liem Hie Djung, sehingga pihak Kementerian
Perhubungan belum mengeluarkan rekomendasi perizinan kepelabuhanan
internasional Nunukan-Tawau Sabah di pelabuhan PLBL Liem Hie
Djung Nunukan.

b). Pembangunan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan
masuk di kawasan lingkungan kerja dan kepentingan pelabuhan Tunon
Taka yang dikelolah oleh PT Pelindo IV cabang Nunukan, hal ini
didukung oleh surat Keputusan Menteni Perhubungan Nomor 51 Tahun
1999 tentang batas—batas daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan
kepentingan pelabuhan Nunukan. Penegasan tersebut menunjukan bahwa

keberadaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung merupakan bagian dari
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pengelolaan pelabuhan tunon taka yang dikelolah oleh PT.Pelindo
IV.cabang Nunukan.

d).Pihak Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut telah membatasi pemberian rekomendasi bobot (GT)
yang laik sandar kapal kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan yaitu
bobot maksimal sampai dengan GT 30. Hal ini menunjukan bahwa pihak
Kementerian Perhubungan belum sepenuhnya mendukung untuk
memberikan rekomendasi terhadap bobot kapal sampai dengan GT 175,
dengan alasan bahwa di pelabuhan PLBL Liem Hie Djung belum
memiliki standar kelaikan SPS Code dan belum memiliki dophin sebagai
tempat pengikat tali kapal sehingga belum laik untuk disandarkan oleh
kapal-kapal berukuran sampai dengan GT.175

¢). Hasil penelitian, melalui data dokumentasi dilapangan ditemukan kondisi
teknis dermaga di pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan yang
mengalami kerusakan bahkan 1 (satu) unit dermaga tenggelam kedasar
laut, sehingga peruntukan fungsi sandar kapal lintas batas internasional
Nunukan-Tawau Sabah Malaysia di pelabuhan PLBL Liem Hie Djung

belum berjalan maksimal.

B. Saran
Melalut pokus penelitian evaluasi kebijakan pengelolaan pelabuhan

PLBL Liem Hie Djung (lintas batas pelayaran internasional Nunukan—Tawau
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Sabah Malaysia) di Kabupaten Nunukan ini, peneliti memberikan saran

sebagai berikut :

1. Diharapkan adanya sinkronisasi antara pihak Kementerian Dalam Negeri
(BNPP) dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut beserta seluruh jajaran KSOP Nunukan sehingga dapat
memberikan  solusi  khususnya pada rekomendasi  percepatan
pengoperasian pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai peruntukan
fungsi lintas batas laut internasional Nunukan—Tawau Sabah Malaysia atau
fungsi CQIS.

2. Diharapkan kepada Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut dapat mereviu atau mereduksi beberapa isi dari
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 51 tahun 1999 tentang batas—
batas DLKr dan DLKp pelabuhan Nunukan (tunon taka) yang dikelolah
oleh PT Pelindo 1V cabang Nunukan.

3. Diharapkan melalui hasil kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia
(Ir.Joko Widodo) ke pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten
Nunukan, pada tanggal 16 Desember 2014 dan sesuai dengan nawacita
Presiden Republik Indonesia ke daerah—daerah terpencil dan terpinggir
diwilayah perbatasan antar negara, Kementerian Perhubungan
(Direjenhubla) dapat memberikan rekomendasi serta  dukungan
sepenuhnya terhadap kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie

Djung di Kabupaten Nunukan.
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DAFTAR LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA DAN TRANSKIP

WAWANCARA INFORMAN

1. Ketua Asisten 1 Bidang Pemerintahan Setkab Nunukan di Kantor Bupati
Nunukan.

2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan di kantor Dinas Perhubungan
Nunukan.

3. Kepala KSOP Nunukan di kantor KSOP Nunukan.

4. Kepala tata usaha UPT PLBL Liem Hie Djung Nunukan di kantor UPT PLBL
Liem Hie Djung Nunukan.

5. Toko masyarakat, ( Drs.RH Simanjuntak ) pensiunan Administrator Pelabuhan

Nunukan.
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PEDOMAN WAWANCARA

EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PELABUHAN POS LINTAS
BATAS LAUT LIEM HIE DJUNG (LINTAS BATAS PELAYARAN
INTERNASIONAL NUNUKAN-TAWAU SABAH MALAYSIA )

DI KABUPATEN NUNUKAN

A. IDENTITAS INFORMAN
1. NAMA
2. UMUR
3. PEKERJAAN
4. JABATAN
5. INSTANSVLEMBAGA

6. ALAMAT

B. TEMPAT
C. TANGGAL

D. DAFTAR PERTANYAAN

B kB Thprt, C #- AL

...............................................

..................................................

.................................................

...............................................

..................................................

.............................................

.................................................................

.................................................................

1. Apa peran dan fungsi dibangunnya pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di

perbatasan Kabupaten Nunukan ?

2. Bagaimana pendapat bapak tentang kebijakan pengelolaan pelabuhan

PLBL Liem Hie Djung sejauh ini ?

3. Apakah perencanaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung telah sesuai dengan

ketentuan tatanan kepelabuhanan ?

4. Apakah pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan telah

sesuai sebagai simpul dalam jaringan transportasi laut menurut hirarkinya ?
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5. Apakah pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sudah sesuai kegiatannya
sebagai alih moda transportasi laut dan tempat konsolidasi muatan atau
barang dari dalam negeri maupun luar negeri ?

6. Mengapa pengoperasian pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan belum
berfungsi secara efektif sebagai fungsi pelabuhan lintas batas laut
internasional (Nunukan — Tawau Sabah Malaysia) ?

7. Faktor apa yang mempengaruhi tidak efektifnya pengoperasian pelabuhan
PLBL Liem Hie Djung sebagai pelabuhan lintas batas laut internasional

(Nunukan-Tawau Sabah Malaysia) ?

E. HASIL WAWANCARA KEPADA INFORMAN
Hasil wawancara kepada Asisten I Bidang Pemerinahan Bapak H.
Abidin Tajang, S.H, M.Si di ruangar Asister 1 Kantor Bupati Nunukan
(Raaby, 16 Maret 2016) :

1. “Jadi begini pelabuhan PLBL Liem Hie Djung itu dibangun itukan
sebenarnya hasil kesepakatan Sosek Malindo dalam rangka pemberian
pelayanan yang terbaik kepada masyarakat khususnya masyarakat kita
yang baik dari Nunukan — Tawau maupun dari Tawau ke Nunukan itu
fungsinya artinya lebih di tekankan pada  pelayanannya dan itu
kesepakatan ada didalam Sosek Malindo™.

2. “Untuk pengelolaannya yang namanya itu masih baru pastilah ada
kekurangan dan kelemahannya tapi dengan berjalananya sudah berapa
tahun ini selama sudah keluar ijin operasionalnya itukan setiap tahun ada
perbaikan peningkatan-peningkatan didalamnya kita tidak berharap
langsung sempurna nah inilah kita harapkan apalagi teman-teman pegawai
itu memang kita selale berikan pemahanan bimbingan supaya didalam
pengelolaan dipelabuhan itu karena itu bagaimanapun juga itu pelabuhan
internasional dan regional makanya kita setiap saat itu ada pembinaan
kepada petugas yang ada dilapangan™.

4. “Ya, kalau menurut saya memang sesuai simpul itu karena kenapa
memang kita pada saat diwacanakan dibuat itu teman-teman yang
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diperhubungan pada sat itu sudah memikirkan semua itu sehingga
penetapan lokasinya penetapan lokasinya pada saat keepakatan dengan
Sosek Malindo disitu ditetapkan karena simpul lautnya”.

5. “Ya harapan kita kedepan begitu tapi ya namanya keterbatasan anggaran
kita untuk melengkapi segala sesuatunya maka bertahaplah yang pertama
kita lakukan dulu dioperasional hanya regional dulu kemudian melangkah
ke internaional®.

6. “Karena namanya antar negara, itu tidak sama kalau kita regional artinya
didalam negara kita antar negara itu harus ada kesepakatan-kesepakatan
bersama nah itu di sosek malindo ini baru kita jadwalkan penyerahan tukar
menukar SOP antara pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Djung dengan
pelabuhan yang ada di Tawau, ini dijadwalkan bulan ini di Tarakan kita
sudah sama-sama menduskikan SOP yang dari Indonesia kita sudah bahas
di Malaysia dan SOP dari di Malaysia kita juga bahas, sudah ada
kesepakatan tinggal pertukaran”.

7. “Nah itu dari ijinnya dulu dari pusat, itukan tergantung daripada ijin itu
kemudian kalau seandainya sudah keluar, itu secara teknis saya tidak tahu
apakah ijin itu sudah keluar atau tidak, tapi kalau itu sudah keluar itukan
harus ada pembicaraan lebih lanjut dulu dengan pihak Malaysia lewat
Sosek Malindo kapan mau dimulai karena memang harus melalui Sosck

Malindo™.
Peneliti, Informan
o Asisten 1 Pemerintahan,
; o _’,;—4.
Lisman H.Abidin Tajang,8.H,M.Si
NIM.500646822
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PEDOMAN WAWANCARA

EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PELABUHAN POS LINTAS
BATAS LAUT LIEM HIE DJUNG ( LINTAS BATAS PELAYARAN
INTERNASIONAL NUNUKAN-TAWAU SABAH MALAYSIA )

DI KABUPATEN NUNUKAN

A. IDENTITAS INFORMAN

1. NAMA @’J"g””“ft‘”"" "o M8

2. UMUR

3. PEKERJAAN NS

4 JABATAN PR Dians perimBy N ane

5 INSTANSULEMBAGA  : &/§/N8 Fr&. rcmkan

6. ALAMAT \7’1'09“"”’0"6*"
B. TEMPAT B osodnibia e
C. TANGGAL  JepuRer Dev

D. DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa peran dan fungsi dibangunnya pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di
perbatasan Kabupaten Nunukan ?

2. Bagaimana pendapat bapak tentang kebijakan pengelolaan pelabuban PLBL
Liem Hie Djung sejauh ini ?

3. Apakah perencanaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung telah sesuai dengan
ketentuan tatanan kepelabuhanan ?

4. Apakah pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan telah
sesuai sebagai simpul dalam jaringan transportasi laut menurut hirarkinya ?

5. Apakah pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sudah sesvai kegiatannya sebagai
alih moda transportasi laut dan tempat konsolidasi muatan atau barang dan
dalam negeri maupun luar negeri ?
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6. Mengapa pengoperasian pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan belum
berfungsi secara efektif sebagai fungsi pelabuhan lintas batas laut
internasional (Nunukan — Tawau Sabah Malaysia) ?

7. Faktor apa yang mempengaruhi tidak efektifnya pengoperasian pelabuhan
PLBL Liem Hie Djung sebagai pelabuhan lintas batas laut internasional
(Nunukan-Tawau Sabah Malaysia) ?
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Transkip wawancara

1. Peran : “baik, mencermati adanya pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di
Kabupaten Nunukan, jelas dibangunnya pelabuhan tersebut sudah diperkirakan
para perencana sebagai perannya ya paling tidak dia berperan akan untuk dapat
menghimpun dari beberapa tempat atau pulau diluar pulau Nunukan yang akan
datang ke pulau Nunukan tersebut, tentunya bersandar di pelabuhan tersebut,
dari beberapa pulau yang ada diseputaran pulau Nunukan”.

Fungsi : “kalau fungsinya sebagaimana kita ketehui semua bahwa pelabuhan
itu berfungsi untuk bersandarnya kapal, naik turunya orang dan barang ya
tentunya pelabuhan itu harus laik, laik dan keselamatan dan keamanan serta
kenyamanan para pengguna dan pelaku-pelaku kapal atau para penumpang
yang menyinggahi pelabuhan tersebut saya rasa jelas fungsinya itu™.

2. “Kebijakan pengelolaan pelabuhan Liem Hie Djung dari perspektif
pemerintahan jelas Pemerintah Daerah tidak meninggalkan kearipan lokal
untuk bisa dinilat suatu daerah itu sudah maju tentunya kebijakan Pemerintah
daerah membangun pelabuhan tersebut, ya paling tidak sudah moderen atau
semi permanen bahkan disebut permanen. Dengan dibangunnya dari bahan-
bahan yang laik untuk disebut pelabuhan yang sudah moderen. Nah jadi
kebijakan Pemenntah tidak meninggalkan pelabubhar-pelabuhan dengan
kearipan lokalnya, yah ada juga pelabuhan-pelabuhan kecil di sekitar itu yang
sifatnya mungkin masih pelabuhan-pelabuhan tambatan perahu rakyat, jadi
jelas  kebijakan Pemerintah disini membangun pelabuhan yang sudah
permanen’.

3. “Kalau berbicara tentang tatanan pelabuhan di Liem Hie Djung secara ketentuan harus
melihar tata mang yang dibuat oleh pemerintah, ini tentunya yang berkompeten ada di
Bappeda, namun saya sendini dan mencermati pembangunan yang ada saya anggap
sudah dipertimbangkan”.

4. “jadi tentunya sesuai, karena kalau dilihat yang bertambat di pelabuban
tersebut dart pulau daratan Kalimantan masuk dan di pulau Nunukan ini sendir
sudah ada moda transportasi udara dengan adanya atau dibangunnya atau sudah
berfungsinya lapangan terbang. Nah jadi tercipta sudah tersedia sehingga
sangat-sangat sesuai dari darat juga dengan angkutan daratnya juga sudah ada
dari laut berpindah ke darat berpindah ke udara. Jadi cukup sesuai kalau
melthat dan im juga sebagai pelabuhan pengumpul dan daratan Sebatik, pulau
Sebatik, pulau Kalimantan dan masuk di pulau Nunukan”.

5 -
6. “jadi jelas sejak dibangunnya tahun 2003 sampai sekarang memang Pemerintah

daerah dengan segala keterbatasannya dan tentunya dan regulasi dan pada
administrasi untuk segera berfungsinya dermaga tersebut itu perlu waktu dan
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kombinasi baik di interen Pemerintah daerah maupun karena ini rencanakan
atau dipriyeksikan untuk tujuan Nunukan ke Tawau Malaysia, Tawau Malaysia
ke Nunukan sehingga tentunya di Pemerintahan dalam negeri dan Tawau
Malaysia harus kita kordinasikan itu yang pertama, yang kedua, kita juga
mempersiapkan tentunya barang-barang dari luar negeri harus mencermati
bagaimana sistem pemernksaannya untuk barang kemudian orangnya
keimigrasian bagaimana, nah inilah perlu kemudian keamanannya,
karantinanya juga bagaimana sehingga semua ini harus kita persiapkan karena
statusnya internasional jadi tentunya memakan waktu. Kemudian perbaikan
sarananya sendiri seperti pelabuhan-pelabuhan layaknya pelabuhan
internasional. Ini perlu juga dibenahi, nah mungkin dalam waktu dekat dan
pembenahan yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah daerah dibeberapa
waktu kedepan akan kita fungsikan bahkan seudah dibicarakan di CQISnya
costem, imigrasi, karantina, syahbandar. Nah jadi semua sudah siap untuk
mendukung segera beroperasinya PLBL Liem Hie Djung untuk transportasi
laut di perbatasan dengan status internasional”.

7. “yah belum efektifnya karena pertama, 1jin-ijin untuk bisa bertambatnya kapal-
kapal di pelabuhan tersebut dikeluarkan oleh instansi teknis kemudian juga
kelengkapan-kelengkapan yang ada di pelabuhan tersebut baik masalah
buruhnya masalah teknis seperti yang saya sampaikan tadi bagaimana
pemeriksaan barang dari luar negen atau setiap pthak iumigrasi maupun pihak
beacukai kemudian pihak karantinanya. Iya imi semua harus betul-betul siap
karena barang dan luar negen tentunya kita tahu semua apakah itu barang baik
atau tidak baik, legal atau ilegal, nah itu bharus jadi perhatian secara

pemeriksalah”.
Mahasiswa/ peneliti Informan,
Lisman Drs. Petrus Kanisius HB, M.Si
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PEDOMAN WAWANCARA

EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PELABUHAN POS LINTAS
BATAS LAUT LIEM HIE DJUNG ( LINTAS BATAS PELAYARAN
INTERNASIONAL NUNUKAN-TAWAU SABAH MALAYSIA )

DI KABUPATEN NUNUKAN

A. IDENTITAS INFORMAN

I. NAMA W&%b’ﬂ‘@"‘w ...... .

2. UMUR ettt ettt
3. PEKERJAAN . PNS ksgop Nowwleas
4. JABATAN : Lcakso,Ppunuhm ......
5. INSTANSULEMBAGA  : .FEMENTERIA (ERMBUNEAN
6. ALAMAT L b pek BARY -
B. TEMPAT oposmbans
C. TANGGAL | oo eee st

D. DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa peran dan fungsi dibangunnya pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di
Kabupaten Nunukan ?

2. Bagaimana pendapat bapak tentang kebijakan pengelolaan pelabuhan
PLBL Liem Hie Djung Kabupaten Nunukan ?

3. Apakah perencanaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung telah sesuai
dengan ketentuan tatanan kepelabuhanan ?

4. Apakah pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sudah sesuai dengan simpul
dalam jaringan transportasi sesuai dengan hirarkinya ?

5. Apakah sejauh ini pelabuhan PLBL Liem Hie Djungu sudah berperan
sebagai pintu kegiatan perekcnomian di Kabupaten Nunukan ?
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6. Apakah sejauh ini Pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sudah berperan
sebagai tempat kegiatan alih moda transportasi, penunjang kegiatan
industri/perdagangan dan konsolidasi muatan barang ?

7. Bagaimana peran pelabuhan PLBL Liem Hie Djung dalam mewujudkan
wawasan nusantara dan kedaulatan Negara di wilayah perbatasan ?

8. Apakah sejauh ini fungsi pengoperasian pelabuhan PLBL Liem Hie Djung
sudah efektif secara internasional Nunukan - Tawau ?

9. Faktor apa yang mempengaruhi belum berfungsinya pelabuhan PLBL
Liem Hie Djung sebagai fungsi internasional ?
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Transkip Wawancara

1. Peran dan fungsi pelabuhan Liem Hie Djung bahwa sesuai Keputusan
Dirjen Perhubungan Laut adalah bagian dari pada pelabuhan Tunon Taka,
yang fungsinya adalah tempat kegiatan kapal-kapal yang tonasenya kecil,
yang saat ini baru tempat kegiatan turun naik penumpang.

2. Jadi kebijakan bahwa pengelolaan pelabuhan sesuai Undang-Undang
adalah Badan Pengelola Pelabuhan( BUP ). Jadi saat ini yang mengelolah
dilaksanakan Pemda Nunukan adalah Dinas Perhubungan, seyogyanya
Pemda membuat Badan Usaha Pelabuhan.

3. Bahwa rencana Induk Pelabuhan Tunon Taka sedang dalam proses dan
rencana pelabuhan Liem Hie Djung adalah bagian dari pelabuhan tunon
taka maka tatanan kepelabuhan anakan menyesuaikan. 7

4. Simpul jaringan pelabuhan bahwa sesuai Keputusan Dirjen Perhubungan
tentang rencana induk pelabuhan Nunukan, pelabuhan tunon taka adalah
pelabuhan pengumpul, jadi karena pelabuhan Liem Hie Djung sesuai
keputusan DJPL adalah bagian dari pelabuhan tunon taka maka sudah

sesuali.

w

Sampai saat ini baru kegiatan kapal penumpang yang melaksanakan
kegiatan dan kapalnya relatif kecil namun mini sudah ada peran kegiatan
kepelabuhan walau secara tidak langsung.

6. Karena namanya Liem Hie Djung hanya berupa dermaga pontoon maka
kegiatan alih moda transportasi hanya sebatas penumpang atau orang,
karena dermaga pontoon terbatas hanya untuk kegiatan kapal yang
keperluannya tidak memakai alat bongkar muat.

7. Karena peran pelabuhan Liem Hie Djung yang saat ini melayani kegiatan

kapal-kapal penumpang dengan tujuan tarakzn dan kegiatan lain di sekitar

Nunukan yang mengangkut penumpang dari perbatasan dan menyambung

dengan transportasi lain seperti pesawat udara.
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8. Secara internasional untuk pengoperasian pelabuhan Liem Hie Djung
harus mengacu ke atura internasional seperti fasilitas dermaga complete
dengan ISPS Code. Dan adanya instansi Pemerintah seperti Bea Cukai,
imigrasi dan sebagainya.

9. Karena belum adanya instansi terkait yang melayani kegiatan kapal
internasional dan pelabuhan/fasilitas pelabuhan yang belum compléts

ISPS Code.
Mahasiswa, Informan
KSOP tmkan,
Lisman Agus Subagyo, S.H
Nim. 500646822
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PEDOMAN WAWANCARA

EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PELABUHAN POS LINTAS
BATAS LAUT LIEM HIE DJUNG ( LINTAS BATAS PELAYARAN
INTERNASIONAL NUNUKAN-TAWAU SABAH MALAYSIA )

DI KABUPATEN NUNUKAN

A. IDENTITAS INFORMAN

1. NAMA - MUBAmmen Yusur. e -
4. JABATAN - \ercunrg TU- Upr: L hemine by
5. INSTANSULEMBAGA . D¥U® EAR musobard
6. ALAMAT L Fopemafaes
B. TEMPAT . pamwn UOT PLRL-
C. TANGGAL . A&\ Paper 2oV

D. DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa peran dan fungsi dibangunnya pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di
wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan ?

2. Bagaimana pendapat bapak tentang kebijakan pengelolaan peiabuhan
PLBL Liem Hie Djung sejauh im ?

3. Apakah perencanaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung telah sesuai dengan
ketentuan tatanan kepelabuhanan ?

4. Apakah pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan telah

sesuai sebagai simpul dalam jaringan transportasi laut menurut hirarkinya ?
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5. Apakah pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sudah sesuai kegiatannya
sebagai alih moda transportasi laut dan tempat konsolidasi muatan atau
barang dari dalam negeri maupun luar negeri ?

6. Apakah pengoperasian pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan sudah
berfungsi secara efektif sebagai fungsi pelabuhan lintas batas laut
internasional (Nunukan — Tawau Sabah Malaysia) ?

7. Faktor apa yang mempengaruhi tidak efektifnya pengoperasian pelabuhan
PLBL Liem Hie Djung sebagai pelabuhan lintas batas laut internasional (

Nunukan-Tawau Sabah Malaysia ) ?
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Transkip Wawancara
( Senin, 21 Mret 2016)

1. Pelabuhan PLBL Liem Hie Djung merupakan hasil rekomendasi pertemuan
kerjasama sosek malindo, yang mana masing-masing pihak, baik Pemerintah
Indonesia maupun pihak Kerajaan Malaysia diwajibkan menyediakan sarana
prasana berupa terminal pelabuhan yang dikhususkan bagi angkutan lintas
batas yang melayani penumpang dan barang antar kedua negara.

Peran pelabubhan PLBL Liem Hie Djung tentunya yang utama adalah
disamping sebagai pintu gerbang perekonomian juga mewujudkan wawasan
nusantara dan kedaulatan negara.

Fungsi pelabuhan PLBL Liem Hie Djung jelas, dalam operasionalnya
nanti sebagai tempat kegiatan pemenntahan yang mana didalamnya terdapat
pelayanan CQIS, kemudian sebagai tempat kegiatan pengusahaan dengan
keterlibatan pihak swasta seperti keagenan, pedagang dan lainnya.

2. Pendapat saya terhadap kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie
Djung sejauh ini belum maksimal karena hingga saat ini masih ada prosedur
administrasi dan kelengkapan fasilitas yang harus dipenuhi schingga pelabuhan
PLBL Liem Hie Djung belum dapat difungsikan untuk melayani trayek
angkutan lintas batas.

3. Menurut saya, setiap pelabuban yang akan dibangun tentu ada kajian,
Kesesuaian dengan tatanan kepelabuhanan tentu juga menjadi pertimbangan
dari kajian tersebut, semua ada proses dan tahapan.

Sebagaimana kita ketahui sekarang ini ada surat Keputusan Dirjen Hubla
tentang pemberian izin pengembangan pelabuhan Nunukan kepada
penyelenggara pelabuhan Nunukan, artinya rencana pengembangan pelabuhan
PLBL Liem Hie Djung telah sesuai dengan rencana induk pelabuhan Nunukan.

4. Menurut saya, dengan diterbitnya SK Dinjen Hubla tentang pemberian 1zin
pengembangan pelabuhan Nunukan kepada penyelenggara pelabuhan Nunukan
maka PLBL Liem Hie Djung secara hirarkinya juga berperan sebagar simpul
dalam jaringan trasnportasi laut.

5. Sama dengan point diatas,.
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6. Pengoperasian pelabuhan PLBL Liem Hie Djung belum berfungsi secara
efektif hal tersebut dikarenakan masth adanya prosedur administasi dan
kelengkapan fasilitas yang harus dipenuhi oleh pihak penyelenggara
pelabuban.

Sebagaimana diketahui pembangunan fasilitas dermaga ponton 1 dan 2
baru selesai dikerjakan dan masth ada ponton 3 yang tenggelam dan belum
dilakukan perbaikan.

Administrasi perijinan seperti izin kawasan pabean masih dalam proses
sementara izin pengembangan darn Dirjen Hubla perlu ditingkatkan peruntukan
fasilitas tambat kapal maksimum dari 30 GT menjadi maksimum 175 GT.

7. Faktor yang mempengaruhi tidak efektifnya pengoperasian pelabuhan PLBL
Liem Hie Djung sebagai pelabuhan lintas batas internasional :
1. Fasilitas dermaga baru selesai dibangun dan masih terdapat 1 dermaga lagi
yang perlu diperbaiki.
2. Administrasi perizinan yang belum lengkap dan masih dalam proses.

Mahasiswa,

%

Lisman
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PEDOMAN WAWANCARA

EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PELABUHAN POS LINTAS
BATAS LAUT LIEM HIE DJUNG ( LINTAS BATAS PELAYARAN
INTERNASIONAL NUNUKAN-TAWAU SABAH MALAYSIA)

DI KABUPATEN NUNUKAN

A. IDENTITAS INFORMAN

1. NAMA DFS RH QWAOM%MGL,

2. UMUR ; .
3. PEKERJAAN : QW‘M"”'VNC’
4. JABATAN .

5. INSTANS/LEMBAGA Honw /0 uM«wZ/v‘x
6. ALAMAT A@ MM Rt.0R

B. TEMPAT e
C. TANGGAL b ol 2ok

D. MOHON TANGGAPAN BAPAK ATAS PERTANYAAN SEBAGALI
BERIKUT :

1. Apa peran dan fungsi dibangunnya pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di
perbatasan Kabupaten Nunukan ? .

2. Mohon tanggapan bapak atas pertanyaan sebagai berikut :
a. Apakah pernah dibicarakan ?

3. Sudah sesuaikah menurut pendapat bapak PLBL Liem Hie Djung dengan
tatanan kepelabuhanan, mohon jelaskan ?

4. Apakah lokasi PLBL Liem Hie Djung telah memenuhi rencana lokasi
pelabuhan sesuai dengan PP Nomor 61 tahun 2009 yang bapak sebutkan ?

5. Kenapa PLBL Liem Hie Djung disebut Pos Lintas Batas Laut, apakah

PLBL termasuk dalam kriteria pelabuhan penyeberangan ?
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6. Tadi sebelumnya bapak menjawab bahwa PLBL LiemHie Djung belum
memenuhi syarata sesuai dengan PP 61 tahun 2009 tentang kepelabuhanan,
tapi degnan dalam kenyataannya PLBL Liem Hie Djung telah operasi
?bagaimaﬁa tanggapan bapak !

7. Mengapa disebut pelabuhan penyeberangan internasional ?

8. Apakah pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sudah efektif dan

efisien ?
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Transkip Wawancara

a. Peran pelabuhan adalah : sebagai pelabuhan penyeberangan
internasional sebagimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor
61 tahun 2009 tentang kepelabuhanan, bahwa perannya antara lain :
1. Sebagai simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan
hirarkinya.
. Tempat kegiatan alih moda transportasi.
Sebagai pintu gerbang perekonomian
. Penunjang kegiatan industri dar/ atau perdagangan
Tempat distribusi, produksi dan konsolidasi muatan atau barang
. Mewujudkan wawasan nusantara dan kedaulatan negara.
b. Sedangkan Pelabuhan menurut fungsinya antara lain :
1. Sebagai tempat kegiatan Pemerintahan.
2. Sebagai kegiatan pengusahaan.

< BN YRR

2. O ya, paling tidak 3 kali saya mengikuti pertemuan sosek malindo baik
di Indonesia ( 1 x di Balikpapan ), maupun di Mzlaysia ( 2x ) yaitu di
Tawau dan di Sandakan. Pertemuan tersebut membicarakan masalah
hubungan sosial ekonomi antara kedua negara khususnya Provinsi
Kalimantan Timur dan Kawasan Sabah Malaysia dibidang Perhubungan
dan pendidikan. Dan pada saat di bidang perhubungan yaitu
membicarakan tentang pos litnas batas darat (PLBD) dan pos lintas
batas laut ( PLBL). Lebih spesifik karena bahwa pelintas batas lebih
banyak menggunakan lintas batas laut dan pada lintas batas darat, maka
pertemuan itu lebih pokus terhadap perundingan pelintas batas laut.

3. Sudah sesuai,

a. Bahwa ketatanan kepelabuhanan nasional adalah merupakan dasar
dalam perencanaan pembangunan, pendayagunaan, pengembangan
dan pengoperasian pelabuhan diseluruh Indonesia.sehingga terjalin
suatu jaringan infrastruktur secara terpadu dan terciptanya efisiensi
transportasi laut secara nasional, terwuudnya penyediaaan jasa
kepelabuhanan sesuai tingkat kebutuhan dan penyelenggaraan
pelabuhan yang handal.

4. Belum memenuhi PP nomor 61 tahun 2009 tentang kepelabuhanan ,
alasannya :

a. bahwa penetapan lokasi pelabuhan harus memenuhi persyaratan :
1. rencana induk pelabuhan
2. tata ruang wilayah Kabupaten Nunukan
3.rencana daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan

kepentingan.

4 hasil studi  kelatkan tentang kelaikan teknis, kelaiakan
lingkungan, kelaikan ekonomi dam keamanan, keselmatan
pelayaran, pertahanan dan keamanan.
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b. pertanyaan timbul apakah PLBL Liem Hie Djung telah memiliki
persyaratan tersebut diatas ? jawabannya pasti belum , kenapa saya
sebagai Adpe! pada perencanaan pelabuhan ini belum ada
penetapan lokasi pada saat itu, namun kelanjuntan daripada
persyaratan tersebut diatas belum ada pakta secara adminsitratif
karena semua persyaratan itu didukung oleh pakta atau hasil studi.
Semua bukti persyaratan tersebut diatas harus dibuktikan dani
masing-masing instansi terkait.

5. Ya, termasuk pelabuhan penyeberangan internasional, alasan bapak !
bahwa sesuai dengan PM 26 tahun 2012 tentang penyelenggaraan
angkutan penyeberangan, menyebutkan pasal 3 :

Bahwa lintas penyeberangan digolongkan 4 kriteria penyeberangan :

1. Penyeberangan antar negara

2. Penyeberangan antar provinsi

3. Penyeberangan antara kabupaten / Kota

4. Penyeberangan dalam Kabupaten / Kota.

Kriteria tersebut dalam pasal 3 telah dipenuhi oleh PLBL Liem
Hie Djung karena PLBL Liem Hie Djung menghubungkan ke Luar
negeri , menghubungkan antara kabupaten Nunukan — Tarakan,
menghubungan dalam wilayah ( kecamatan ).

6. Disinilah disebutkan kata kebijakan, maksudnya kebijakan walaupun
persyaratan yang ditentukan oleh PP 61 tahun 2009 tadi, tidak
diiengkapi dengan pakta-pakta namun pemerintab melaksanakan
pembangunan im dengan memenuhi syarat pelabuhan penyeberangan
mmilah yang disebut kebijakan. Pelabuban PLBL Liem Hie Djung
secara hukum dan pakta adalah pelabuhan penyeberangan
internasional.

7. Bahwa pelabuhan PLBL Leim Hie Djung berfungsi melayani para
penyeberang menuju luar negert Malaysia Tawau, untuk itu di PLBL
Liem Hie Djung ini telah disediakan instansi terkait dengan kegiatan
penyeberang lintas batas.

8. Apa itu efektif ! efekrif adalah apabila semua elemen kegiatan dan
peraturan sudah berjalan dengan batk atau sudah sesvai dengan
prosedurnya. Apakah dalam kebijakan pengelolaan pelabuhan ini
sudah efektif ? menurut saya belum efektif, mengapa ? karena untuk
peruntukan lintas batas Nunukan - Tawau, belum dapat di
realisasikan karena terdapat beberapa persyaratan kepelabuhan yang
harus dipenuhi, baik persyaratan administrasi maupun persyaratan
teknis kepelabuhanan.

Secara teknis, bahwa untuk kapal dibawah GT 30, sudah
memenuhi syarat untuk bertambat di PLBL, karena sesuai dengan
pemberian izn dari Menteri Perhubungan yaitu hanya batas maksimum
GT 30, sedangkan untuk kapal berukuran maksimum GT 175,
menurut saya tidak sesuai, mengapa ? karena kondisi Panjang
dermaga tidak seimbangan dengan panjang kapal lintas batas Nunukan
— Tawau yang ada sekarang ini yaitu sekitar 70 Meter, sedangkan
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dermaga hanya 14 meter. Oleh karenanya secara teknis kelaikan kapal
belum dapat bertambat secara laik, hal ini juga dikarenakan belum
mememiliki dholpin sebagai pengikat tali kapal.

Maksud e, isien, adalah menghilangkan segala biaya tambahan
dipelabuhan ( g‘ﬁost ekonomi) sehingga orang tidak merasa ada
beban tambahan biaya pelabuhan. Dan saat ini pelabuhan PLBL ini
sudah dapat dikatan efisien dibanding dengan pelabuhan lain karena
tidak ada pungutan kepada pengguna jasa pelabuhan atau penumpang
seperti calo-calo tiket.

Mahasiswa, mfprman,
Lisman Drs.RH Simanjuntak
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107

DAFTAR LAMPIRAN DOKUMEN

1. Dokumen sosek malindo kertas kerja 3 PLBL tentang cadangan
mewujudkan jadwal pertukaran SOP CQIS bersama JKK/KK Sosek
Malindo Peringkat Negeri Sabah/ tingkat Provinsi Kalimantan Timur,
tertanggal 3 Nopember — 6 Nopember 2015.

2. Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 206 tahun 2009, tentang
pembentukan tim fasilitator operasional dermaga Liem Hie Djung
Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2009.

3. Surat Gubernur Kalimantan Timur, Nomor 552.3/4228/EK, tertanggal
Samarinda, 10 Mei 2010, perihal persetujuan pengoperasian PLBL
Nunukan.

4. Surat Bupati Nunukan Nomor 050/ 007/ Pemb-1/ II / 2010, tertanggal
Nunukan, 01 Febuari 2010, perihal pendelegasian operasional PLBL Liem
Hie Djung Nunukan.

5. Surat keputusan Menten Perhubungan Nomor 51 tahun 1999 tentang batas
— batas DLKr dan DLKp pelabuhan Nunukan (Tunon Taka) yang dikelola
oleh PT Pelindo IV cabang Nunukan.

6. Surat Departemen Perhubungan Kantor Administrator Pelabuhan
Nunukan, Nomor PU.607/ 01/ 05/ AD.NNK - 2010, tertanggal Nunukan,
02 Juni 2010, perihal ligalitas perijinan pengoperasian dermaga Liem Hie
Djung.

7. Surat Departemen Perhubungan Kantor Adminitrator Pelabuhan Nunukan,
Nomor PP.00/8/15/DP-12, tertanggal Nunukan, 30 April 2012, perihal
pengoperasian PLBL Liem Hie Djung.

8. Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
melalui Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor B
IX.506/PP.008, tertanggal 10 September 2012, perihal pemberian izin
pengembangan pelabuhan Nunukan kepada penyelenggara pelabuhan
Nunukan.

9. Surat Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,
Nomor PP 72/10/15.05, tertanggal 31 Agustus 2005, perihal pembangunan
dermaga di Lamijung pulau Nunukan.

10. Surat intruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : UK 11/24 /10
/08, tertanggal 24 Oktober 2008, tentang penertiban terhadap pelabuhan
yang beroperasi tanpa memiliki izin atau pelabuhan yang telah memiliki
izin tetapi penggunaannya tidak sesuai dengan perizinannya.

11. Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Nomor PU.06/6/3/DP.11
tertanggal 10 Maret 2011, tentang pengoperasian terminal Liem Hie
Djung.

12. Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
kantor Aministrator Pelabuhan Nunukan, Nomor PP.088/01/03/AD-NNK-
2012, tertanggal 27 Juni 2012, tentang pengembangan pelabuhan tunon
taka Nunukan.
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13. Surat Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia, Nomor
185.5/428/BNPP, tertanggal Jakarta, 28 Febuan 2014, perihal pemantapan
pengelolaan lintas batas negara RI-Malaysia di wilayah Kabupaten
Nunukan.

14. Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya
Pabean C Nunukan, Nomor S-397/WBC.14/KPP.MP.05/2012, tertanggal
27 Juli 2012, perihal penetapan kawasan pabean dan tempat penimbunan
sementara ( TPS ) dermaga pelabuhan Liem Hie Djung.

15. Adanya surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Nomor
UM.001/02/6/KSOP-NNK-2014, tertanggal 14 April 2014, tentang teknis
kelaikan ponton di PLBL Liem Hie Djung.

16. Surat Bupati Nunukan, Nomor 552/015/DISHUB-NNK/I/2011, tentang
pengelolaan dan pengoperasian PLBL Liem Hie Djung Nunukan,
tertanggal 10 Januari 2011.

17. Surat Bupati Nunukan Nomor 552/ 355/ Dishubkominfo - NNK/ V/
2012 tentang dukungan dalam percepatan pengoperasian PLBL Liem Hie
Djung, tertanggal 30, Mei 2012.

Surat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Sekretariat Daerah
Samarinda, Nomor 032/7786/BP-11/VIII/2011, tentang Pinjam Pakai Pos
Lintas Batas Laut Liem Hie Djung Nunukan, tertanggal 15 Agustus 2011.

18. Surat Bupati Nunukan, Nomor 050/007/Pemb-1/11/2010, tentang
pendelegasian operasional PLBL Liem Hie Djung Nunukan, tertanggal 01
Februari 2010.
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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 18 TAHUN 2007

TENTANG

STANDARDISAS]I SARANA, PRASARANA DAN PELAYANAN LINTAS BATAS

Menimbang

Mengingat

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

-

ANTAR NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGER!

. bahwa Pos Lintas Batas Tradisional dan Pos Lintas Batas

Internasional merupakan pintu gerbang pemeriksaan yang
strategis dalam rangka mendukung pemberian pelayanan kepada
para pelintas batas antar negara;

. bahwa Pos Lintas Batas Tradisional dan Pos Lintas Batas

Internasional perlu dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang
memadai serta dilengkapi dengan pelayanan lintas batas antar
negara yang jetas, murah, mudah, efektif, efisien agar mampu
mendukung kelancaran, kenyamanan dan keamanan para
pelintas batas;

bahwa dalam rangka pemberian pelayanan terhadap pelintas
batas, barangfasa yang mempergunakan pelintasan antar
negara periu ditetapkan standarisasi sarana, prasarana dan
mekanisme pelayanan Pos Lintas Batas Tradisional dan Pos
Lintas Batas Internasional;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, huruf b, dan huruf ¢, periu menetapkanPeraturan Menter
Dalam Negeri tentang Standardisasi Sarana, Prasarana dan
Pelayanan Lintas Batas Antar Negara;

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik iIndonesia Nomor 2373);

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2374);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tatacara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3263);

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina

Hewan, lkan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik



Menetapkan
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Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3299);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1992 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1995 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3813); »

9. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar
Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoniesia
Nomor 3882);

10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Petjanjian
Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 4012);

11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik indonesia (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4168);

12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan
Negara (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2000
Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4169);

13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah menjadi Undang-Undang (Lempar Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548);

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negerni;

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN  MENTERI DALAM  NEGERI  TENTANG
STANDARISASI SARANA, PRASARANA DAN LINTAS BATAS
ANTAR NEGARA
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BAB 1

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

2.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat
daerah sebagati unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Ppﬁanjian intemasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang
diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan
hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah .
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah
Negara Kesatuan Republik indonesia.

Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas
lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea
masuk.

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu
yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan
negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan
segenap bangsa dari ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap
keutuhan bangsa dan negara.

Keamanan wilayah perbatasan adalah suatu keadaan yang ditandai dengan
terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, terib dan tegaknya hukum
serta terselenggaranya perindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat di wilayah perbatasan.

Batas antar negara adalah batas antara Negara Kesatuan Republik indonesia
dengan negara tetangga yang langsung berbatasan.

Pos Lintas Batas Tradisional adalah i{empat pemenksaan lintas batas bagi
pemegang Pas Lintas Batas.

Pos Lintas Batas Intemnasional adalah tempat pemenksaan lintas batas bagi
pemegang Pas Lintas Batas dan Paspor.

Standardisasi adalah suatu pembakuan ukuran kriteria standar yang mengatur
bangunan fisik dan sarana prasarana yang berkaitan dengan pemeriksaan lalu
fintas di perbatasan.

Sarana dan prasarana adalah semua bentuk pendukung yang dapat berupa
bangunan fisik dan alat yang menunjang pelaksanaan kegiatan Pos Lintas Batas.
Karantina adalah kegiatan perbatasan atau pemisahan seseorang dari sumber
penyakit atau seseorang yang terkena penyakit atau bagasi, kontainer, alat
angkut, komoditi yang memiliki resiko menimbulkan penyakit pada manusia.

Administratur Pos Lintas Batas Internasional adalah pejabat yang ditunjuk oleh
Gubernur sebagai wakil pemerintah di cdaerah yang wilayahnya berbatasan
langsung dengan negaratetangga.

Administratur Pos Lintas Batas Tradisional adalah pejabat yang ditunjuk oleh
BupatiWalikota yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga.
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BAB Il

STANDARDISAS! SARANA, PRASARANA DAN PELAYANAN LINTAS BATAS

. Baglan Peftama'
i Pos Lintas Batas

~ Pasal 2

(1) Di setiap tempat keluar/masuk wilayah negara dibangun Pos Lintas Batas
Tradisional dani atau Pos Lintas Batas Internasional.

(2) Pos Lintas Batas Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
keberadaannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Republik Indonesia
dengan negara tetangga.

(3) Pos Lintas Batas Intemasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
keberadaannya ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Pos Lintas Batas Tradisional dan Pos Lintas Batas Internasional paling sedikit
terdapat unsur Bea dan Cukai, Imigrasi, Karantina, dan Keamanan.

. Bagian Kedua
. Pos Lintas Batas Tradisional

Pasal 3

(1) Pos lLintas Batas Tradisional merupakan bangunan yang dapat
menyeienggarakan fungsi-fungsi:

a. keimigrasian;

b. kepabeanan;

c. karantina,;

d. keamanan; dan

e. fungsi-fungsi lain yang diperukan.

(2) Untuk mendukung operasionalisasi pelayanan lintas batas pada Pos Lintas
Batas Tradisicnal, masing-masing instansi terkait menyediakan peralatan teknis
operasional yang diperiukan.

(3) Luas bangunan Paos Lintas Batas Tradisional minimal 100 m2, berdiri di atas
tanah minimal seluas 1.000 m2, dan pembangunannya disesuaikan dengan
rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

(4) Setiap Pos Lintas Batas Tradisional dilengkapi dengan sarana dan prasarana
penunjang yang terdid atas:

a. jalan;

b. listrik; '
c. sanitasi;

d. air bersih;

e. saluran drainase;

f. telekomunikasi;

g. perumahan pegawai; dan
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h. sarana lain sesuai kebutuhan.

(5) Jarak antara bangunan Pos Lintas Batas Tradisional darat dengan garis batas
antar negara ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama dengan negara
tetangga yang berbatasan dengan perkiraan minimal berjarak 100 m dari garis
batas.

(6) Arsitektur bangunan Pos Lintas Batas disesuaikan dengan kondisi budaya
setempat.

Bagian Ketiga
- Pos Lintas Batas Internasional

Pasal 4

(1)Pos Lintas Batas Internasional merupakan bangunan yang dapat
menyelenggarakan fungsi-fungsi :
a. keimigrasian;
b.kepabeanan;
¢. karantine;
d. keamanan; dan
e. fungsi-fungsi lain yang diperiukan.

(2) Untuk mendukung operasionalisasi pelayanan lintas batas pada Pos Lintas
Batas Intemasional masing-masing instansi terkait menyediakan peralatan
teknis operasional yang dipefukan.

(3) Luas bangurian Pos Lirtas Batas Intemasional minimal 600 M2 berdiri di atas
tanah minimal seluas 5.000 m2, dan pembangunannya disesuaikan dengan
rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

(4) Jarak antara bangunan Pos Lintas Batas Internasional darat dengan garis batas
ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama dengan negara tetangga yang
berbatasan sesuai kondisi setermnpat.

(5) Arsitektur bangunan {?cs Lintas Batas disesuaikan dengan kondisi budaya
setempat.

(6) Setiap Pos Pemeriksaan Lintas Batas intemnasional dilengkapi dengan sarana
dan prasarana penunjang yang terdiri atas:

a. jalan;

b. listrik;

¢. sanitasi;

d. air bersih;

e. saluran drainase;

f. telekomunikasi;

g. balai kesehatan,;

h. perumahan pegawai;,

i. tempat penukaran uang;

j. pasar/pertokoan; k. terminal; dan 1. sarana lain sesuai kebutuhan.
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Bagian Keempat
| Pelayanan Lintas Batas

Pasal 5
Pelayanan pos lintas batas tradisional dan pos lintas batas intemnasional mencakup

pelayanan di bidang keimigrasian, kepabeanan, karantina, keamanan, dan administrasi
pengelolaan.

Pasal 6

Pemerintah daerah memfasilitasi ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana dan
prasarana Pos Lintas Batas.

BAB lil
PENGELOLAAN POS LINTAS BATAS

Pasal7

(1) Pengelolaan Pos Lintas Batas Internasional dilaksanakan oleh Gubemnur.
(2) Gubemnur menunjuk pejabat pemerintah provinsi sebagai administrator Pos
Lintas Batas Internasional.

Pasal 8

(1) Pengelolaan Pos Lintas Batas Tradisional dilaksanakan oleh Bupati/Walikota.

(2) BupatiWalikota menunjuk pejabat Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai
Administratur Pos Lintas Batas Tradisicnal.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 9

(1) BupatiiWalikota melaporkan pelaksanaan pembangunan dan kegiatan
pengelclaan Pos Lintas Batas Tradisional kepada Gubernur.

(2) Gubernur melaporkan pelaksanaan pembangunan dan kegiatan pengelolaan
Pos Lintas Batas Tradisional yang dilaksanakan oleh Bupati/Walikota dan
pengelolaan Pos Lintas Batas Intemasional kepada Menteri Dalam Negeri.
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BABV
PENDANAAN

Pasal 10

(1) Pembangunan dan pengelolaan Pos Lintas Batas Intemasional dibebankan
pada APBN dan atau APBD.

(2) Pembangunan dan pengelolaan Pos Lintas Batas Tradisional dibebarkan pada
APBD.

(3) Pendanaan yang berkaitan dengan tugas personil instansi, pengadaan, dan
pemeliharaan peralatan teknis dibebankan pada anggaran masing-masing
instansi terkait.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta.
padatanggal 26 Maret 2007

MENTERI DALAM NEGERI,
ttd

MOH. MA’'RUF, SE
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RISALAH

SIDANG KE-20 (1)

KELOMPOK KERJA / JAWATAN KUASA KERJA
PEMBANGUNAN S0OS10 EKONOMI
INDONESIA - MALAYSIA
SOSEK MALINDO
TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN UTARA/
PERIRGKAT NEGERI SABAH

SAVOY HOMANN BIDAKARA, BANDUNG, INDONESIA

3 NOPEMBER - 6 NOPEMBER 2015
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RISALAH

SIDANG KE-20 (1)
KELOMPOK KERJA / JAWATAN KUASA KERJA (KK/JKK)
PEMBANGUNAN SOSIO EKONOMI
TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN UTARA/PERINGKAT NEGER! SABAH
INDONESIA - MALAYSIA
SOSEK MALINDO

SAVOY HOMANN BIDAKARA, BANDUNG, INDONESIA
3 NOPEMBER - 6 NOPEMBER 2015

1. PENDAHULUAN
1.1  Persidangan Ke-20 (1) Kelompok Kerje/Jawatankuasa Kerja SOSEK
MALINDO Tingkat Provinsi Kalimantan Utiara/Peringkat Negeri Sabah telsh
diadakan di Bandung, Indoresia pada 3 Nopember 2015 sampai dengen 6
Nopember 2015. Agenda Sidang Ke-26 (1) KK/JKK SOSEX MALINDO
Tingkat Provinsi Kalimantan Utara/Peringkat Negeri Sabah adalah sepesti
pada Lampiran A.
2. UCAPAN PEMBUKAAN
2.1  YBhg Datuk Asnimer Binti Haji Sukardi seiaku Pengerusi JKK SOSEK
MALINDO Peringkat Negeri Sabah telah menyampaikan sambitan/ucapan
pada pembukaan Sidang Ke-20 (1) KK/JKK SOSEK MALINDO Tingkat
Provinsi Kalimantan Utara/Peringkat Negeri Sabah seperti pada Lampiran B.
22  YTh Ir. Fredrick Ellia Gugkang, MA seleku Ketua KK SOSEK MALINDO
Tingkat Provinsi Kalimantan Utara telah menyampaikan sambutan/ucapan
pada pembukaan sidang Sidang Ke-20 (1) KK/JKK SOSEK MALINDO
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RAHASIA/RAHSIA
Tingkat Provinsi Kalimantan Utara/Peringkat Negeri Sabuh seckaligus
membuka Sidang Ke-20 (1) seperti pada Lampiran C.

3. PIMPINAN SIDANG

3.1  Sidang dipimpin oleh Yth. Ir. Fredrick Ellia Gugkang, MA selaku Ketua KK
SOSEK MALINDO Tingkat Provinsi Kalimantan Utara setelah mendapat
persetujuan dari YBhg Datuk Asnimar Hj Sukardi.

32 Semus Ahli Delegasi Sidang Tingkat Provinsi Kalimantan Utara
Kalimantan Utara yang hadir {Lampiran D}. Kemudian diikuti semua Ahli
Delegasi Sidang dari Peringkat Negeri Sabah memperkenalkan diri masing-
masing sebagai anggota yaitw/iaitu dari Negeri Sabah yang hadir [Lampiran
E}]

3.3  Sidang Ke-20 (3) KK/JKK SOSEK MALINDO Tingkat Provinsi Kalimantan
Utara/Peringkat Negeri Sabah telah membahas/membahaskan 3 [tiga] Kertas
Kerja dan bal-bal lain scperti pada Lampiran F, G dse H dan telah di

* setnjui/persetujui olch kedua belah pihak. Kenas Kerja bersama tersebut
merupakan hasil kesimpulan/kesepakatan dengan catatan seperti berikut:

33.1 Kertas Kerja 1
Bidang Sosisl dan Budaya

Kedua belah pihak setujuwbersetuju untuk menecrima saran/syor dalam
Kertas Kerja 1 dengan catatan seperti berikut:

1. Bashwa/bahawa isu berkaitan Festival kebudaysan Antarbangsa
Tawau Tahun 2015 dis i/diper.

Dengan catatan: karena telah melewati jadwal yang telah
ditentukan.
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Dengan catatan: Sabah dan Kaltara akan - mengadakan
pertemuan/kerjasama dengan pengusaha dan pemproses rumput
laut/rumpai laut di Pulau Sebatik dan Tawau.

8. Bahwa/bahawa isu terkait Pencemaran Sungai Sembakung dan
Lumbis disepakati/dipersetujui.
Dengan catatan: Dipindahkan ke Kertas Kerja 3 untuk dibahaskan
semula diperingkat Tim Teknik yang akan datang dengan
mengenukakan bukii kegiatan pertanian yang menyebabkars berlaku

pencemaran sungai.

3.3.3 Kertas Kerja 3
Bidang Keamanan/keselamatan dan Pengurusan Perbatasan/Sempadan

Kedua belah pihak setujuw/bersetuju untuk menerima saran/syor dalam
Kertas Kerja 3 dengan catatan seperti berikut :

1. Bahwa/bahawa isu terkait/berkaitan Usulan/Cadangan
menyusun/mewujudkan SOP CIQS dipersetujui/disepakati.
Dengan catatan: bahwa dari pihak Kaltara telah siap dengan SOP
CIQS tersebut tinggal menetapkan jadwal pertukaran SOP. Kedua
pihak sepakat akan merencanakan pertemuan sebelum Rapat Teknis
Sosek Malindo sekitar awal bulan Maret 2016 di Provinsi Kaltara
urituk membahas lebih lanjut mengenai pertukaran SOP antar
kedua pihak.

2. Bahwa/bahawa isu berkenaan kapal/bot penumpang sektor Sungai
Nyamuk, Indonesia-Tawau, Sabah, dipersetijui/disepakati.
Dengan  catatan:  Pihak  Kabupaten  Nunukan  akan
menyurati/membuat surat usulan/rayuan melclui Provinsi Kaitara

mengenai hal tersebut kepada pihak Kerajaan Negeri Sabah.
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DITANDATANGANI OLEH KETUA BERSAMA KK/JKK SOSEK MALINDO
PROVINSI KALIMANTAN UTARA/PERINGKAT NEGERI SABAH

NEGERI SABAH

YBHG DATUK ASNIMAR HJ
PENGERUSI JKK SOSEK MALINDO
PERINGKAT NEGERI SABAH
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MESYUARAT KUMPULAN KERJA TEKNIKAL JKK/KK SOSEK MALINDO
PERINGKAT NEGER! SABAH/TINGKAT PROVINS] KALIMANTAN TIMUR

Tarikh ; 03hb Julai 2013
Masa : 10.00 Pagi

Tempat : Hotel Horizon Kota Kinabalu, Sabah

Senarai kehadiran seperti dilampiran

1. Perutusan Pengerusi

Pengerusi PLBL dan PLBD (SABAH)

Tuan Pengerusi mengucapkan salam dan selamat datang kepada semua
delegasi dari Sabah dan Indonesia hadir ke Mesyuarat Sosek -Malindo 2013 ke
18.

Tuan Pengerusi memaklumkan tujuan mesyuarat adalah untuk membincangkan
berkenzan dengan Pos Lintas Batas Laut (PLBL) dan Pos Lintas Batas Darat
(PLBD).

Seterusnya memperkenalkan deligasi dari Sabah.

Pengerus] PLBL dan PLBD (KALTIM)

Tuan Pengerusi bersama mengucapkan terima kasih kepada pihak sabah diatas
jemputan untuk menghadiri mesyuarat ini.

Seterusnya Tuan Pengerusi memperkenalkan deligasi dari KALTIM.

2. Perlantikan Setlausaha Bersama
2.1Seterusnya pengerusi memaklumkan agar setiap pihak mempunyai dua (2)

orang setiausaha untuk menyediakan minit mesyuarat yang mana akan
dipersetujui dan ditandatangani bersama.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42593.pdf

3. Perbincangan

@;eda 1(PLBL) /

3.1.1 Cadangan mewujudkan SOP CIQS Bersama

Mesyuarat mengambil maklum kedua-dua pihak telah bersedia dengan deraf
SOP masing-masing dan bersetuju untuk bertukar-tukar deraf SOP untuk
semakan awal seminggu selepas mesyuarat inl. (10 Julal 2013).

Susulan daripada itu, satu perbincangan lanjut berkaitan dengan SOP ini, akan
diadakan dalam satu mesyuarat khas yang akan ditentukan kelak.

34.2 Penyeludupan dadah_dan minuman_keras dari Tawau, Sabah ke
Nunukan, Indonesla.

Dimakiumkan bahawa isu ini telah dibincangkan di Kertas Kerja 3
(Penyeludupan) dan kedua-dua pihak bersetuju supaya isu tidak dibincangkan
dan kertas kerja ini.

3.1.3 Isu_gerkenaah bot penumpang sektor Sungal Nyamuk, indonesia-
Tawau, Sabzh

Mesyuarat mengambil makium bahawa operasi bot penumpang in telah
ditamatkan pada Disember 2012. Namun demikian, pihak KALTIM
membangkitkan cadangan supaya operasi dilaluan Sg. Nyamuk ke Tawau
dibuka semula dengan penambahbaikan seperti berikut :-

i Menggunakan bot penumpang berkapasiti 15 orang dan ke atas,
ii. Jadual pergerakan ditetapkan

iii. Bilangan bot dihadkan/atasi,

iv. .~ Tempat pendaratan operasi di Tawau di terminal CIQS

Pihak Sabah mengambil makium méngénai permohonean ini dan plhak KALTIM
diminta memperincikan semula permohonan sebelum dibangkitkan ke peringkat
yang lebih tinggi.

3.1.4 Isu berhubung surat cuti bagl pekerja asing (TKI\.

Mesyuarat mengambil maklurn bahawa pekerja asing (TKl) yang hendak bercuti
ke negara asal perlu mendapat kelulusan daripada majikan (surat cuti).

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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Tarikh : 3 Juli/Julai 2013

Disahkan oleh :

(NOOR ALAM KHAN BIN A. (ABIDIN TAJANG).

WAHID KHAN) .
Ketua KK Pos Lintas Batas Laut
Ketua JKK Pos Lintas Batas Laut Prov. Kaltim

Dan Darat Negeri Sabah

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Nomor : mﬁag
Kosifkes - 1385 /%
Larrgpimn ‘- : re
. , - . .. lepad
Pexilhat {Persetujuan Pengeloloan . °
Pcngcpercsian_PLBL Nunukan

SO’T\OI‘;DdO. 15 Fel 2510

Yih. bBupol Hunukan

O
CHUNUX AN

Mempernafikan  sura? . Bupcti  Nunukan  Nomor
0SC/007/PembI//2010 ‘tanggol 1 Februchd 2010  perihot
Pendelégosian, Operasional PIBL LUem He Djung Nunukon dan .
advis leknis daif Dings Pethubungan Provinsi Kolimontan Timur |
sesual surat nomor : $52.2/3/255/DISHUB/I/2010 tangeiat 26 fMaret

2010 serto hostrapat siat fonggol 15 Apil 2010 dkempakan K6k
- hgl ;ebcgoibeﬁm! 4

1. Fosiﬁkzs Pos lintas Botas Laul Nunukan di Lemijung d‘bongun
diolas lchon miik Pemorinioh’ Xobupaten Nunukan denagan

. sumber pemblaycon -APBD Xabupaten Nuiwkan dan APBD
Proving Kalim.

2. Secoro adminisiratf bahwa pekerfaon pembangunon faskiiias
- Pos- Untas Balos iaut Nunuvkon lelch salesol dan -dserch

tefimakan dori Peloksano Pekenaon Yepadc Pemedntioh
” Provinsl poda tonggo! 16 Maret 2010.

Sshubiingan dengun hal tersebul di alas don guno,
pemanfaotan fasifitas PLBL {én 2but dolom rongka tindok lonjut
SOSEX MALINDO Tingke! Permaninioh Provins  Kalfim dengon
Pefingkat Negora 8agion Sobah Malaysia maka pado prinsipriyo
Pemerinioh Proving Kallim sefuju penpeloloan PLBL Nunukan di -

tomiung diserahkon kepado Peme-nnioh Xobupalen dengan
- ketentuan dan saron o°

/ 1. Penyerchon assetl Pefnerfrﬂoh Provinst Kdmm di PLBL Nunukan

. dalom bentuk péhanon plnjom  pakal cntaro Gubernur
T Xalimanian Timur dengan Bupati Nunukan.

Z. Pemerintah Kabupoien bertanggung jowab temcdop ©

o.Perowalon dan pemelihoraan asset PLBL  Nunukon -G
tomjung.

b.Penyedigon peroialon dan pedengkapon opesasiono! .PLBL

. |
berspa pengodoon meubelalr dan pedengkopon loinnya.

c. Mobilisad don instdll peralatan X-Roy dai Terminal Tunon
Tako ke PLBL Nunukan ol Lomijung.

d. Mengkoordinosivan pemlndohon. odministrasi don

operasional CIG3.dad Terminal Tunon Taka ke PLBL Nunukan
denacﬁ nstond {edtod

- ,thm C??jnh Mada Nownor 2 Sumeriads \od«. Pex 15120 Kofisrernoan Timos
. . Telp. (0541) T332 - Fax. (US4) J TUTT62 - 7424 1 4

AYN
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Pelatwhon yong dibertuk sish Sermeriman

o N b.Badan Uscha Milik Negora PT. Pefindo Iv Cabang NUnukon
o dengan pola kerjasoma pengeloloon dengon BUP Pemkab
c.Plhok Kefiga meloki lelang uniuk mendapat konsesi yong
- menguniingkan bagl doerah. o
o - 4. Gubemwr Koimonton  TWWr okan melokukan  peresrhion |
: . i pengoperasian PLBL Munukon setelch persydrolon tessebut
telah diselesolkon. .

Demition disompaikon uniuk® bohon findak lenful, otds

_ 1. Kepala Bappeda Proving kafimanton Tinur 6i Samorinda
2. Kepuola Dinos Perhubungan Provinsi Kalimantan Timus di Samornnda
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH =0

JALAN GAJAH MADA, TELEPON (0541) 733333 Fax. {0541) 737762 - 742111
. Home Page : hilpi//kaliim.go.id
SAMARINDA 75124

PERJANUJIAN PINJAN PAKAI
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

TENTANG

PINJAM PAKAI POS LINTAS BATAS LAUT LIEM HIE DJUNG NUNUKAN
NOMOR : 032/77Q(/BP-ii/Viiirzo11

Pada hari Senin tanggal lima belas bulan Agustus Tahun dua ribu sebelas, yang
bertanda tangan dibawah ini : B ,

I. H.IRIANTGC LAMBRIE : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimanfan Timur,
bertindak uniuk dan atas nama Pemerintah
Provinsl Kalimantan Timur yang beralamat di Jalan
Gajah Mada Nomor 2 Samarinda, selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA

Drs. BASRI : Bupati Nunukan bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Nunukan yang beralamat
di Jalan Sei Jepun Nunukan selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

i,

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA
~ FIHAK dan berdasarkan surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur
! tanggal 17 Januari 2011 MNomor. 552.3/054/Dishub-Prov/l/2011 perihal Penyerahan Asset

PLBL Lamijung, maka dibuat Surat Perjanjian Pinjam Pakai Pos Lintas Batas Laut Liem Hie

Djung Nunukan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

1. PIHAK PERTAMA Menyerahkan Pinjam Pakai Asset Milik Pemerinlah Provinsi
Kalimantan Timur Pos Lintas Batas Laut Liem Hie Djung Nunukan kepada PIHAK KEDUA
dalam keadaan baik dengan spesifikasi sebagalmana tercantum pada lampiran Surat

Perianjian Pinjam Pakai ini

2. PIHAK KEDUA menerima Pos Lintas Batas Laut Liem Hie Djung Nunukan daiam hentuk
Pinjam Pakai dari PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik dengan spesifikasi
sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Perjanjian Pinjam Pakal ini.

Pasal 2-

Jangka wakiu Pinjam Pakai berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Surat Perjanjian inj
ditandatangani dengan ketentuznh setiap 1 (satu) tahun dilakukan evaiuasi dan dapat

i diperpanjang jangka waktunya.
: Pasal 3 ....... (2)

Membangun Kaltim Untuk Semua

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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Pasal 3

1. PIHAK KEDUA berkewajiban merawal/ memelihara dengan baik serta menanggung
segala biaya perawatan Pos Lintas Batas Laut Liem Hie Djung Nunukan.

2. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memindahtangankan Pos Lintas Batas Laut Liem Hie
Djung Nunukan kepada pihak lain dengan cara/sifat bagaimanapun tanpa ijin tertulis dari
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Demikian Surat Pinjam Pakai ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK diatas
materai cukup, rangkap pertama dan rangkap kedua mempunyai kekuatan hukum yang
sama.

-H)rs! L ,JH.JRfANTO LAMBRIE
e T Pembina Utama
NiP. 19581218 198303 1 011

" DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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BUPATI NUNUKAN

—

e ey

KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 206 TAHUN 2009

TENTANG

* PEMBENTUKAN TIM FASILITATOR OPERASIONAL DERMAGA LIEM HlE;, DJUNG
KABUPATEN NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI NUNUKAN,

Menimbang : a. bahwa dalam pemanfataan,penggunaan dan peruntukan dermaga
Liern hie Djung untuk kepentingan umum sebagai sebagai salah
‘satu aset daerah yang mempdnyai fungsi untuk mewujudkan
kesejahteraan rakyat, perlu diatur peruntukannya; '

b. bahwa sampai dengan saat ini dermaga' Liem hie Djung Nunukan
belum dapat di pergunakan sebagaimana mestinya ;

c. bahwa guna kelancaran dalam pengoperasian Demaga Liem hie
Hjung maka perlu’ dibentuk Tim Fasiliitator Operasional Dermaga  *
Liem hie Djung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf ¢
perlyu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tim
Fasilitator Operasional Demaga Liem hie Djung di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Nunukan.

"

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan

: i Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat,
Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang, sebagaimana telah
diubah dengan Undang — Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang — Undang Nomor 47 Tahun 1999
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);

1 ! 2. Undang-Undang:; Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor §3, Tambahan Lembaran Negara -
Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang,lNc‘gmor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
g ‘ . Daerah sebagaimana teiah beberapa kali diubah terakhir dengan
“ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan atas
' Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara
ublik Indonesia Nomor 4844);

_ o Ree
Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



e

Memperhatikan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42593.pdf

. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan

‘Keluangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan

Paraturan Pemerintah Pengganrti Undang-Undang Nomor 03
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4548);

. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

_Nomor 96,Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor

4663);

. Peraturan Pemerintah' Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian

urusan Pemerintah antara Pemerintah,Pemerintah  Daerah
Provinsi,dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 4578); = |

. Peraturan Daerah ‘Kabupaten Nunukan Nomor 01 Tahun 2009

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Nunukan Tahun Anggaran 2009 ( Lambaran Daerah Tahun 2007
Nomor 04 Seri A Nomor 02).

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007 tentang

Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di
Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

. Keputusan Bupati Nunukan Nomor 363 Tahun 2006 tentang standar

satuan Harga barang/jasa dan belanja Pegawai Pemerintah
Kabupaten Nunukan sebagaimana telah diubah dengan Keputuan
Bupati Nunukan Nomor 18 Tahun 2009 tentang Perubahan atas
Keputusan Bupati Nunukan Nomor 363 Tahun 2006;
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MEMUTUSKAN: |

'
'
il

: Membentuk Tim F,;'asilitétor Operasional Dermaga Liem hie Djung di

Lingkungan Pemenntah Kabupaten Nunukan Tahun 2009 dengan

susunan personaha sebagalmana tercantum dalam } lampiran

keputusan ini; 'i

: Tim yang dimaksud pada Diktum PERTAMA Mempunyai thgas yaitu

Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Bupati
Nunukan Cg. Bagian Pembangunan Sekretariat Kabupaten Nunukan
|

: Tim yang dimaksud pada Diktum KEDUA dalam me!aksanakan

Tugasnya diberikan :honorarium dengan jumiah sebagalmana
tercantum dalam Iampnran Keputusan ini;

:Sega!a biaya yang tlmbul akibat diterbitkarnya Kepufus*a‘n ini

dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2009 kode rekening 5 2 2 01 01
pada Kegiatan Fasilitator Persiapan Operasional Dermaga -Liem hie
Djung.

: Keputusan ini mulai ber!;aku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan ¢i Nunukan
pada tanggal 13 April 2809

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth

SELIEEAYSES

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan
Assisten Ekonomi dan Pembangunan Seikab. 'Nunukan ~
Kepala DPPKAD Kabupaten Nunukan

Kepala Bagian Pembangunan Setkab. Nunukan

. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Nunukan

. Masing ~ masmg yang bersangkutan
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. LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 206 TAHUN 2009

TANGGAL 13 APRIL 2009

s

b

: SUSUNAN TIM
" FASILITATOR OPERASIONAL DERMAGA LIEM HIE DJUNG

KABUPATEN NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2009

!

1. : 2. 3. 4,
1. | Bupati Nunukan Penasehat Rp. 1. 875.000,-
2. | Wakil Bupati Nunukan Penasehat Rp. 1. 562.500,-
3. | Sekda Kab. Nunukan Pengarah Rp. 1. 250.500,-
4. | Assisten Ekonomi & Pembangunan Penanggung ;Jawab Rp. 1.125.000,-
5. | Kepala Dinas Perhubungan | Ketua Rp. 1.052.500,-
6. | Kabag. Pembangunan ] ; Sekretaris Rp. 1.000.000,-
7. | Kepala BAPPEDA Anggota Rp. 750.000,- )
8. | Kepala BPN Ainggota - Rp. 750.C00,-
9. | Kabid Perhubungan Laut Dishub | A;nggota Rp.  750.000,-
10. | Kabag.Tata Pemerintahan Setda Anggota Rp. 750.000,-
11. | Kabag Hukum Sétda : Anggota Rp. 750.000,-
12. | Kasubdin.Cipta Karya Dinas PU Anggota Rp. 750‘000,-' ,
13. | Camat Nunukan Anggota Rp. 750.000,-
14. | Kasubag Sungram dan PDE Setda Anggota Rp. 750}000,- +
15. | Kasubag Pelaporan Setda Anggota Rp.  750.000,-
16. | Kasubag pengendalian Setda Anggota Rp.  750.000,-
17 | Sekretariat Bag.Pembangunan Setda Rp. 625.000,-

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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Nomor
& Lampiran
, Barhal

m disampaikan kepada Yth SR R

Ketus DPRD Kabupaten Nunukan di Nunukan, =

Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimartan Timur di Samarinda,

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur di i

Kepaia Biro Penyusunan Program Setdaprov. Kalimantan Timur di Samarinda.

Bwp s

Nunukan, 01 Februari 2010

: 050/ 007 / Pemb-1 /11 /2010 Kepada
T Yih. Gubernur Kalimantan Timur
: Pendelegastan  Operasional di -

PLBL Liem Hie Diung Nunukan Samarinda

Memperhatikan tembusan surat Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 551.2/180/Hubla/ll/2009 tanggal 23
Februari 2008 Perihal Penetapan Status Pos Lintas Batas Laut di -
Kafimantan Tirmur dan surat Nomor : 55.3/878/Hubla/VIllf2009 Tanggal 27
Agustus 2009 Perihal : Pengelolaan PLBL Liem Hie Djung serta hasil rapat
koordinasi antara Psmerintah Kabupater Nunukan dengan beberapa Unsur
Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur terkait yang diorakarsai oleh Dinas
Pehubungan Propinsi Kalimantan Timur Tanggal 19 Oktober 2009.

Bahwa pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Nunukan bersedia
menerima pendelegasian operasional PLBL Liem Hie Djung di Nunukan
dan sehubungan dengan persiapar. operasional dan pengsiolasn PLBL
cdimaksud maka bersama ini kami memohon agar Aset Pembangiman
PLBL dapat dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan persetjuannya
diucapkan terima kasih.

Fi) ACHMAD

5 Kepala Biro Periengkapan Setdaprov. Kalimantan Timur di Samarinda.

Koleksi Perpugtakggrstniversitas terbuka
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Nunukan, 10 Januari 2011

Nomor ;552 /015/DISHUB-NNK/1/2011 Kepada

Lampiran : 1 Berkas Yth. Gubernur Kalimann Timur
Perihal . Pengelolaan dan Pengoperasian Di-

PLBL Liem Hie Djung Nunukan SAMARINDA

Menindak Lanjuti Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor
552.3/4228/Eka/V/2010 Tanggal 10 Mei 2010 perihal, persetujuan pengelolaan
pengoperasian PLBL Nunukan dan Surat Kepala Dinas Perhubungan Propinsi
Kalimantan Timur Nomor : 551.3/833/Dishub-Prov/[X/2010 perihal,
percepatan pengelolaan PLBL Liem Hie Djung Nunukan maka bersama ini

kami sampailan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai surat Gubernur Kalimantan Timur sebagimana tersebut di atas pada
butir 2 point A, B, dan C yang mana Pemerintan Daerah Kabupaten
Nunukan telah merealisasikan, menyediakan, mengalokasikan meubelair
dan peralatan perdukung serta alokasi perawatan dan pemeliharaan asset
PLBL Liem Hie Djung Munukan.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan yang mana Dinas Perhubungan
Kabupaten Nunukan dalam rangka percepatan pengoperasian PLBL Liem
Hie Djung Nunukan sesuai dengan point D untuk mengkoordinasikan
pemindahan administrasi dan operasional CIQS terminal Tunontaka ke
PLBL Liem Hie Djuang Nunukan dengan instansi terkait telah kami
lakukan koordinasi sesuail hal dimaksud, dengan hasil kesimpulan bahwa
pada prinsipnya telah sesuai dengan  kebijakan strategi khususnya
percepatan pengoperasian PLBL-Liem Hie Djung Nunukan.

3. Dalam pengelolaan PLBL sesuai dengan point A disampaikan bahwa
Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan telah menyiapkan rancangan
pembentukan Badan Usaha Pelabuhan yang dijadwalkan pembentukan dan

penectapannya pada minggu ke 1V (empat) bulen Januari 2011.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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4. Membaca dan memperhatikan surat Kepala Dinas Perhubungan Povinsi
Kalimantan Timur sebagaimana tertera di atas , butir 1 disampaikan bahwa
administrasi pinjam pakai asset akan diselesaikan oleh biro perlengkapan
- » setelah tim biro perlengkapan meninjau lapangan dalam waktu dekat, untuk .
butir 2 dan 3 Dinas Perhubungan Propinsi Kaltim akan mengkoordinasikan
teiristalasi peralatan X-Ray dengan kantor wﬂ&yﬁh Bed dan Cukai di
Balikpapan, selanjutnya kami harapkan kepéstian"dalam Ape'njadwalan
sesuai surat yang dimaksud mengingat dalam proses pengajuan perijinan
pengoperasian dan pengelolaan PLBL Liem Hie  Djung , hal-hal yang
dimaksud diatas merupakan persyaratan pendukung yang akan diajukan
kepada Menteri Perhubungan untuk proses perijinan.
5. Kami informasikan bahwa sesuai dengan keadaan kondisi saat ini dari
PLBL Liem Hie Djung Nunukan khususnya derraga -pada sisi kanan
‘ bagian timur mengalami kerusakan dengan tenggelamnya ponton sebagai
tambatan kapal. éelanjntnya memperhatikan surat keterangan PT. Adhi
Karya (Persero) Tbk, tanggal 15 Desember 2010 yang mana terdapat
kesanggupan untuk memperbaiki oleh pihak pelaksana PT. Adhi Karya
(Persero) Tbk sesuai yang dijadwalkan namun sampai saat ini belum juga
ditindak lanjuti.
Sebagai tindak lanjut dari arahan maupun petunjuk hal-hal yang
berkenaan dengan percepatan dan pengoperasian PLBL Liem Hie Djung
Nunukan dengan ini kami sampaikan kiranya Bapak Gubernur Kalimantan
Timur dapat memfasilitasi teberapa hal sesuai dengan surat yang kami
sampaikan ini..
. Demikian atas perhatian dan perkenaan Bapak Kami ucapkan terima
‘kasth.

ati Nunukan,

ID ACHMAD

Tembusan Kepada Yth,

1. Menteri Perhubungun Cq.Dirjen Hubla di Jukarta

Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kalimanian Timur di Samurindu

Kepala Bappeda Prov. Kalimantan Timur di Sumarindg ‘
Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Prov Kalimantan Timur di Samarinda

Kepala Bappeda Kab. Nunukan di Nurukan

. Kepala DPPKAD Kab. Nunukan di Nunukan
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KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 51 TAHUN 1999
" TENTANG

L BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN
DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN NUNUKAN

t

MENTERI PERHUBUNGAN, -

surat Meneri Dalam Negeri Nomor 136/1801/PUOD tanggal 22
Juni 1999 perihal Penetapan Batas-batas Daerah Lingkungan
Kerja (DLKR) dan Daersh Lingkungin Kepentingan (DLKP)

Pelabuhan Nuzmkan;» A Lo : , :

surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 1104511 tanggal 19 Nopember 1998 perihal Penetapan
Batas-batas Daerah gn Kerja dan Duerah Lingkungan
Kepentingan Pelabuhari “%“li’s’, Bagansiapi-api, Sefat Panjang,
Thnjung Balai Karimun, Kuala Enok, Rengat, Tembilahan,
Nunukan, Gupung Sitofi, dan Pangkalan Susu: g

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996
tentang Kepelabuhanan, untuk keperitingan penyelenggaraan
%elsbum umum  ditetapken  Daerah Lingkungan Kerja dan

aerah Lingkungan Kepentingan Pelabuban;

bahwa Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daeran Lingkungan

Kepentingan Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf s,

ditstapkan oleh Menteri Perhubungan setelah mendapat

Knimb&ng&n Menterd Dalam Negeéri dan Menteri  yang
rtanggung jawab di bidang pertanahan;

bahwa sehuburgan dengan hal tersebut huruf a dan huruf b, serta
dalam rangks menjamin kepastian hukum guna penyediaan den
Renggunaan tanah di Pelabuhan Nunukan, perlu  ditetapkan

eputusan Menterl Pernubungan tentang Batas-Batas ,Daerah
Lingkungan< Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan
Pelebuhan Nunukan; -

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 entang Peratursn Dasar
Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor
104, Tambehan Lembaran Negara Nomor 3034);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 terdang Pzlayaran
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tarntahan Lembaran
Ne_gara Nomor 3493); .
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Undang-Undang Nomor 24 Tzhup 1992 tentang Pena tain Kiang
(Lembaran Negara Tahun 1992 Noinor 115, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3501);

Undan Nomor 22 Tihun 1999 tentang Pemerintah
Dacrah (I.cmbaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Nomor 3839);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal di Dacrah (Lembarap Negara Tahun
1988 Nomeor 10, Tambahan Lembarad Négara Nomor 3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1991 ientang Pengalihian
Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Pelabuhan IV  menjadi
Perusahaan Perseroan (PERSERO) \Lembaran Ncgara Tahun
1991 Nomor 77);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tabun 1992 tentaug
Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titikk Berat pada
Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor: 77,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);

Persturan Pemerintah Nomior 70 Tahun 1996 fentang_
Kepelabyhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .
1996 Nomor 107, Tambahan Lerabaran Negara Nomor 3661)

Pcraturan Pemerintah Nomor 24 Tabun 1997 tentang’ Pendaftaran
Tanah (Lembaran Negara Tahun 1697 Nomor 59 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3696);

‘Keputusan Presiden Nomor 44 'I‘ahun 1974 tentang Pokok-pokok

Organisasi Departcrnen

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang  Badan
Pertanahan Nasional jo Keppres Nomor 60 Tahun 1998 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Mentert Ncgara; -

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan,
Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen
sebagaimaria {elah diubah terakhir dcngan Keputusar Presiden
Nomor 192 Tahun 1998;

Peratvran Menteri  Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang
Pelaksaraan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan
Ketentuan-ketentuan tentang Kebijaksanaan selanjutnya;

Peraturan < Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 tentang
Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan;

Keputusan Bersama Menteri - Dalam Negeri dan  Menteri

Perhubungan Nomor 191 Tahun 1969 tentang Penysciaan dan
SK.83/0/1969

Penggunaan Tanah untuk Keperluan Pelabuhan:

Peraturan Menteri Dalam Ncgen Nomor 6 Thun 1572 lentang
Pclunpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tznah

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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17.  Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang
Ketentuan-ketentuan Tata Cara Permobpnan Hak Atas Tanah ’

18.  Peraturaft Meénferi Dalam Ncgcn Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Ketentuan-ketentuan Méngenai Penvediaan dan Pembcnan Tanah
Untuk Keperluan Perusahaan;

19.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tabun 1977 tentang
Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas
Bagian-bagian Tanah Hak Pengelolaan Sertd Péridafiarannya;

20.  Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. ¢1/CT.002/Phb-80
dan KM. 164/0T.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 80 Tahun
1998; . ..

21.  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

22. Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Peitanahan Nasional
Nomor 15 Tahun 1993 Tentang Pedoman Penyusunan Daftar
Usulan Rencana Kerja/Daftar Rencana Kerja dan Penentuan
Biaya serta Pengelolaan Keudngan Pekerjazn-pekerjaan Lain
Dalam Pelaksanaan Pengukuran dan Pemetaan; :

23.  Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 26 Tahun 1998
tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;

surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantzn Timur Nomor
551/3501/inpar.3.2/EK tanggal 1 April 1998 perlhal Penetapan Baias-
batas Pelaouhan Nunukan;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTER! FERHUBUNGAN TENTANG BATAS-
BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH
LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN NUNUKAN.

Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Nunukan adalah
sebagai berikut :,

1. Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Nunukan .

a. Batas Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan
Nunukan yang luasnya 90.670 M2 (sembilan puluh ribu
eram ratus tujub puluh meter persegi), dimulai dari tmk A
yang terletak di tept pantai pada koordinat :

04° -08'-34 91" LU .
S o selanjutnya ditarik garis lurus tepi
117°-40'-03,11" BT

ke arah Barat Daya sampai di tittk B yang terletak di
desa Nunukan Timur (patck tanda batas pelabuhan) pada
POOrdmat
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04° -08'-25,72" LU ‘ '
.......................... selanjutnya ditarik garis lums ke

117°-40"-00,32* BT

arzh Barat Daya sampai di titik C yang terletak di dcsa
Ninukan Timur pada koordinat :

042 -08'-22,56" LU
117°-39'-56,70" BT

selagjutiiva ditarik garis furus ke

arah Barat Laur sampai di titik D yang terletak di tepl
Jalan Pelabuhan Baru pada kcordinat :

047 -08' -24,76" LU :
-t , selanjutnya ditarik garis lurus ke
117°-39'-54,56" BT

arah Timur Laut menyvsuri tepi jalan Pelabuhan Baru -
melewati kantor Administrator’ Pelabuhan dan Bea &
Cukai sampai @i ttik E yang ferletak i sebelah Barat
Laut Stasiun Radio Pantai pada koordinat :

04‘;‘ -08'-32,46" LU

) , selanjutnya ditarik ‘garis lurus ke
117°-39'-57 73" BT B

arah Barat Laut menyeberang jalan Pe‘abunan Baru
sarpai di tittkk F yang terletak di tepi jalan Pzlabuban
Baru pada koordinat :
04° -08'-33,71" LU

117°-39'-56,94" BT

-~ selanjutnya  ditarik  garis

menyusuc jalan Pelabuhan Baru ke arah Bamt Daya
sampai di titik ‘G yang terletak di Desa Nunukan Timur
pada koordinat :

04° -08'-25,22" LU L
---------------------------- sclanjutnya ditarik  gari§ lurus
117°-39'-53, 97" BT ' -

ke arah Barat Laut sampai di titik H yang terletak dx Desa
Nunukan Tl.mu' pada koordinat : L.
04° 08’ -27,68“ LU :
oo e oo scianjutnya ditarik  garis’ lurus
117°-39'-51,80" BT

ke arah Utara sampai: di titik I yang terletak di sebeiah
Barat lapangan penumpukan pada koordinat :
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04° -08'-37,40" LU _
------ selanjutnya ditarik garis lurus ke
117°-39'.52,68" BT

arah Timur Laut sampai di titik J yam terletak di tepi
pantai pada kcordinat :

04° -08'-39,08" LU
117°-39'-52,87" BT

selanjutnya ' ditarik - garis

menyusur tepi pantai ke arah Tenggara sampai di titik K
yang terletak di as trestle dermaga pelabuhan umum pada
koordinat :

04° -08‘-’6,43" LU
: selanjutnya  ditarik  garis

117°-39'-59,35" BT
menyusur pantai ke arah Tenggara dan kembali ke titik A.

Batas Daerah . Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan
Nunukan yang - luasnya kurang lebiF 10.807,30 Ha
(sepuluh ribu delapan ratus tujuh tiga puluh pcrseratus)
Hektar, dimulai dari titik A1l yang terletak di tepi pantai
Timur Pulau Sebetik (garis batas Malaysm dan Indoaesia)
pada koordinat :

04° - 10'- 00" LU

selanjutnya ditarik garis lurus ke
117° - 00" BT '

arah Timur Laut sampai di titik Bl yang terletak di tcpl
pantai Urara Pulau Nunukan Timur pada koordmat

04° - 07'-48" LU

------------------------- - selanjuinya ditarik  garis
117°-41'- 00" BT .

menyusur tepi pantai Utara Pulau Nunukan Timur ke arah
Barat Laut sampai di titik Cl-yang terletak di dermaga
pelabuhan umum pada koordinat :

04° -08‘-48 LU
------- selanjutnya  ditarik  garis
1’7" 39 36 BT I

menyusur tepi pantai Utara Pulau Nunukan Timur ke arah
Barat Daya sampai di titik D1 yarg terletak di pantai
Timur Pulau Nunukan Tiraur pada koordinat :

04-° 05'- 12" LU ‘
--------------------------- selanjutnya ditarik . garis Jurus
117° 35'-24" BT '
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ke arah Barat Daya sampai di titik E1 yang terleiak di tepi
pantai Utara F'ulau Nunukan Sclatan pada koordinat :

04°-01'-18" LU
S selanjutnya  ditarik  garis
117°-32'-42" BT ’ '

menyusur tepi pantai Utara Pulau Nuaukan Selatan ke
arahi Barat Laut sampai di titik F1 yarg {erletak di repi
pantai Timur Pulau Sinelak pada koordirat :

04° - 03'- 06" LU
- -- - selanjutnya itarik garis lurus
117°- 29'- 36" BT

ke arah Barat T-aut sampai di titik G1 yang tericiak di
Tanjung Tidung Salang pada koordinat :

--------------------------- selanjutnya ditarik garis lurus
117°-28'- 18" BT

ke arah Timur Laut sampai di titik H1 yang terletak ci tepi-
pantai Selatan Pulau Tinabasan pada koordinat :

-06- 12" LU
e - selanjutnya ditarik  geris
117° 33 48" BT :

menyusur tepi pantai Timur Pulau Tinabasan ke arah
Timur Laut sampai di titik I1 yang terletak di tepi paniai
Timur Pulau Tinabasan pada koordinat :

04° - 08'- 30" LU R ‘
Smmsemmme—cmmme oo selanjutnya ditarik garis lurus

- 117°-35'-30" BT
ke' arah Timur sampai.di utik J1 yang terletak di garis
batas wilayah perairan Malaysia dan Indonesia pada
koordinat : . o
04° - 08'-'48" LU
e mmmeemen oo © selanjutnya ditarik garis ke
v 117°-37'- 00" BT '
. —— i .
arahf Timur Laut dan kembali ke tititk Al . P
KEDUA . Batas-batas Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Nunukan

adalah Perairan, di sekeliling Batas-batas daerah Lingkungan Kerja
Perairan yang luasnya 36.900 Ha (tiga puluh enam ribu semibilan ratus
“hektar) yang diupulai daii titik AA yang terletak di tepi pantai Timur
Pulau Sibetik garis batas wilayah peralran Malaysia dan Indonesia pada

koordinat :

NUNUEKAN C: \SX8\Bag-i}
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04° - 10'- 00" LU .
- selanjutnya difarik garis menyusar fepi pantai

117°-41'- 00" BT

Barat Pulau Sebetik ke arah Tenggara sampﬁi di titik BB yang terletak Gi
tepi pantai Selatan Pulau Sebetik pada koordinat :

04° - 07'- 06" LU

— - selanjutnya ditarik  garis lurus ke arah
117°-51'- 18" BT

Tenggara sampai dj titik-CC yang terletak di Lampu Suar fmerah pada
koordinat :

03° - 59'-24" LU -~ ) _
i selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
117°- 56'- 30" BT . .

Barat Daya sampax di titikk DD yang terletak di Tanjung Bilas pada
koordinat :

03° - 55'- 06" LU

- selanjutnya "ditarik  garis menyusur tept
117°-41'- 06" BT

i Utara Pulau Bukat ke arah Barat sampai di titik EE yang ter?e(ak

di Pantai Utara Pulau Bukat pada koordinat :

03° - 55'- 24" LU | _
e e selanjutnya  ditartk  garis mcnyusu'_f tepi
117°-37'- 54" BT '

Timur Pulau Nunukan Selatan ke arah Barat Laut sampai dl txuk FF
yang terletak di Iepx pantax Utara Pulau Nunukan Selatan pada
koordinat :

04° -01'- 18" LU

selanjutnya ditarik  garis lurus ke arah
117°-32'- 42" B’I‘ : '

Timur Laut sampai di tittk GG yang terletak di tepi pamal Barat Pulau
Nunukan Timur pada koordinat :

04° -05'-12" LU ,
_— - selanjutnya  ditarik garis menyusur tepi
117°- 35 24" BT ~© -

Pantai Pulau Nunukan Timur ke arah Tenggara sampai.di ritik HH
yang terletak di tepi Pantai Selatan Pulau Nunukan Timui  pada
koordinat :

03° -58'-18" LU :
- - se-anjutnya ditarik garis menyusur Pantai
117° 40'- 00" BT )

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka .
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Pulau Nunukan Timur ke arah Timur Laut sampai di Geik 11 yang terletak
di tept Pantai Timur Pulau Nunuken Tanur pada Koordinat :

04° -03'-24" LU ,
- e selanjutnya ditarik  garis  menyusur Paaiar -
117°-45'- 00" BT ‘ '

Pulau Nunukan Timur ke arah Barat Laut sampar di tittk JI yang terletak
di tepi pantai Utara Pulau Nunukan Tuaur pada koordiaat :

04° -07'-48" LU ' :
- - sclanjutnya ditarik garis lurus ke arah
117°-41'- 00" BT '

Utara dan kembali ke titik AA.

Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan
Kepentingan Pelabuhan Nunukan sebagaimana dimaksud Diktum
PERTAMA dan Diktum KEDUA yang tergambar pada peta terlampir
merupakan b&gxan yang tidak Ierplsahkan dari Keputusam ini.

Areal " tanah yang merupakan Daerah  Lingkungan Kerja -Daratan
Pelabuhan akan :diberikan Hak Pengelolaan (HPL) kepada PT (Perscro)
Pelabuhan Indonesia IV, sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Untuk pemberian Hak Pengelolaan sebaga)mana dimaksud dalam Diktum
KEEMPAT, PT (Persero ) Pelabuhan Indonesia IV d|waubkav1

a. mcmocbaskan tanah yang masih dikuasai oleh Pihak Ketiga yang
terletak di dalam Daerah Lirgkungan Kerja Daratan Pelabuhan;

b. membentuk Panitia Penunjuk Baias Daerah ngkungan Kerja
Daratan Pelabuhan, yang terdiri .dari PT (Persero) Pelabuhan
Indonesia 1V, Pcmenntah Daerah dan Badan Pertanahan Nasional
setempat berdasarkan koordinat geografis pada peta sebagaimana
dimaksud Diktum PERTAIMA, yang dalam pelaksanaannya
dunungkmkan adanya p;nyesuaxan dengan kcadaan Gi lapangan ;

c. mendaftarkan areal tanah yang merupakan Daerah ngkungan
Kerja Daratan Pelabuhan untuk memperolsh hak pvnoclolaan
sesuatl pexaturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Peng;lolgan sebagaimana dimaksud dalama Diktum KEEM"AT
sesuai dengan pesaturan perundang-undangan yang berlaku ‘memberi
wewenang kepada PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV untuk

a. merencanakan peruntukan  dan penggunaan tanah yang
bersangkutan; :
b. menggunakan tanah tersebut uniuk keperluan pelaksanaan
usahanya;
!

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



c. menyerahkan bagian-bugian dari :anab itu kepada PiRAK'Ketiga
menurut persyaratan ‘yang ditentukan oleh PT (Persero)
Pelabuhan Indonesia IV yang meliputi segi-segi peruntusan,
penggunaan, jangka waktu dan keuangannya dengan Ketentian

pemberian hak atas tanah kepada Pihak Ketiga yang
bersangkutan dilakukan oleh Pejabat Badan Pertanahan Nasional,
sesuai dengan peraturan pcrundang undangan yang berlaku.

KETUJUH :  PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia IV t:erwenang memboeri Izin membuat

. bangunan di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan
Kepentingan Pefabuhani kepada Pihak Ketiga sesuai dengan Rencana
Induk Pelabuhan dan standar bangunan yang berlaku serta, dengan
memperhatikan . perumbangan dan Pemerintzh  Daerah deupaten
Tarakan. .

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlalu pada tanggal ditetapkan.
' ‘- !

Ditetapkandi : JAKARTA
Pada tanggal < 14 JULI 1999

MENTER1 PERHU"BUN(JAN
} ttd
GIRl S. HADIHARDIJONO
SALINAN Keputusan ini disampaikan‘kep‘ada :

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,;

Menteri Negara Koordinator Bidang EKUIN;

Menteri Negara Koordinator Bidang WASBANGPAN;
Menteri Negara Sekretaris Negara:

Menteri Dalam Negeri;

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Penanahan Nasicnati,

Menteri Pertahanan/Panglima TNI;

Kepala Staf TNI Angkatan Laut Republik lndonesia;

Kepala Kepolisian Republik Indonesia;

10.  Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; '

11, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perhubiingan Laui;
Z. n Pemerintahan Umum dan Otopomi Daerah, Departernen Dalam Neger-i;

G\lxlgemur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Tunur

14.  Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Kalimaataa Timur;
15.  Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimant.n Timur;
16.  Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tarakan;

170 Kepaia Kantor Pertanahan Kabupaten Tarakan;

18.  Administrator Pelabuhan Nunukan,

19.  Direksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Ujung Pandang;

20.  Kepala Cabang PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Cabang Tarakan.

VOTAUNH LN —

ai dengan aslinya
lndm dan Organisast,

NUNUEKAN {C: SKB\Bsg1) 9
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DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUEBUNGAN BRUT
GEDUNG KARYA LT. 12 s/d 17

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8

TEL : 3811308, 381326¢, 3447017, 5842440 | TuX .
3845430, 3507576, 3313848

JAKARTA - 10110 Pst. : 4209, 4214, 4227 Fax . 3011786, 3845130, 2507100,
Nor. or : /0f7’2" //O //f‘, a Jakarta, §7 @u‘(mf 2005
Klasifikast : ' ‘

Lampiran :
Perihal : Pembangunan Dermaga - Kepada
di Lamijung Pulau Nunukan
Yih,  Kepala Dinas Perhubungan
Propinsi Kalimantan [Timur
di
SAMARINDA
1. Sehubungan surat General Manager By (Perszro) Pclindo IV Nunukan No. 03/
PR.301/1/NN-2005 tanggal 11 Juli 2005 yarg ditjukan kepada Saudara dan
tembusannya artara lain disampaikan kepada Dirjen Hubla perihal tersebut pada polkok
surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
a. Sesuai Kepmenhub No. KM. 53 whun 2007 cotang Tatanan Kepelabuhanan
Nasional, berdasarkan hirarki, peran dan fungsi ~clabuhan Tunontaka Nunukan
ditetapkan sebagal pelabuhan Nasional.
b. Di Pelabuhan Tunontaka MNunukan tclah tlersedia fasilitas dermuaga seponiang
200 M untuk melayani kegiatan bongkar muat cargo, penumpang dan seny
Kontainer serta saat ini pengoperasiannya belam optimal,
c. Pelabuhan Lamijung terletuk di dalay DLKR dan DLKP Pelabuhan Tunoniaka
Nunukan, maka pembangunannya dapat dilaksarakan sctelah mendapat persetuni
- dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
2. Berkenaan dengan butir 1, mengingat dermaga terscbut berada di dalam DLKR den
DLKP Pelabuhan Tunontaka Nunukan maka untuk pengoperasiannya agar bekerjarama
dengan PT (Persero) Pelindo 1V Cabang Munukun. T
3. Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama yang batk diocapkan terima kasih,
A DIRERT IR JENDERAL PERHUBUNGAN i~
SEFEETARTSDIREKTORAT I DERAL
BN .
PR
' DT
2 . ) i ¥ o N " T
Tembusan : - Capt{SRIUNTUNG
1. Dirjen Hubla,; L NIPSA20035163
2. Bupati Nunukan; ST
3. Adpel Nunukan; .
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INSTRUK SI DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

‘Nomor: WK .M /ay /9 /o 08,
TENTANG

PENERTIBAN TERHADAP PELABUHAN

YANG BEROPERASI TANPA MEMILIKI {ZIN ATAU PELABUHAN YANG TELAH
MEMILIKI IZIN TETAP!I PENGGUNAANNYA TIDAK SESUAI DENGAN

Menimbang

Mengingat

Kepada

runss Duen-1erud pesDuhan

PERIZINANNYA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

bahwa saat ini masih terdapat beberapa pelabuhan yang telah
beroperasi tanpa memiiiki izin maupun pelabuhan yang teiah

memiliki izin tstapi penggunaannya tidak sesuai dengan
perzinannya,

bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu mengeluarkan
Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Penertiban
Terhadap Pelabuhan yang Beroperasi Tanpa Memiliki 1zin, alau

Pelabuhan yang Telah Memitiki {zin Tetapr Penggunaannya Tidak
Sesuai dengan Parizinannya.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

(Lembaran Negara Rl Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Ri Nomor 4849);

Peraturan Pemerintah  Nomor 69 Tahun 2001 tentang
Kepetabuhanan (Lembaran Negara Rl Tahun 2001 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4145);

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor - KM 53 Tahun 2002
tentang Tatanan Kepelabuhanan Nasional,

. Keputusan Menteri Ferhubungan Nomcor - KM, 54 Tahun 2002

tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut,

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor - KM. 55 Tahun 2002
tentang Pengslolaan Pelabuhan Khusus:

MENGINSTRUKSIKAN

Fara Adpel Utama;
Para Adpel Ketas |, 11, 11, 1V dan V;

Para Kakanpel seluruh indonesia:

|

W_@é‘*’.‘;i;_k_a_@ii“r/ﬁmlaa& Groluren Hrloyaron DBerarli Mendukung Jercidanys . Foelarnalan ertayar™
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Satinan Instruksi ini
disampaikan kepada :
1. Sesditjen Hubla;,

42593.pdf

Melakukan pemeriksaan / penelitian terhadap penzinan petabuhan
yang berada di wilayah kerja masing - masing Adpel / Kanpeil,

Menertibkan pe!abuhan yang telah beroperasi tanpa memiliki izin
maupun pelabuhan yang telah memiliki izin tetapi penggunaannya -
tidak sesuai dengan perizinannya,

Tidak menerbitkan dan menandatangani Surat Persetujuan Berlayar
(GPB) terhadap kapal-kapal yang singgah di pelabuhan yang
beroperasi tanpa memiliki 1zin® maupun pelabuban yang telah

memiliki  izin  tetapi penggunaannya tidak sesuai dengan
perizinannya.

Melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut;

Instruks: ini mulat berlaku pada tanggal dikeluarkan

Dikeluarkan di - JAKARTA
Pada tanggal a2y Ckigbar a0,

DERAL PERHUBUNGAN LAUT
ana Tugas

2 Para Direktur di lingkungan Ditjen Hublz;

tnsaiiuks: Ouen 160 peidtunan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

3. Para Kabag dilingkungan Setditien Hubla.
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DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
" DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KAN_TOR ADMINISTRATOR PELABUHAN NUNUKAN
TGM : Adpel Nunukan

TLX
FAX

Jl1, Pelabuhan Baru No.142

Telp : (0556) 21021
21 Nunukan 77182

s 0556 - 21021

Nomor : PU.607/ 01/ 05/ AD.NNK-2010 Nunukan, 02 Juni 2010
Klasifikasi : papePhty.” = 7~ .
Lampiran : 1 (satu) Berkas Kepada
Perihal : Ligalitas Perijinan
Pengoperasian Dermaga Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Liem Hie Djung Provinsi Kalimantan Timur
Di -

SAMARINDA.

1. Bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur bersama Pemerintah Kabupaten
Nunukan sejak Tahun 2003 telah membangun Pelabuhan Lintas Batas Laut yang berlokasi
di Tanah Merah/Liem Hie Djung yang berjarak dengan Pelabuhan Umum Tunon Taka + 1
Mil Laut yang pada saat ini Pembangunan sudah selesai baik sisi Laut maupun Darat.

2. Sehubungan butir 1 (satu) tersebut diatas, bahwa dapat di katakan Status Pelabuban
tersebut merupakan Terminal untuk kepentingan sendiri karena Lokasinya berada di dalam
DLKR/DLKP Pelabuhan Umum Nunukan, namun pembangunan pelabuhan tersebut
berawal dari Kerja Sama / Sosek Malindo antara Pemerintah Provinsi KALTIM dengan
Negeri Sabah Malaysia Timur sepakat masing — masing untuk membangun Pelabuhan
Lintas Batas Laut. Ternyata dipihak Sabah sendiri sampai saat ini pembangunan Pelabuhan
tersebut belum di laksanakan.

3. Sesuai butir 1 (satu) dan 2 (dua) di ata:, sampai sejauh mana Proses Legalitas Perijinan -
rencana pengoperasian Dermaga Taiah Merah/ Liem Hie Djung dard DITJEN
HUBLA/Kementrian Perhubungan, mengingat pembangunannya sudah selesai 100 %
(seratus persen)

4. Disampaikan pula bahwa sesuai Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor :
UK.11/24/19/DJPL.08 tanggal 24 Cktober 2008 tentang Penertiban terhadap Pelabuhan
yang beroperasi tanpa memiliki izin, khususnya pada Diktum Ketiga, yang mana kami
tidak diperbolehkan dan menandatangani Surat Persetuiuan Berlayar terhadap
Kapal — kapal yang singgak di Pelabuhan yang bercperasi tanpa memxhkx izin ( Foto Copy
Terlampir ).

5. Demikian disampaikan, atas perhatian dan penjelasan selanjutnya divcapkan terima kasih.

Tembusan :
1. DIRJEN HUBLA di - Jakarta

2. Direktur PELPENG DITJEN HUBLA di - Jakarta
=7 3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan di - Nunukan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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DIREKTORAT JENDERAL PERHUBQNGAN‘ LAUT
KANTOR ADMINISTRATOR PELABUHAN NUNUKAN -

- b lin. Pelabuhan Baru No. 142 Telp : (0556) 21021 TGM : Adpel Nunukan
Nunukan 77182 . TIX

FAX : 0556 -21021

Nomor : UK. 112/20/13/AD.NNK-2010 Nunukan, 11 Agustus 2010
- Kiasifikasi : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Pelabuhan Yang Belum memilki Kepada

ljin Pengoperasian.
Yth. Direktur Pelabuhan dan Pengerukan

Ditjen Hubla
_ Di—
JAKARTA,
1. Kabupaten Nunukan Merupakan salah satu kabupaten terbaru di v:/ilayah
e'/ Propinsi Kalimantan Timur yang terbentuk berdasarkan Undang-undang

Nomor 47 Tahun 1999, dimana mempunyai luas wilayah mencapat 14.587,5 km?
yang terdiri dari kepulauan, daratan dan Laut vang memifiki posisi yang sangat
strategis terutama aspek pertahanan dan keamanan karena berbatasan
langsung dengan Negara tetangga Malaysia (Tawau/Sabah).

2. Dengan adanya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya di

* Kabupaten Nunukan, maka peranan Transportasi laut dan sungai memiliki posisi

yang sangat penting karena pergerakan mobilisasi barang dan penumpang

cenderung meningkat dari satu wilayah ke wilayah lain, Sehingga Pemerintah

Kabupaten Nunukan telah membangun beberapa fasilitas / sarana dan

. prasarana Transportasi Laut dan Sungai di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan
Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKR/DLKP) antara lain :

a. Pembangunan Dermaga Lintas Batas Liem Hi Jung di daerah Nunukan
Timur, Pembangunan Demaga berdasarkan hasil sidang Sosek Malindo
( Pembangunan sudah selesai sisi darat dan laut ).

b. Pembangunan Dermaga Penyeberangan Sei.Jepun di daerah Nunukan
Selatan -

c. Rencana Pembangunan Dermaga Penyeberangan Liang Bunyu

d. Rencanan Pembangunan Dermaga Penyeberangan Sei. Semaja didaerah
Semanggaris.

3. Sehubungan dengan butir 2 (Dua) point a dan b diatas, yakni Dermaga Lintas
batas Liem Hi jung dan Demmaga Penyeberangan SeiJepun dimana
pembangunannya telah siap untuk di operasikan oleh pihak pemernntah daerah
Kabupaten Nunukan , namun hingga saat ini kami belum melihat surat ijin

penetapan lokasi, pembangunan dan pengoperasian yang di keluarkan oleh
kementerian perhubungan.

Koleksi berpustakaan Universitas terbuka
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4. Untuk melaksanakan Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor :
UK 11 / 24 / 18 { DJPL.2008 tanggal 24 Oktober 2008 Tentang penertiban
nelabuhan yang beroperasi tanpa izin, maka kami mohon petunjuk kepada bapak
terhadap keadaan dermaga yang teiah dilaksanakan pembangunannya agar kami
dilapangan dapat melaksanakan tugas sesuai prosedur / mekanisme kerja yang
ada.

5. Demikian kami sampaikan keadaan pembangunan yang ada di wilayah kami atas
petunjuk dan arahan bapak kami ucapkan terimakasih.

Tembusan Yth Bapak :

Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Sbg Laporan) di Jakarta
Gubemur Prop. Kalimantan Timur di Samarinda

Bupati Kabupaten Nunukan di Nunukan

Karo Perencanaan Kementerian Perhubungan di Jakarta
Direktur Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Hubla di Jakarta
Direktur Penjagaan dan Penyelamatan Ditjen Hubla di Jakarta
Kabag Perencanaan Ditjen Hubla di Jakarta

Adpel Klas.| Balikpapan (selaku Koordinator) di Balikpapan
Kepala Dinas Pehuhungan Kab Nunukan di Nunukan

¥

@O NDPOAWN
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KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN EAUT
CEDUNG KARYALANTAI 12 s/d 17 ’

JiL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8 | TEL. : 3811308, 3505006, 3813269,3447017 | TLX : 3844492, 3458540
3842440

“ JAKARTA - 10110 Pst. : 4213, 4227, 4209, 4135 Fax : 3811786, 3845430, 3507576
Nomor  : @60/ 6 /2 /0p-u Jakarta, |0 MOtEY 2011
Lampiran
Perihal : Pengoperasian terminal Kepada

Liem Hie Djung
Yth. Bupati Nunukan

di

NUNUKAN

1. Menindaklanjuti surat Saudara Nomor 552/014/DISHUB-NNK/I/2011 tanggal
6 Januari 2011 perihal Perijinan dan pengoperasian Pos Lintas Batas Laut (PLBL)
Liem Hie Djung, dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya sesuai ketentuan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, kegiatan penyediaan
dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan
secara komersial dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan sesuai dengan jenis
usaha yang dimilikinya. Badan Usaha Pelabuhan tersebut adalah BUMN, BUMD
atau badan hukum Indonesia yang kegiatan usahanya khusus di bidang
pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya. .

2. Berdasarkan Surat Perintzh Tugas Menteri Perhubungan Nomor SP. 226 Tahun
2010 tanggai 10 Februari 2010 diperintahkan kepada Kepala Administrator
Pelabuhan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Otoritas Pelabuhan
sambil menunggu penyelesaian penataan kelembagaan sesuai Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Selanjutnya, untuk penyelenggaraan e
pelabuhan Nunukan maka Kepala Kantor Syahbandar Pelabuhan Nunukan
menjalankan tugas pokok dan fungsi Otoritas Peiabuhan Nunukan

3. Berkenaan tersebut butir-butir di atas, penyelenggaraan kegiatan penyediaan
dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan dapat dilakukan setelah mamonubi
persyaratan sebagai berikut:

a. Wajib memiliki izin usaha sebagai BUP yang diberikan oleh Menteri untuk

pelabuhan utama dan pengumpul, oleh Gubernur uniuk pelabuhan
pengumpan regional dan oleh Bupati/Walikota untuk pelabuhan pengumpan

fokal;

b. Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepeiabuhanan yang
dilaksanakan oleh BUP dilakukan berdasarkan konsesi dari Otoritas
Pelabuhan dalam hal ini Kantor Wilayah Otoritas Pelabuhan Nunukan, dan
BUP tersebut merupakan bagian terminal Pelabuhan Nunukan;

c. Status kepemilikan lahan pelabuhan diserahkan kepada Ctcritas Pelabuhan.

4%. Sehubungan.....
“Mentaati Poraluwran Felayaran Berarle c/il’e)u/uhmf/ gmaﬁ[anya Keselamatan @ez/aym”

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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4. Untuk memiliki izin usaha BUP sebagaimana butir 3.a, agar Saudara terlebih ~
dahulu membentuk BUMD di bidang jasa kepelabuhanan, selanjutnya BUMD.
tersebut mengajukan permohonan sebagai BUP kepada Menteri Perhubungan
Cq. Direktur Jenderal Perhubungan laut dengan melengkapi pérsyaratan sebagai
berikut :

Akta pendirian perusahaan di bidang kepelabuhanan:

NPWP,

Surat keterangan domisili perusahaan:

Bukti kepemilikan sarana dan prasarana di lingkungan pelabuhan;
Bukti memiliki tenaga ahli di bidang kepelabuhanan;

Proposal rencana kegiatan.

~oapTo

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

o)

: o
Tembusan : My"

1. Dirien Hubla;

2. Sesditjen Hubla;

3. Kepata Kantor Syahbandar; !
4. Kepala Kanter Wilayah Otoritas

Pelabthan Nunukan.

~o. . )
~~Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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& . DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUH
" KANTOR ADMINISTRATOR PELABUHAN NUNUKAN

TGN : Adpel Nunukan

Jl. Pelabuhan Barn No.142 Telp : [0S56) 21023 TLX
21 Nupukax 77182 FAX : OBB6- 21021

Nomor : PP.00B/01/03/AD. NNK-ZO‘.Z Nunukan, 27 Juni 2012

Klasifikasi : Biasa

Lampiran . 1 (sata) berkas. Kepada

Perihal : Pengembangan Pelabuhan

Tunon Taka Nunuxan. Yith. Direkiur Jenderal Perhubungan Laut

Di -
',i, '\ K:é‘w___ il

! Meounjuk tembusan surat Bupatl Nunukaa No.352/335/Dishubkominfo-NNK/V/2012
tanggal 30 Me: 2012 Perinal Dukungan Dalam Percepatan Pengoperasian PLBL Liem
Hie Djung dan tembusan surat Direkwur Pelabuban Pengerukar Nomor.
PP.00/8/15/DP.12 tenggal 30 April 2012 vang kami terima pada tanggal 22 Mei 2012
Perilial Panigoperasian Pos Lintas Baias Laut Liem thie Djong.

Sehubungan hai tersebut butir § (satu) diatas. mengingat :

a. Behwa Pos Lintas Batas Lasoi Liem Hie Djung berada dalam DLKr/DLKp
Pelabuhan Tunon Taka Nunukan sesuai Keputusan Menteri Perhubungan
No.KM.51 rahun 1999 tentang batas-batas DLK-/DLKp.

t. Pelabuban Tunon Jaka Nunukan sazt ini velume kegiatan sangat padat, Kapal Peti
Kemes, Kapal Cargo dar Kapal Penumpang baik Dalam Negeri meupun Luar
Negeri  menjadi sam selingpa dipandang  rawan terhadap penyelundupan
barang - barang yang teriarang.

¢. Pos Lintas Batas T.aut I 1em Hie Djung pada saat ini telah selesai perbangunannya

dan telah stap untuk dioperasitan dengan catalan beberapa fasilites dalam
Berkaitan hal terseout diatas, di mchon pertimbangan bapak untuk dapat menyenyui
Pengembangan Peilabuhan Tunon Taka Nunukan di Pos Lintas Baias Laut (PLBL)
Liem Hie Djung, untuk ha! tersebut barsama ini pula kami lempirkan :

a. Kelayakan Teknis dan Fkonomis tehadap rescana pepambaban dan alau
pengembangan f{asilitus pokok.

!4.)

b. Rekomendast dari Pejabat pemegang fungsi keselamatan pelavaran.

¢. Dokumen studi Iingkungan tentang rencana penambahen dan atau peagembangan
fasilitas pokok yang teian disahkan olch instaasi yang berwenang.

4. Demikian kami sampaikan atas bantuan dan penyvelesaian selanjutnya diucapkan

terima kasih.
‘ KEPALA KAANTOR
‘ Y TORP, BUHAN NUNUKAN
','_':."-: \»v'w \/_,/-
Tembusan ; “E: - N
1. SEKDITJEN HUBLA di Jakarta. Vﬁ}.

2; Dircktur PELPENG DITJENHUBLA di Jakarta.
3. Bupati Nunukan di Nnnnkan. d
4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi KALTTM di Sam: »rmdz

- S. Kepla Dinas Perbubungan Kabupater Nonukan di Nunukan,

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
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KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR : B - S0E /50, co®

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGEMBANGAN PELABUHAN NUNUKAN
KEPADA PENYELENGGARA PELABUHAN NUNUKAN

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

- Menimbang : a. bahwa rencana pengembangan Pelabuhan Lintas Batas Laut Liem Hie Djung
t{elah sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Nunukan;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pelabuhan Tunon Taka Nunukan,
Penyelenggara Pelabuhan Nunukan bekerjasama dengan Pemerintah
Kabupaten Nunukan skan mengsmbangkan Pelabuhan Tunon Taka Nunukan
‘berupa pembangunan pelabuhan lintas batas laut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, periu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut
tentang Pemberian izin Pengembangan Pefabubhan Nunukan Kepada
Penyeienggara Pelabuhan Nunukan;

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran

Negara Republik {ndonesia Nomor 4849);

2. Urndang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik indonesia
Tanun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 5059);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republk indonesia
Tahun 1939 Nomor 59,'Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3838);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 ientang Kepeliabuhanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070},

/5. Peraturan...............

fodel Takan 02 | . Ml endaals FrraluranFotoy aran PerarliMenduking Serciplony o Fgselomalan Perlaywr
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Menetapkan

PERTAMA

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahamotembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5093); .

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan

(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5§208);

7. Peratutan Pemerntak Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan
Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);

8. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Pengesahan
*international Convention for The Safsly of Life at Sea, 1974";

9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 fentang Pembeniukan dan
Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 81 Tabun 2011;

10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 215/AL.506/PHB-87 Tahun 1987
tentang Pengadaan Fasilitas Penampungan Limbah dari Kapal;

11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 53 Tahun 2002 tentang Tatanan
Kepelabuhanan Nasional;

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 teniang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Perhicbungan;

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2012 tentang
QOrganisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama;

MEMUTUSKAN

KEFUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG
FEMBERIAN 1ZIN PENGEMBANGAN PELABUHAN NUNUKAN KEPADA

PENYELENGGARA PELABUHAN NUNUKAN.

Membersikan izin kepada Penyelenggara Pelabuhan Nunukan untuk
mengembangkan Pelabuban Nunuksf  bekeijssama dengan Pemeriniah
Kabupaten Nunukan untuk mengembangkan Pelabuhan Nunukan, dengan data
fasilitas sebagai berikut :

1) Dermaga
- tipe . open
- ukuran 1 £305 x 11,5) m?
- trestle - (53,25 x 10) m?
- trestle penghubung (17,5 x 4) m?
- ponton S {12 x 10y m?
- konstruksi - beton
- kedataman -5 mLWS
2) Posisi koordinat -04° 08" 42" LU/ 117° 38 47,3" BT

04° 08'42,4" LU/ 117° 38" 48,4” BT
04° 08' 42,7"LU / 117° 38' 49,7 BT

/3) Peruntukan...
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o 3) Peruntukan : fasilitas sandarftambat kapal maksimum 30 GT
P
KEDUA . Dalam melaksanakan pembangunan dermaga, pemegang izin pembangunan
diwajibkan :

a. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang
kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan pelayaran dan

pengelolaan lingkungan;

b. Menaali ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah
lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya;

c. Memelihara fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas barang
serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan;

d. Bertanggungjawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan
pembangunan/pengembangan pelabuhan yang bersangkutan;

Perhubuingan Laut.

KETIGA . Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan dilakukan oleh
Penyelenggarz Pelabuhan Nunukan.
KEEMPAT . |zin pemibangunan dermaga dapat dicabyt apabila pemegang izin

a. Tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan dalam jangka waktu 1 (satu)
tahun setelah izin pembangunan diberikan;

b. Tidak dapat menyelesaikan pembangunan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun
sejak izin pembangunan diberikan;

c. Tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar ketentuan larangan
sebagaimana diatur dalam keputusan ini dan peraturan perundang -
undangan di bidang Peiayaran.

KELIMA . Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pembinaan dan pengawasan
teknis terhadap pelaksanaan pembangunan pengembangan pelabuhan Nunukan.
KEENAM . Keputusan ini muiai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di JAKARTA
padatanggal : s Yepliw e, 2012
DIREKTUR J UBUNGAN LAUT

- Pembina Utama Muda (tV/c)

SALINAN Kepttusan ini disampaikan kepada
NIP. 19540404 188703 1 001

Menteri Perhubungan;

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;,
Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
Gubernur Provinsi Kalimantan Timur;

Sekretaris Direkiorat Jenderal Perhubungan Laut;
Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Ditjen Hubla;
Bupati Nunukan;

Kepala Kantor Administrator Pelabuhan Nunukan.

LN B WN -
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DIKERITURKA]TL JENDREKAL FERRIOQUDBUNGAN LAUL
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN
KELAS IV NUNUKAN P

Jin Pelabuhan Baru No.202 : Telp. ( 0556 ) 21021 FAX @ (0556)-21021

Nunukan 77482
Nomor . UM.001/pa /6 /KSOP.NNK-2014 Nunukan, 14 April 2014
Klasifikasi -
Lampiran -
Perihal . Teknis Kelaikan Ponton di PLBL
Liem Hie Dijung
Kepada

Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informasi
Nunukan
Di -

NUNUKAN

1. Menunjuk surat Saudara No. 552.3/128/Dishubkominfo-Nnk/IV/2014.
tanggal, April 2014. perihal Rekomendasi Advis Teknis Kelaikan Ponton di PLBL
Liem Hie Djun. Dengan ini disampaikan bersama :

a. Pada tanggal 06 April 2014 telah kami lakukan tinjauan / pengecekan Fisik atas
tongkang / ramp tempat sandar speed boat No. 1 { Bagian Barat ) PLBL Liem
Hie Djung .

b.  Hasil tinjau / pengecekan fisik sbb :

- Terdapat genangan air bekas kebocoran dan sedikit rembesan air pada kulit /
lambung kapal d: sekitarl/5 — 1/4 D (Tinggi) Tongkang , (x 40 Cm), di
perkirakan masih ada bocoran.

- Tongkang konstruksi  kompartemen tunggal, terdapat 6 tiang
penyanggahgeladak dalam keadaan bengkok / patah.

¢. Untuk kepentingan keselamatan sebaiknya konstruksi kapal dapat diperbaiki
dengan mengubah tiang penyanggah diganti / di bangun sekat sekat melintang
dan membujur membentuk beberapa kompartemen. Dan berfungsi sebagai
penvanggzah geladak.

d. Untuk kepentingan operasionai sementara; di harap tetap dilakukan rechek
kondisi rembesan / kebocoran dan di sediakan alkon.

to

terkait butir 1 diatas, untuk kepentingan keselamatan dan operasional di harap
perbaikan tersebut dapat segera di laksanakan.

[

Demikian untuk di ketahui, dan bahan seperlunya.

KERALA KANTQR
KESYAHBANDAMN DAN éIORIT 34 PELABUHAN NUNUKAN
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTER] KEUANGAN 12593001
NOMOR : KEP-120/WBC.14/2014

TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN PABEAN
ATAS NAMA UPT-PLBL LIEM HIE DJUNG NUNUKAN

MENTERI KEUANGAN,

Membaca : 1. Surat permohonan UPT-PLBL Liem Hie Djung Nunukan No.
552.3/010/UPT PLBL-NNK/11/2014 tentang Permohonan
Penetapan Sebagai Kawasan Pabean.

2. Surat Kepala Kantor Perigawasan dgn Pélgyanan Bea dan Cukai
Tipp Madya Pabean C Nunukan No S-
200/WBC.14/KPP.MP.05/2014 tanggal 18 Maret 2014 tentang
Permohonan Penetapan Sebagai Kawasan Pabean.

Menimbang : Bahwa permohonan UPT.PLBL Liem Hie Djung Nunukan No.
552 3F010/UPT PLBL-NNKAII2014 untuk Penetapan Sebagai
Kawasan Pabean telah memenuhi persyaratan, sehingga periu
menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan
sebagai Kawasan Pabean atas nama UPT-PLBL Liem Hie
Djung.

Mengingat ¢ 1. Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 No. 75,
Tambahan Lembaran Negara Reoublik Indonesia No. 3612)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 17 tahun
2006 (Lembaran Negara Republik indonesia tahun 2006 No. 93,
Tambahan Lembaran Negara Repubtlik indonesia No. 4661);
2. Keputusan Presiden Rl No. 20/P Tahun 2005;

3. Peraturan Mentert Keuangan RI No. 70/PMK.04/2007 tanggal 28
Juni 2007 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan
Sementara.

—

Memperhatikan Surat Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
Tipe Madya Pabean C Nunukan No S-

200/WBC. 14/KPP .MP.05/2014 tanggal 18 Maret 2014.

2. Beriia Acara Pemeriksaan Lokasi Nomor : BA-
028/WBC. 14/KPP MP 0504/2014 ianggal 18 Maret 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan @ KEFUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN
: SEBAGAI KAWASAN PABEAN ATAS NAMA UPT - PLBL LIEM HIE
DJUNG

PERTAMA - Menetapkan sebagai Kawasan Pabean atas nama UPT - PLBL Liem
Hie Djung Area Pelabuhan Lintas Batas Laut Liem Hie Djung dengan
data sebagai berikut:

1. Pengelola:
a. Nama perusahaan/lembaga : UPT-PLBL Liem Hie
Djung
b. Alamat perusahaan/flembaga : Ji. P. Antasari RT. 15 No. 44
Kel. Nunukan Tinur
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c. Telepon/faksimili : (0556) 22834 / (042?£)p§3204
d. Nama penanggung jawab - Robby N. Serang, S.H
g. Alamat penanggung jawab  : JI. Ujang Dewa Sedadap
f. NPWP penanggung jawab  :02.996.708.7-723.000
2. Lokasi:
a. Letak : Pelabuhan Laut
b. Alamat . Ji. Bahari No. 1
¢. Desa/kelurahan . Nunukan Utara
d. Kecamatan - Nunukan
e. Kabupaten/Kotamadya - Nunukan
f. Provinsi . Kalimantan Utara
3. Ukuram:
a. Luas Areal - 14.214,71 m?
4. Batas-batas:
a. Sebelah Utara . Berbatasan dengan ponton
b. Sebelah Timur . Berbatasan dengan ruang
genset
c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan area
parker Liem Hie Djung
d. Sebelah Barat . Berbatasan dengan ruang
domestik

e. Koordinat - E 117°38 80,4"/N 04° 08’ 71,3
E 117° 38’ 85,9"/N 04° 08’ 66,8”
E 1177 38' 85,2°/N 04° 08’ 65,6°

E 117° 38’ 80,3*/N 04° 08’ 66,4”

5. Pintu Masuk/Keluar (gate):

a. Jumlah Pintu Masuk
b. Jumlah Pintu Keluar

- 1 (satu) buah
- 1 (satu) buah

6. Gambar Denah Lokasi - Tertampir

KEDUA . Penetapan sebagai Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud dalam
diktum PERTAMA disertai kewajiban Pengelola Kawasan Pabean
memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 70/PMK.C4/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang

Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara.

KETIGA - Menunjuk Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe
Madya Pabean C Nunukan sebagal kantor yang mengawasi Kawasan

Pabean sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA.

. Pengelolaan Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud dalam diktum
PERTAMA tidak dapat dipindahtangankan tanpa persetujuan Direktur
Jenderal Bea dan Cukai.

KEEMPAT

KELIMA . Apabila dikemudian han ternyata terdapat kekeliruan/kekurangan
dafam Keputusan Menteri Keuangan ini, akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

KEENAM Keputusan Menteri

: Keuangan ini
ditetapkan.

mulai berlaku sejak tanggal

Satinan Keputusan Menteri Keuangan i disatripaikan kepada:
1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
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2. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe
Madya Pabean C Nunukan.

Asli Keputusan tenteri Keuangan ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggai 24 Maret 2014

a.n. MENTERI KEUANGAN

__ KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC
72 KABHIANTAN BAGIAN TIMUR
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KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 28 Februarl 2014

Kepada
Nomor : 185,5/428/BEPP Yth. 1. Gubernur Kalimantan Timur
Sifat : Segera 2. Pj.Gubernur Kalimantan Utara
Lamplran : - al-
Hal : Pemantapan Pengelolaan IEMPAT

Lintas Batas Negara R-Malaysia
di Wiiayah Kabupaten Nunukan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan lintas batas
negara wilayah perbatasan laut Ri-Malaysia di Kabupaten Nunukan
Provins! Kalimantan Utara, khususnya terkait dengan rencana
pengoperasian pefabuhan Liem Hie Djung sebagai pelabuhan fintas batas
negara Jalur "Nunukan-Tawau” dan pembukaan kemball periintasan
tradisional di Pulau Sebatlk untuk jalur "Sungal Nyamuk-Tawau" yang
sudah setahun !nl ditutup, dengan hormat diminta perhatiannya untuk
hat-hal sebagai berikut :

1. Pengoperasian Pelabuhan Liem Mie Djung di P. Nunukan :

a. Pelabuban Liem Hie Djung yang rencananya akan dikelola oleh
Pemerintah Kabupaten Nunukan sebagal Pos Lintas Batas Negara
wilayah laut (PLBN Laut) dan berfungsi sebagai terminal
penumpang internasional Jalur "Nunukan-Tawau®, ditegaskan
pada prinsipnya merupakan wujud pengembangan operasi darl
Pelabuhan Tunontaka-Nunukan yang dikelola cleh PT. Pelindo dan
di bawah supervisi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,
Kementerian Perhubungan Ri;

b. Pengoperasian fungsi internasional Pelabuhan Liem Hie Djung
agar dlupayakan sesual rencana pada bulan Juni 2014, setelah
disepakatinya Standard Operating Procedure (SOP) oleh
Pemerintah Indonesia dan Malaysia melalui Tim Teknis Kelompok
Kerja Sosek Malindo Tingkat Daerah (Kalimantan Timur dengan
Negeri Sabah);

¢. Mengingat fungsl pelayanan dan pengawasan di PLBN-Laut Liem
Hie Djung melibatkan unsur Custom, Imigration, Quarantines,
Securitles. dan Port (CIQSPY agar dilakukan pengecekan kondisi
kesiapan sejumiah sarana/prasarana yang dipersyaratkan dalam
Standard Pelayanan Minimumm (SPM) maupun SOP vyang
disepakatl secara bilateral dengan pihak Malaysla., Dalam hal
ditemul permasalahan, agar segera dapat dilakukan koordinasl
dengan berbagai pihak terkait;
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d. Pelabuhan Liem Hie Djung yang asetnya dimiliki Pemerintah
Provins! Kalimantan Timur .dan selama Ini dikelola oleh
Pemerintah Kabupaten Nunukan berdasarkan status Pinjaii Pakal
yang sudah berakhir pada tanggal 28 Oktober 2013, maka untuk
kesinambungan pengelolaannya dan akuntabilitas
penganggarannya, agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
memperjelas statusnya dengan perpanjangan masa pinjam pakal
sambil menunggu penyerahan aset pelabuhan Liem Hle Djung
yang sedang dalam proses pembahasan di Provinsl Kalimantan
Timur.

2. Pembukaan Kemball Jalur "Sel Nyamuk-Tawau" di P. Sebatik:

a. Untuk mempercepat proses pembukaan kemball periintasan
tradisional Jalur Sel Nyamuk (P. Sebatik, Nunukan) ke Tawau
(Melaysia), yang telah satu tahun ini ditutup oleh Pemerintah
Malaysia atas pertimbangan ketertiban dan keamanan yang tidak
terjamin dangan spesdboad penumpang berkekuatan di bawah 7
GT yang digunakan pelintas batas dari P. Sebatik, diperiukan
langkah-langkah nyata untuk merespon tuntutan masyarakat P.
Sebatlk yang mendesak untuk segera dibuka kembali;

b. Untuk mendukung upaya penyelesaian masalah di P. Sebatik
tersebut, Pemerintah Pusat melalul Badan Nasional Pengelola
Perbatasan telah melakukan koordlnasl dengan berbagal pihak
terkalt di tingkat pusat maupun daerah, menyetujul untuk
melakukan modernisasi alat angkut pefintas batas *Sebattk-
Tawau" dengan menyediakan minima: 1 (satu) buah kapal
berkekuatan 10-20 GT pada tahun 2014 Ini. Mengingat untuk
mcdernisasl alat angkut ini dlbutuhkan cebanyak 6 (enam) kapal
sesual dengan kesepalatan perundingan Sosek Mailindo ke-31
pada tanggal 1113 Desember 20413 di Pekanbaru, maka
pemenuhan kebutuhan modernisasi alat angkut Ini diharapkan
dapat dipenuht secara bertahap;

c. Mengingat upaya pembukaan kemball perlintasan *Sei Nyamuk
Sebatik-Tawau" Ini sedang dalam proses penyelesaian, agar
pengurus Sosek Malindo Provinsi Kalimantan Timur bersama
unsur Pemerintah Provinsi Kallmantan Utara dan Pemerintah
Kabupaten Nunukan u:tuk melakukan soslalisasi dan mencegah
terjadinya keresahan masyarakat di P. Sebatik sebagaimana yang
terjadl belakangan ini.

Damikian untuk menjadi perhatlan dan ditindaklaniutl sebalk-
balknya, serta dilaporkan perkembanga

KEPALA

2 ¥t Fresiden i, sebagal laporan,

2. Yth. Mentari Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan setaku Ketua Pengarah BNPP;
3. Yth. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Wakil Ketua Pengarah I;

4. Yth. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Wakil Ketua Pengarah II;

5. Yth. Menter! Pertahanan Rl
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DAFTAR LAMPIRAN GAMBAR

1. Gambar : peneliti melaksanakan wawancara kepada Asisten 1 Setkab
Nunukan di Kantor Bupati Nunukan.

2. Gambar : peneliti melaksanakan wawancara kepada Kadishubkominfo
Kabupaten Nunukan di pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan.

3. Gambar : peneliti melaksanakan wawancara kepada kepala KSOP
Nunukan di ruangan kantor KSOP Nunukan.

4. Gambar : peneliti melaksanakan wawancara kepada tata usaha UPT PLBL
Liem Hie Djung di ruang PLBL Liem Hie Djung Nunukan.

5. Gambar : peneliti melaksanakan wawancara kepada toko masyarakat
Nunukan di pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan.

6. Gambar melalui media surat kabar radar Nunukan kondisi dermaga PLBL
Liem Hie Djung rusak.

7. Dokumentasi kunjungan Presiden RI bersama kepala PLBL Liem Hie
Djung ke pelabuhan PLBL.

8. Dokumentasi kunjunga kerja Mentent Koordinator bidang Pembangunan
Manusia dan kebudayaan RI dan Menhumkam kepelabuhan PLBL Liem
Hie Djung Nunukan.

9. Dokumentasi kunjungan kerja kepala Kanwil DJBC bagian Kalimantan
Timur ke pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan.

10. Dokumentasi spesifikasi kapal KM Perancis tujuan trayek Nunukan-

Tawau Sabah Malaysia.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42593.pdf

110
11. Gambar melalui media koran gerbang emas Nunukan yaitu kordinasi
Kepala Dishubkominfo Nunukan bersama Bea dan Cukai Nunukan dalam

rencana penetapan kawasan pabean di pelabuhan PLBL.
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